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HKATA PENGANTAR

LEjIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Asect Dacrah Kabupaten
Pemalang Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik darn
pclaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran - vang
dipercayakan kepada sctiap perangkat daerah. Laporan ini juga memiliki
fungsi sebagal media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur.
Capaian kinerja disajikan melalul pengukuran dan evaluasi kinerja serta
pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil analisis pengukuran
kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran
atas tingkat pencapaian perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat
keberhasilan dan kegagalan pencapalan sasaran strategis berdasarkan
indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat
renjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kirnr:rj;-l agar lebih berorientasi pada
hasil, relevan, efektif, efisien, dan berkelanjutan di masa mendatang.

Kepada semua pthak vang telah membantu dalam penvusunan
Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabﬁpaten
Pemalang Tahun 2024, baik tenaga dan pikirannya
divcapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus. Semoga Laporan
Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang
ini, menjadi dokumen vang dapal membantu pelaksanaan evaluasi kinerja
perangkat daerah dan evaluasi kinerja personal serta dapat memberikan
manfaat yang optimal pada pelaksanaan kegiatan tahun berilkutnya.

Pemalang, 10 Februari 2025
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun
2024 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai
berilout :

1. Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu
Menmingkatkan Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan Daerah. Tujuan ini
diukur dengan 2 Indikator vaitu :

1.1, Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah {IPKD)

»~ Pengukuran IPKD berdasarkan pada ketentuan pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 (icntang
Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana
ketentuan pada Pasal 6 Permendagri Nomor 19 Tahun 2020,
[PKD diukur melalui 6 [enam) Dimensi yang meliputi :

a. Dimensi 1 (| Kesesuaian Dokumen Perencanaan® dan

Penganggaran |

Dimensi 2 | Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD )
Dimensi 3 | Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah )

Dimensi 4 | Penyerapan Anggzaran |

Dimensi 5 ( Kondisi Keuangan Daerah )

Dimensi & ( Opini BPK atas LKPD |

o L

#~ Terdapat | program pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah yvang sangat menunjang indikator hasil pengukuran [PKD
tersebut yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

# Pada Tahun 2024, P*I:'l'!-]i:njl.':iﬁt: capaian Indikator Hasil
Pengukuran IPKD adalah B7,66% vaitu dari target hasil
pengukuran IPKD sebesar 80 realisasinyva 70,1277 atau masuk
kategori capaian tinggi. ‘

» Pada Tahun 2023, capaian indikator ini adalah 65,7108 dari
target 80 atau perseniagse capaian sebesar 82,149%.

~ Behingga apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023
terscbut maka pada tahun 2024 telah tejadi peningkatan sebesar
Sy2%.
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~ Terhadap capaian kinerja sebagaimana dimaksud, terdapat

beberapa tantangan vang perlu menjadi perhatian bagi Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang

pada tahun-tahun berikutnya vaitu :

1. Peningkatan keselarasan nominal program yang tercantum
pada dokumen perencanaan | RPJMD dan RKPD ) dengan
dokumen penganggaran ( KUA PPAS dan APBD );

2. Peningkatan komitmen pemerintah daerah dalam mematuhi
mandatory spending dan amanat pengalokasian anggaran
untuk standar pelavanan minimal;

3. Peningkatan konsistensi pengalokasian belanja tidak terduga
agar bisa dibelanjakan dengan optimal;

4. Peningkatan transparansi pengelolaan keuangan vang
didukung dengan publikasi data keuangan ke website pemda
tepat waktu dan kcmudahalil akses oleh Masyarakat;

5. Peningkatan akuntabilitas data keuangan dalam rangka
meningkatkan pelayanan Masyarakat;

6. Penmingkatan kualitas pelaporan dan ]Jertanggungjm;.-aban
keuangan daerah dalam rangka mempertahankan hasil opini
Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RIL

1.2, Persentase pemanfaatan barang milik daerah (BMD)

» Indikator persentase pemanfaatan barang milik daerah dihitung
dengan membandingkan jumlah asset daerah vang telah
dimanfaatkan dengan sistim sewa dibandingkan dengan jumlah
semua asset daerah vang dapat dimanfaathkan.

~ Capaian mdikator in1 sangat ditunjang oleh Program Pengelolaan
Barang Milik Dacrah pada I:!adap. Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah.

~ Pada Tahun 2024, target persentase pemanfaatan BMD sebesar
99,15% sedangkan realisasinya 99,13% atau tercapai dengan
capaian kinerja schesar 99 98%..

» Pada Tahun 2023, dan target scbesar 93% realisasinya sebesar
99,13% atau tercapai sehesar 106,39%,

= Apabila dibandingkan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun

2024 maka capaian kinerjanyva menurun, tetapi hal ini disebabkan
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karena target pada tahun 2024 dinaikkan, lebih besar dari

realisasi 2023,

» Terhadap capaian kinerja tersebut, terdapat beberapa tantangan

yvang perlu menjadi perhatian b‘agi Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah dalam pemanfatan barang milik daerah yaitu ;

T

Peningkatan akuntabilitas data potensi barang milik dlal:rah
vang dapat disewakan dan barang milik daerah yvang telah
disewakan;

Peningkatan kualitas dokumen sews barang milik dacrah;
Penvederhanaan mekanisme pemanfaatan barang milik
daerah;

Peningkatan kualitas pemanfaatan barang milik daerah
berbasis sistim informasi yang mudah diakses oleh

Masyarakat.

. Basaran pertama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Pemalang adalah Peningkatgn Kualitas Pelayvanan Publik yang
diukur dengan Indikator sebagai berikut ¢
2.1. Indeks Kepuasan Masyarakat ([KM)

~ Indeks Kepuasan Masyarakat dihitung berdasarkan hasil survey

kepuasan masyarakat (SKM) vang dilaksanakan oleh Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang

sctiap akhir semester. SKM ditujukan kepada pengguna lavanan

BPEAD Kabupaten Pemalang baik perangkat daerah, Masyvarakat

ataupun stakcholder lainnya.

F Indeks kepuasan Masyarakat didukung oleh kinerja program

penunjang urusan pemeriniahan daerah kabupaten /kota.

~ Target capaian indikator kinerja [KM tahun 2024 schesar 84,00

dengan realisasi sampai bulan Desember 2024 sebesar 86,63

sehingga capaian [KM Tahun 2034 tercapail scbesar 103,02%,

~ Pada Tahun 2023, target IKM sebesar 84,08 dengan realisasi

82,67 atau capaiannya scbesar 98,32,

~ Dibandingkan dengan capaian tahun 2023 terjadi peningkatan
4, 7.

= Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat

beberapa tantangan vang perfu menjadi perhatian bagi Badan
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Pengelolaan Keuangan dan Aset Dacrah Kabupaten Pemalang ke
depan, sebagai berikut :
1. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung layanan BPEAD
Kabupaten Pemalang;
2. Peningkatan kualitas SDM }'aﬁg melaksanakan pelayanan pada
BPKAD Kabupaten Pemalang;
3. Peningkatan kemudahan dan kecepatan pelayanan;
2.2, Nilai SAKIP BPKAD
» Capaian indikator Nilai SAKIP BPKAD diperoleh dari hasil reviu
SAKIP BPKAD yang dilakukan oleh Inspekioral Kabupaten
Pemalang.
» Capaian indikator Nilai SAKIP BPEAD didukung oleh kinerja
Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota,
~ Targe! capaian indikator nilal1 SAKIP BPEAD Tahun 2024 sebesar
654,00, sampai dengan bulan Desember 2024 realisasinya 64,15
atau capaian scbesar 100,23%,
» Pada Tahun 2023, target nilai S%KEI’ BPKAD sebesar 60,50 dengan
realisast 63,25 atau capaian sebesar 104,55%.
~ bandingkan dengan capaian pada tahun 2023, maka capaian
pada tahun 2024 mengalami penurunan sebhesar 4,32%.
~ Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat
beberapa tantangan vang perlu menjadi perhatian bapi Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang ke
depan sebaga berilkut
|. Peningkatan kesclarasan indikator kinerja antara dokumen
perencanaan dan dokumen penganggaran;
4. Peningkatan keselarasan kinerja antara pohon kinerja dan
cascading kinerja;
3. Peningkatan kualitas penyusunan dokumen perjanjian kinerja
dan laporan capaian kinerja;:
4. Peningkatan kualitas pelaksanaan evaluasi kinerja.

3. Sasaran kedua Badan Pengelolsan Keuangan dan Aset Daerah vaitu
Meningkainya Transparansi dan Alkuntabilitas Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah vang diukur dengan Indikator scbagai berikut :

3.1, Hasil Pengukuran Indeks Kesesuaian Dokumen Penganggaran
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~ Indikator sasaran Hasil Pengukuran Indeks Kesesuaian Dokumen
Penganggaran diukur dengan membandingkan kesesuaian
nomenklatur program dan nominal program antara dokumen KUA
PPAS dan APBD.

# Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program
Pengelolaan Keuangan Daerah.

= Target capaian indikator kKinerja hasil pengukuran  indeks
kesesuaian dokumen penganpggaran tahun 2024 sebesar 15,
sedangkan realisasinya scbesar 6,5277 atau dengan capaian
scbesar 43,52%.

» Pada Tahun 2023, target indikator sasaran tersebut sebesar 15
dengan realisasi 12,6237 atau dengan capaian sebesar 84,16%

» Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023 maka capaian
tahun 2024 mengalami penuruan sebesar 1,93%..

# Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat
beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi BPKAD
Kabupaten Pemalang ke depan yaitu :

1. Peningkatan kesesuaian nomenklatur program dan nominal
program yang tercantum padh dokumen KUA PPAS dan APBD;

2. Peningkatan komitmen pemerintah daerah dalam melakukan
penyusunan dekumen perencanaan dan penganggaran;

3. Peningkatan koordinasi dan komunikasi efektil dengan 'pihak
legislative  terkailt  pentingnya  keselarasan  dokumen
perencanaan dan dokumen penganggaran.

. Hasil Pengukuran Indeks Penyerapan Anggaran

# Indikator sasaran Hasil Pengukuran Indeks Penyerapan Anggaran
diukur dengan realisasi anggaran yang tercapai pada akhir tahun
anggaran per jenis belanja, minimal 80%, Terdapat 4 Jenis belanja
pada APBD yaitu belanja operasional, belanja modal, belanja
transier dan belanja tidak terduga.

» Capaian indikator ini didukung Iuleh kinerja program pengelolaan
kcuangan dacrah.

~ Target indikator ini pada Tahun 2024 sebesar 20 dengan realisasi
15 atau capaiannya 73%.
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~ Capaian indikator ini sama dengan capajan pada tahun 2023,
yaitu 75% .

» Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat
beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian BPEKAD
Kabupaten Pemalang ke depan sebagai berikut :

1. Peningkatan konsistensi pengalokasian anggaran belanja tidak
terduga pada APBD;
2. Peningkatan kualitas n:lnl-m:Jmf:n regulasi vang mengatur
tentang pengelolaan belanja udak terduga,
3.3, Hasil Pengukuran Indeks Kondisi Keuangan Daerah

> Indikator sasaran ini diukur berdasarkan ketentuan pada
Peraturan Menten Dalam Negernn Nomor 19 Tahun 2020 tentang
Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Komponen
yvang menentukan hasil pengukuran indeks kondisi keuangan
daerah adalah kemandinian keuangan, fleksibilitas keuangan,
solvabilitas operasional, solvabilitas jangka pendck, solvabilitas
jangka Panjang dan  solvabilitas  layanan.  Masing-masing
komponen tersebut memiliki rumus perhitungan tersendin vang
mendasarken data yang lercantum pada Neraca, LRA, LO dan
Laporan Keuangan Pemda Kabupaten Pemalang.

» Capmian indikator 1m sangat ditunjang oleh kinerja program
pengelolaan keuangan daerah.

# Target indikator sasaran ini pada tahun 2024 sebesar 15 dengan
realisasi 4,0260 atau capainnya sebesar 26,84%.

~ Sedangkan pada tahun 2023, tarpetnya masih sama yaitu 15
tctapm  realisasinya scbesar 22200 atau capainnyva sebesar
| 4,80%.

= Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 maka capaian
tahun 2024 mengalami kenatkan sebesar 12,04%.

~ Terhadap capaian kinerja tersebut di atas terdapat beberapa
tantangan yang perlu menjadi perhatian BPKAD Kabupaten
Pemalang ke depan sebagai berilouat ;

. Peningkatan Kualitas pelaporan dan pertanggungjawaban

keunangan daerah;
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2. Peningkatan akuntabilitas data vang tercantum pada laporan
keuangan daerah dan memenuhi ketentuan pada standar
akuntansi pemerintah.

3.4, Persentase barang milik daerah vang dimilikki.

# Indikator sasaran im diukur dengan membandingkan antara
barang milik daerah berupa tanah pemda yang telah bersertifikal
dengan tanah yveang dikuasai oleh Pemda.

» Capaian kinerja indikator ini sangat didukung oleh kinerja
program pengelolaan barang milik dacrah.

~ Target indikator ini pada tahun 2024 sebesar 65% realisasinya
sebesar 453,53% sehingea capaiannnya sebesar 70,05%.

~ Sedangkan pada tehun 2023, target indikator ini secbesar &60%
dengan realisasi sebesar 36,96% atau capalannya sebesar 61 ,60%.

» Apabila dibandingkan dengan tahun 2023 maka pada tahun 2024
telah terjadi kenaikan capaian sebesar 8,45%.

~ Terhadap capaian kinerja sebagaimana dimaksud di atas, terdapat
beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian BPKAD
Kabupaten Pemalang ke depan sebagai berilout ¢

1, Peningkatan kompetens: SDOM pelaksana pengelolaan barang
milik daerah:

2. Peningkatan akuntabilitas data potensi BMD berupa tanah
vang dikuasai oleh F'tm!:rinLa'h kabupaten Pemalang,

3. Peringkatan upaya penyelesaian proses sertifikasi tanah yang
dikuasai Pemmerintah Kabupaten Pemalang;

4. Peningkatan kualitas inventarisasi tanah yang Hiliiagdat aleh

Pemda termasuk inventarisasi permasalahannya.

Ikhtisar Eksekutil dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
ini sangat penting untuk dipergunakan sebagai pedoman dan evaluasi bagi
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang dalam
perbatkan kinerja di tahun yvang akan datang.
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BAB 1

PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang :

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yvang berdayva
guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birckrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayvagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokras: Republik [ndonesia Nomor 53 tahun 2014 menjelaskan bahwa
laporan kinerja merupskan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan
fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan
anggaran. Hal teroenting vang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja
adalah  pengukuran kinerja dan  evaluasi kinerja serta pengungkapan
idisclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.
Kemudian berdasarkan ketentuan pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 20
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap
perangkat dacrah yang merupakan entitas akuntablitas kinerja, menyusun
dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja vang dicapai berdasarkan
penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal
tersebut maka BPKAD Kabupaten Pemalang diwajibkan untuk menyusun
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah [ LKJIP |,

Penyusunan LKjIP BPKAD Kabupaten Pemalang tahun 2024
dimaksudkan untuk memberikan Gambaran terkait pencapaian kinerja,
tujuan dan sasaran perangkat daerah vang telah ditetapkan dan diperjanjikan
pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja
bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pember:
mandat alas kKinerja vang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai
upava perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah " untuk

meningkatkan kinerja,
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Selanjutnya dapat disampaikan bahwa dasar regulasi peayusunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKAD Kabupaten Pemalang
adalah :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Alkuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri PAN dan ER Rl Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

b

Tekniz Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja [Instansi Pemerintah  di  Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pemalang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan
Agel Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 9024 diharapkan dapat bermanfaat
untuk:

1. Memberikan informasi kinerja yang terulkur kepada pember mandat atas
kinerja yang dicapai oleh Badan Pengelolasn keuangan dan Asct Dacrah
Kabupaten Pemalang.

2 Mendorong Badan Pengelolaan Keuangan dan ASet Daerah Kabupaten
Pemalang di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secard baik dan
benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang
transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

3. Sebagai upaya evaluasi dan ptrbaika:;l herkesinambungan bagi Badan
Pengelolaan  Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang untuk
meningkatkan kinerjanya.

4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa kinerja ‘Badan
Pengelolagn  Keuangan dan Aset Daecrah Kabupalen Pemalang dalam
pelaksanaan program | kegiatan/Sub Kegiatan bermuara pada peningkatan
kesejahteraan Masyarakat.

Dalam menyusun Laporan Kinera Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan
Pengelolaan Keuangan dan Ascl Daerah Kabupaten Pemalang menggunakan

mekanisme schagai berikut
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Gambar 1
Mekanisme Penyusunan LKjIP BPKAD Kabupaten Pemalang

i,

Kegiaian

Tam Penyusun LEGEP
GPEAD

Bidang Erpala BPEAL

Menginventarsic data-doa
yanp dibutnhkan unmk
menvusun Laporan Kinera
Iristomsi Pemerintah (LGP
serdad indikabor yang
dietapkan dan moern st
kermas kena terkall
pencapand gl kinemn,

Meovumrpadlean bult-

Isizlety felstnn dbodrag
ketercapaian targes lanerja
wiEng sesua dengan Indikator
masing-mang lidemg

Menghimjpun,
mernverifikonsi,
menglclasifikasi dan
mensinkronkan buleti-
Boucheti f clostay fukerimp
lercapamya ndikaior Kinerja
dlard muasing-masing lideng,

Menvisun drade Laporam
hmena Instan= Femenntah
|LEFIF] BFEAL

Menelty dan mengoreksl
alradt Laporan Koo
instassl Pemerintah (LGS
BFRATD

L 1

Tilaks Sesnal

Melakukan haeekal Laporan
lnerja Inszans Peoeenminah
(LK EF) sisuan petunjuk
Kepala BIFEAD

Melakukan Evaliuasi atan
tercapil aran Hillak
lercapainya targed kinerja
hersama tdang-hidang

Menandatangani LEjIP
HPRAL yvang welndy disvalias
gdan dilknreksy,

i

Laparam Akumahilitas Kinerja BPEAD Kabupaten Pemalung

Terhum 2624




1.2.

LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dacrah Kabupaten
Pemalang Tahun 2024 melaporkan capaian Kinerja BPEAD selama Tahun
2024, yang diukur dan dinilai berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2024
sehagai 1olok ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capalan Kinega terhadap rencana Tahun 2024
memungkinkan  dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja
fperformance gep) schagan masukan bagl perbaikan kinerja di masa
mendatang.

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance
Based Organtzation) yvang diterapkan Pemerintah Daerah, setiap Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untak memberikan kontribusi pada
pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Pembangunan daerah sebagaimana
diamanatkan dalam Peraturan Dacrah Nomor 6 Tahun 2021 ientang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-
2026,

Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur
organisasi dan anggaran BPKAD Kabupaten Pemalang :
1.2.1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daergh Kabupaten Pemalang
dibcntuk berdasarkan Peraturan Daerah  Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang. Secara
umum Badan Pengelolaan Keuangan d'ﬂn Aset Dacrah sebagai unsur
penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah serta Tugas Pembantuan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2023, BPKAD
mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan yvang diberikan kepada daerah. Berdasarkan pelaksanaan tugas
tersebut, maka BPKAD melaksanakan fungsi :

l. Perumusan Kebjjakan di Bidang Anggaran, perbendaharaan serta
akuntansi dan aset daerah;
2. Pelaksanaan Kebjjakan di Bidang Anggaran, perbendaharaan seria

akuntansi dan aset dacrah;
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3. Pelaksanasn Ewvaluasi dan Pelaporan di  Bidang Anggaran,
perbendaharaan serta akuntansi dan aset daerah:

4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tug&an}:a; dan

2. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan
tungsinya.

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
habupaten Pemalang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor
13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun
2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata
kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
lertanggal 9 Nopember 2023, Pada Pgsal 6 Peraturan Bupati Nomor 42
Tahun 2023 ditetapkan Susunan Organisasi Badan Pengelolaan
keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang sebagai berikur;

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Bina Program dan Keuangan.
3. Bidang Anggaran, terdiri dari ;
A. Sub Bidang Penyusunan dan Evaluasi Anggaran;
b. Sub Bidang Perencanaan Anggaran.
4. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
a. Sub Bidang Penatausahaan Pencairan Dana;
b. Bub Bidang Penatausahaan Bendahara Umum,
2. Bidang Akuntansi dan Asct Dacrah! terdiri dari :
a. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan:
b. Sub Bidang Aset Dacrah,
Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi scbagaimana didraikan
di atas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja BPKAD Kabupaten
Pemalang. Berikut bagan struktur organisasi BPKAD Kabupaten Pemalang
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STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATENPEMALANG
{ Masar : Perbup Mod2 Tabhuns 2033 )
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Tugas Pokok dan Fungsi Badan Fengfelniaan Keuangan dan Asct Dacrah
Kabupaten Pemalang didukung oleh Sumber Dayva Manusia wvang
berkompeten, tingkat pendidikan cukup, kecakapan kerja sesuai dengan
jabatan dan fungsinya serta latar belakang Pendidikan yang sclaras Eicngan
tugas dan jabatannya. Pada akhir tahun 2024, jumlah ASN pada BPKAD
sebanyak 35 orang yang terdinn dari 15 orang laki-laki dan 22 orang
Perempuan. Komposisi tersebul menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan
pada BPKAD Sebagian besar telah mehbatkan Perempuan, sebagaimana
amanal pengarustutamaan gender (PUG) dimana Perangkat Daerah harus
melibatkan Perempuan dalam kegiatan perencanaan penganggaran responsif
gender (PPRG). Adapun data sumberdaya manusia yang dimiliki BPKAD
Kabupaten Pemalang Tahun 2024 sebagai berikut -

Tabel ; 1.1
Jumlah Pegawai BPKAD Kabupaten Pemalang
Berdasarkan Tingkat Golongan
Per 31 Desember 2024

Ho Uraian EIDI El:l ?:! E‘-';l Jumlah
1. | Keprala Badan . | 1 1
2. | Sekretariat - . | 1 7 1 0
4. | Bidang Anggaran . 4 2 G
if, Bidang Perbendaharaan = | & i 10
3. | Bidang Akuntansi dan Asct Dacrah - - 7 2 9
Jumlah | - 2 26 | 6 s
Sumber - DUR HERAD Kobapiren Pemndong Tahon 3024
Tabel : 1.2

Distribusi Pegawai BPEAD Habupaten Pemalang
Berdasarkan 'I‘*lng_lmt Pendidikan
Per 31 Desefmber 2024

N Uraian SMP EMA D3 | 81 | 82 | 83 1 Jml
L_}{:pala Badan - | - - . 1 l ) | l
2: H_Eekre'raria.! 1 L 1 - f 1 - 9
3. | Dideng Anggaran - 1 1 2 | ..-3 6
4. | Bidang Perbendaharaan - ] 1 g ] . 1 [ Ok
i Bidang Akuntansl dan .n'l._s:t Dacrah - - = 3 q o
Jumlah I_ _4 2 18 | 10| - 35

Sumber : DUK RPKAD Kalupeten Pemalang Tahun 203
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Tabel : 1.3
Distribusi Pegawai BPEAD Kabupaten Pemalang
Berdasarkan Jenis Kelamin
Per 31 Desember 2024

Mo | Uraian LAKI-LAKI = PEREMPUAN | JUMLAH

1. | Kepala Badan 1 R . . 1

2. 1 Sekretariat o 4 5 g

3. | Bidang Angegaran ] 3 b _FJ

4. | Bidang Perbendabaraan 3 7 10

5. | Bidang Akumtansi dan Aset Daersh | 4 5 9
Jumlah 15 i 20 a3

Sumber : DUK BPRAD Kabugpeten Pemalang Tahun 2020

Tabel : 1.4
Pegawai BPKAD Kabupaten Pemalang
Berdasarkan Jabatan dan kelas jabatan
Per 31 Desember 2024

BID BID ciinss
o Uraian SERRET | .necar | peraenp | AFUNTAR | o0 an
ARTAT AN AHARAAN Bl & ASBET
DAERAH
1 | Fejahit Strakiaral 4 3 3 ] 3 13
- B Pirabiet Puiigsssonal 1 1
i Prelaksaia kelas jabatan 7 | | | 5 0
4 Felaksana ketas Jubatan & 2 2 f I 1
5 Pelakssna kelas Jobainn 5
& Pelakcmsnn kelas Joboinn 3 1 - - L
| durlah 4] 6 i it a5

Sumber: DUK BPEAL Kabupaten Pemalang 'I'nhu:;_;élfl;:!.-l v

1.2.2. Anggaran

!
Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang
dimilikki olech BPKAD Kabupaten Pemalang. Berikut adalah angparan
vang dimilikki oleh BPKAD Kabupaten Pemalang :
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Tabel 1.5
Perbandingan Anggaran Tahyun 2023 dan Tahun 2024

r__ _ Sumber Tahun Jumlah Anggaran

! o A P
| APBD 2023 Rp.445.201.501.950,00
: APBD _ 2024 Rp.454.344.118.887,00

Sumber : Perubaban APAD Kabupaten Petnalang Tahun 2023 dan 2024

1.3. Dasar Hukum
Laporan Kinerja BPRAD Kabupaten Pemalang ini disusun
berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan  Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Aluntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Ftnduyag‘unﬂa,n Aparatur Nepgara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; -

2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021
entang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah:

- Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

th

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;

7. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2023 tentang
Kedudukun, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang,

1.4. Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

BPFKAD Kabupaten Pemalang tahun 2024 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus

pada aspck strategis organisasi dan permasalahan utama

Laporan Klnerfa Instansi Pemerimah ( LEGIP ) BPEAD Kabupaten Pemalang
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[strategic issued] vang sedang dihadapi.
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Hab ini menguraikan ripgkasan/ikhtiar perjanjian kinerja
tahun yang bersangkutan.
BAB II1 AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Capaian Kinerja Organisasi
Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan
kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan
hasil pengukuran kinerja organisasi,
3.2. Realisasi Anggaran
Realisasi anggaran yang digunakan dan wyang telah
digunakan untuk mewujudkan  kinerja  organisasi
diuratkan sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.
BAB IV PENUTUP
Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian
kinerja organisasi sert# Langkah di masa mendatang vang
akan dilakukan  organisasi untuk  meningkatkan
kinerjanva
LAMPIRAN
1. Renstra BPKAD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026
Fenja BPFKAD Kabupaten Pemalang Tahun 2024
Perubahan Perjanjian Kinerja BPRKAD Kabupaten Pemalang
Tahun 2024
4. Hasil Reviu LKjIP oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten
Pemalang
Hasil Reviu LKjIP oleh Inspektorat Kabupaten Pemalang
Pohon Kinerja BPKAD Kabupaten Pemalang
Cascading Kinerja BF'KJ:&D Kabupaten Pemalang
LHE Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2023
Tindak Lanjut LHE Tahun 2023

W =k
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1.1,

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis IBPHAD Kabupaten Pemalang
Tahun 2021 - 2026

Rencana Strategis ( Renstra | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Pemalang merupakan manifestasi komitmen Badan
Pengelolaan Keuvangan dan Aset Dacrah Kabupaten Pemalang dalam
mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang vang
tertuang  dalam  Hencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pemalang (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Rensira) adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah periode lima tahun. Benstra memuat fujuan, sasaran dan stratepi
bagi penyelenggaraan program  dan  kegiatan di Badan Pengelolaan
keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang yang harus dilaksanakan
secara terpadu, smergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun
2021-2026 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021
lentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang-Tahun
2021-2026,

Mendasari Visi dan Misi Bupati vang telah tertuang dalam RPJMD
Tahun 2021-2026, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Pemalang mendukung Misi vang ke 2 yaitu Mewujudkan
Penyelengizaraan Tata Kelola Pemerintahan yvang baik dan bersih. Dalam
rangka mencapal visi dan misi, ditetapkan tujuan dan sasaran daerah.
Sasaran Daerah membutuhkan dukungan perangkat daerah dalam
pencapalan indikator sasaran daerah tersebut. Berdasarkan hal tersebut,
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang
menetapkan Tujuan, Sasaran ‘l:n-Esr:r[ar Indikator Tujuan dan Indikator

Sasaran sebagaimana tercantum pada tabel berikout
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Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja

Tabel 2.1

BPEAD Kabupaten Pemalang

Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026

 Sumber : Renstra BPRAD Kabupaten Pemalang Tahun 2021 -2006

Indileator Tujuan ) o Target Kinerja pada Taban
Tujuarn Smsurmn Indikator Kinena Satuan =
2021 202 2023 g 2025 2026
1 2 a =} 5 [ T H 9 4] 11
Meningkat |1, Hasil Menmghkatnys 1. Hasil Pengukuran | Bobot Nilal 15 15 13 13 15 1a
bain Pengulumn Transparansl Iescleks Bestsianan
Bualitas indeks | dar Dnkumen
Kirerja Pengelolaan | Akuntabilitas Penpanpearan
Tata Heloks Keuangan Pengelalaan 2. Hasi Penpukuran | Baobot Kilal i 20 ] 20 20 M
Feuangan Daerah (IPRD) | Kewangan dan Indeks Penyverapaen
Ckierah 2. Persentane Aset Doersh Angsaran
Pemanfaatan A, Heasll Pengubiiran Babot Kilai 15 =] 15 15 i5 15
BAID Indeks Kondisi
Keuangan Daerah
4. Persentase Barang Milik “h a0 ) LaL4] 5 i) 70
| Daerah yvang dirmilildd
Peninghatan 1. Indeks Kepuasan Indeks 84,08 84,08 84,00 84 0 52,10 24,140
- Kunlitns Masyvarakat { 1KM ) - s
F-I.‘]H:I:I.'EBEI.I'I 2. Mila: BAKIP | Nilai | Mikms &0, a0 G040 G0, 50 &4, G, 30 .44
Fublils
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Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Pemalang untuk mendubkung salah satu tujuan daerabh yvang
tercantum pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021 - 2026 yaitu
Mewnjudkan Reformasi Birokrasi vang efektl dan Efisien dengan indikator
tujuan daerah Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Pemalang. Sasaran
Dacrah vang didukung oleh Badan Pengelolasn Keuangan dan Asct Dacrah
adalah Meningkatnya Birokrasi vang Akuntabel, dengan Indikator Sasaran
Indeks Kapasitas Fiskal Daerah | TKFD ).

Adapun penyajan Indikator Kinerja Utama BPKAD Kabupaten Peinalang
adalah sebagai berikut :
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Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama BPKAD Kabupaten Pemalang Tahun 2024

diberikan.

Penjelasan
HNa Aufwin/ EAnIRARY Satuan Tar T el
" DN Kinerja EeL Definisl Operasional Formulnei Sumber
- Data
1 2 3 4 s 6 i B
I, | Meéningkatkan | Hasal Indeks Ho [PED terdin danm 6 Dimensl | IPRD = Hasl Penguburan (Dimensi 1+ Dimensl 2 = | Permendagri
Euaalitas | P-rnl:'.ui:uran vaill Drmens 1 [ Kesesuainn | Dimensi 3 ¢ Dimensi 4 4 Dimens: 5 ¢ Dimens 6 Mommoar 19
Kinerja  Tatn | Indedks Dokumen  Perencanaan  dan | Tahun 2020
Kelela | Pengrloiaan Penggopggaran |, Mimens 2| tentang
Kouangan Kewnngan Pengalokasian Anggaran Penguburan
Daesrah Daerwh (1PKD) Belanja dalasm APBD, Dimensi 1PKD
3 | Transparansi Pengelolaan
kKevangan ), Dimensi d |
Penverapan Angparan 1.
Dimenst 5 | Kondisi Keuanngon
Daerah | dan Dimensi & ( Opim
BFK ). Hasil Pengulkoaran IFKD
merupekan jumleh dari hasil
pnglakucan T KA = T i TR
Dimensi  [PRD  pada  tabun
- [ berkenaan
Persentase ] O3 Perbandingan Baring Milik [hata base
Pemanlaatan Diacrah yang telah Jumlah BMD vang sudabh dimanfaaikan x 1009 BMD darn
BMD dimanfantkan dengan Potensi Jumlah BMD vang dapat dimanfaatkan Bidang
Barang Miltk Dasrah vang Akunians
dapat dimanfaatkan, dan Asct
B Drerah
[.I | Peningkatan Ircdebos Indeks H4,00 Merupakan hasil Survey Lapssran
Kwalitas Kepuasan Kepuasan Masvarakat vang Hpsil SEM smir | + Hasil SEM smir @ Hasil Survey
Pelayanan Masvarxkat dilakukan oleh BPKAD setiap 2 Kepiasan
Puhbilik [||-'i'I'.“ semester, atas layanan yang Ma.a.:l.n;;rahn#
di EPEAL
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Penjelnsan

an/ Indikator
No E."’“.,,.., Kinerja Satuan | Target Definisl Operasional Formulasi Sumber
1 2 3 4 5 & L B
1.2 | Meninghatnya | Hasil Nilai 15 - Mengulour kesesuainn Nomenklatur program dan nominol program pada | Permendagri
Lransparumns Fenpukuran Momenldatur progearm dan ELLA PPAS yang sesuai dengan APBD diberi nilai 1, | Momor 19
dan Indeks tuirrinal program paca wvang ridak sesuai dibert niai 0. Salanjutnva dibag | Tahun 2020
akuntabiliias Kesesuaian Dokurnen KUA PPAS dan dengan jumiah program; LCELAlL
pengelolaan Debtimen APBD. Pengukuran
keuangan dan | Penganggaran Hasil Pengukuran Kesesuainn [FED
aset dacrah Nomenklatur Program poda KUA PRAS
dan APBD ¢ Hasil Kesesuaian Nomingl
Program pada KUA PPAR dan APBD X135
2
Hasil T 20 | Merupakan Dimensi ke 4 IPKD. | Realisasi Belanja minimal B0% diberi nilal 1. vang | Permendagr
Pengulkuron Mengulour penverapan kurang darl 802 diberd mikal O, Nomaor |9
Indek= AngEnran per jonis belanjo Tahun 2020
Penverapan pada APRD, Hasil Pengukuran Penverapan Anguaran (Belania tenang
ANEEAIEN Jenis Belunga pada APBD yaity | Operasional = Belanja Modal + Pengukirasn
Belanja (rperasional, Belanja Belana Tidak Terdugs + Belama Transfer | X 20 PR
5 Medal, Belanj Tidek Terduga
dart Belanga Transier 3
Hasil Hilai 13 Mengukur Kondisl Keaangan Hemandirian Keuangan = Total PAD) Tooal Permendagri
Pengitkuran Daarnh yang terdin dan Pendapatan Murmor 19
Indeks Kondist Kemandirisn Ketangan, Fleksibilitos Kevangan = | Total Pendapatan - DAK p | Tahun 2020
Fruangan Fleksibilitas Keuangan, | Towal Kewajiban + Belenja Pegirwai ) tErtang
Daerah Solvahilivas Operasiomnal, Bolvabilitas Operasional = | Toial Pendapatan L - | Pengulkurmn
Pendapaitsn DAK LG / Towml Beban LO TPED

Solvabilitas Jangka Pendek,
Solvahilitas Jangka Parjang
dan Solvabilitas Lavanan,
berdasarkan data keuangan
Pemerintah Kabupsren

Permalang yang lercantum pada

Solvabilites Jangka Pendek = | Kas dan selara kag -
Investasi jungka pendels i fkewsjiban lancer
Solvabililtes jangka Parjang = Total asset

teiap fkewnjihon jangka Panjang

Solvabilites Levenan = Total asset telap/ jumlak
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Penjelasan

T Indikator
o ﬂmn: Kinerja Satuan | Target Definisi Operasional Formulasi H'LI]::;H
1 2 I 4 B & 7 8
LEPD; LRA, LY dar Neraea. perad Lol
[Hasil Pengukuran Kemandirian Keuengan + Hasil
Pengubkuran Fleksibilitas Keuangan + Hasal
Perpukuran Sobvalulitas Operasional + Hasél
Pengubkuran Sobqahilites Jangka Pendek + Hasil
Penpguburan Sobvabilitas Jangka Panjang + Hasil
Penpultaran Solvahilitas Lavanan | X 15
5]
Perseniase “Hu ik Membandingkan jumlah [ratn
Busrnmg Milale barang milile daerab | dalarm Jumlah Tansh vang 1elah bersertifikat X 100% | acrofilot
dacrak yvang hal ini ssct dacrab berupa Jumlah tanah milik vang tercatal pada KIB tanmh dan
chimiliki tanah | yang lekh memilikc tanali nuilik
bubzi kepermnilikkan Pemda dari
dibendinglkan dengan bideng Bidang
tanah milik pemerintah Aluntansi
kabupaten pemalang yang din Asel
Caerah.

dicatar pada Kartw Inventaris
BTELILEE.

Sumber - Keputuzan Kepals BPEAD Nomor @ 954505/ TAHUN 2021 tanggal 15 Desember 2021 tenteng Penctapan [EV BPRAD Kabupaten Pemalang Tahun 202 1-

2024
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2.2. Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan

program yang telah ditetapkan dalam REenstra dan akan dilaksanakan oleh

perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana kinerja tahun

2024 termuat di dalam dokumen renja perangkat daerah tahun 2024, Berikut

rencana kinerja BPKAD Kabupaten Pemalang Tahun 2024 :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2024 BPKAD Kabupaten Pemalang
No = Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Batuan | Target
1 < 3 P4 5 &
Meningkat I
| kan Hasil Pengukuran IPKD mcleks RO
HKualitas
: Kinerja
Taia .
Kelola Persentase Pemanfastan BRMD g a3
Keupngan
|| Daerah s
1.1 Peninghkatan Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks &4,09
Kialitns [ TEM |
Pelavanan |
Publik T "
.2 Meningkatnya | Hasil Pengukuran Indeks Milai 15 |
Lransparnnsl Kesesusian Dokumen
dan Penganggaran
: akuntabilitas _
pengeloloan Hasil Pengukuran Indeks Milal 20
kevangan dan | Penverapan Anggaran
aset daerah _
Hasil Pengulkuran Indeks Nilai 15
kFondizl Kevuangan Dasrah
e g L - T .
Persentase Barang Milik %o [
dacrah vang dimiliki

| — =
Sumber : Pegjanjian Kinerja BPFEAD Kabupalen Pemalang Tahun 2024

Dari tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan

dalam strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran. Strategi terdiri dari

kebijakan-kebijakan dan program-program. Pada Tahun 2024 terdapat 3

Program vwvang dirumuskan untuk mendukung

scbagaimana pada tabel berikut ;

sasaran pada BPKAD
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Tabel 2.4
Sasaran dan Program BEPKAD Kabupaten Pemalang

| Sasaran Program
Meningkatnya L. Program Penunjang Uruasan Pemerintah Daerah
Transparansi dan Kabupaten/Kota
Alkuntabilitas

Pengelolaan 4. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Keuangan dan Aset | 3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | BMD |

Daerah
Sumber o Benslrs BPEAD Kabupaten Pemalang Tahun - 202 1-2023

Ketercapaian program tergantung pada tercapai tidaknya indikator program
vang ditetapkan. Ada pun indikator prograrh Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah tercantum pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Program dan Indikator Program BPKAD Kabupaten Pemalang

. PROGRAM  INDIKATOR PROGRAM

!_Prugra.m Penunjang | 1. Nilai SAKIP BPKAD

| Urusan

| Pemerntahan

| Daerah

| Kabupaten / Kota =

| Program 1. Persentase Penyampaian Raperda APBD sesuai

| Pengelolaan ketentuan

| Keuangan Daerah | 2. Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum
3. Persentase SP2D yang terbit sesuai ketentuan
4

I | 4. Persentase Penyampaian Raperda
|  Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuan
| ketentuan i
‘ 2. Persentase Penyampaian Laporan Keuangan
| Daerah sesuai ketentuan
| Program ‘ Persentase Tertib Administrasi Penatausahaan
| Pengelolaan BMD EMD

Sumber @ Hensirn BPFRAD I':J.ihupulun I'-"Emah.ing Tahun 2021-2020

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya
periu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan
dan  sasaran merupakan  strategi  organisasi.  Strategi  dijabarkan
pelaksanaannya menggunakan kebijakan Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah. Strategi vang sederhana tetapi mudah untuk
dijabarkan dalam kebijakan dan mudah untuk diimplementasikan dalam

pelaksanaan program dan kegiatan, merupakan alat bagi perangkal dacrah

Laporan Kinerfa dnstanst Pemeriniads ( LKGIP | BPRAD Kabupaten Pemalang [
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dalam mencapail tujuan dan sasaran yvang telah ditetapkan. Adapun Strategi

dan Kebijakan BPKAD tercantum pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Strategi dan Kebijakan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang

Strategi Kebijakan
(1. Meningkatkan kualitas dan | 1. Meningkatkan kepatuhan
| akuntabilitas penganggaran, terhadap mandatory spending
penatausahaan,  pelaporan  dan dan mengoptimalkan keselarasan
pertanggungjawaban keuangan dan antara dokumen perencanaan
barang milik daerah. dlan dokumen penganggaran.
2. Menmghkatkan akuntabilitas

pengelolaan Barang Milik Daerah
dengan pengelolaan barang milik

berbasis aplikasi/teknologi
informasi.
3. Penatausahaan Keuangan

Daerah berbasis teknologi
informasi untuk meningkatkan

kualitas, percepatan pelayanan

dan transparansi penatausahaan
keuangan daerah.

4 Pelaksanaan  monitoring dan
évalu;ﬁi penvampaian  laporan
SKPD untuk menjamin kualitas
pelaporan dan akuntabilitas data

pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD.

2. Meningkatkan kompetensi, 1. Pemetaan kebutuhan dan |
integritas dan kapabilitas ASN pada perencanaan kebutuhan sumber
Badan Pengelolaan Keuangan dan daya manusia khususnya untuk

Aset Daerah. Jabalan  fungsional pengelola

Ligporrernt Kinerja Instansi Pemerintah ¢ LKIP ) BPRKAD Kabupaten Pemalang
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Strategi Kebijakan

— S —

barang milik daerah dan jabatan

fungsional  analis  keuan gan
pusat dan daerah.

2. Memberikan kesempatan
(  Bimtek/Diklat/Sosialisasi/Uji
kompetensi ) kepada semua ASN

untuk mengembangkan
kariernya.
3. Meningkatkan transparansi | Mengoptimalkan transparansi data

pengelolaan  keuangan dan  aset | keuangan dan aset daerah melalui
daerah melalui media elektronik Website Pemda, Website BPKAD
serta memprioritaskan kemudahan | dan media publikasi lainnya, agar
akses bagi masyarakat dan | mudah diakses oleh masyarakat.
stakeholder. Transparansi mempermudah
Masyarakat dan pihak lainnya
dalam  melakukan pengawasan
pengelolaan  keuangan dan aset

daerah.

2.3.

Sumber : Benja BPEAD Ksbupaten Pemalang Takbun 124

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen vang berisikan
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi
vang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai
dengan indikator kinerjanya. Melalui F[:d:rjﬁmjiarl kinerja, terwujudiah
komitmen pencrima amanah dan kesepakatan antars penerima dan pemberi
amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan
wewenang serta sumber daya vang tersedia. Dokumen tersebut nllemuar
sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.
Perencanaan kinerja yvang dilakukan eleh instansi akan dapat berguna untuk
menyusun prioritas kegiatan yvang dibiavai dari sumber dana yang terbatas.
Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan
dan mengelola program kegiatan instansi akan lebih baik, schingga

diharapkan tidak ada kegiatan instansi yvang tidak terarah.

Laporean Kinerjo Insiansi Pemerintah ¢ LRGP ) BPKAD Kabupaten Pemalang M)
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Adapun Perjanjian Kinerja Bacdan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Dacrah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja
Badan Pengelolaan Eeuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2024
Tujuan/
Neo 5 “n Indikator Kinerja Batuan Target
1 2 3 4 5
Merninghkat ;
1 kan Runlitas Kisesin Tats _I-Ingﬂ Penguburan [PKD Indeks B0
Kelola Keuangan Daerah Perscntase Pemanfaatan BMD ] o3
1.1 | Peningkatan Kualitas Indeks Kcpuasan Masyarakat Indeks B4.,09
Pelavanan Pulblik { 1EM |
Nilai SAKIP BPKAD Nilai 54,00
1.2 | Meningkatnya transparansgl | Hasil Pengukyran [ndeks | Milai Ia
dan akuntabilitas Kesesuaian Dokumen
pengelolaan kevangan dan | Penganggsran
asel daerah P [TV |
| Hasil Pengukuran indeks Milai 20
Penverapan Anggaran
Hasil Pengulkuran Indeks Nilai 15
Kendisi Keuangan Daerah
Persentase Barang Milik o f5
daerah vang dimiliki

Sumber ! Perubahan Perjanjian Kinerja BFKAD Kabupaten Pemalang Tahun 2024

Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten /Kola

2. Program Pengelolaan Keuangan Dacrah
3. Program Penpgelolaan Barang Milik Daerah

Dalam

rangka pencapaian

Anggaran

Fp

kinerja vyang

Ep.

Ep.

10.896.047 650,00

. 440.828.026.000,00
947 .000.000,00

telah ditetapkan,

dilaksanakan program dan kegiatan sesual dengan perjanjian kinerja dan

selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran {DPA) dan perubahannva.

Berikut rincian program, kegiatan dan sub kegiatan BPKAD Kabupaten
Pemalang berdasarkan perubahan APBD Tahun 2024 ;

A, Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten) Kota;

Program ini didukung 7 Kegiatan dan 28 Sub Kegiatan dengan rincian

sebagai berikut :

Laporan Kinerjo Instans] Pemerintah ( LIJIP ) BPEAD Kabupaten Penalang
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Kegiatan Perencanaan, Pengonggoaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat
¥
Daerah terdiri dan © sub kequatan sebagai berikui :

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkal Daerah
Rp.2.250.000,00 :

2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen REKA SKPD Rp.500.000,00

3) Koordinas: dan Penvusunan Dokumen Perubahan REKA
SKPD Rp.2.250.000,00

4] Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD Rp.2.250.000,00

5] Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD Rp.7.750.000,00

6] Koordinasi dan Penyvusunan Laporan Capaian Kinerja dan [khtisar
Realisasi Kinerja Ep.2.250.000,00

Kegratan Admimistras: Keuangan Perangkat Daerah yang didukung 3 sub

Kegiatan sebagai berikut :

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ﬂ.TSN Rp.6.250.396.000,00

2] Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Rp.41.500.000,00

3) Koordinasi dan Fenyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD Rp.750.000,00 '

Regiatan Administrasi Kepegawaian Perangiat Daerah yang hanya

diduking 1 sub kegiatan sebagai berikut :

1} Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Rp.110.000.000,00

Kegiatan Administrasi Umum Perangiat Daerah yang didukung 7 sub
kegiuatan sebagal berilut

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Rp.50.002.000,00

2} Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp.50.022.958,00

3} Penyvediaan Barang Cetakan dan l;enggandaan Rp.35.615.954,00

4} Penyediaan ~ Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang
undangan Rp.3.000.000,00

3| Fasilitas1 Kunjungan Tamu Rp, 125.628.750,00

6] Penyelenggzaran Rapat  Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Rp.412.425.800,00

7] Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Rp.12.000.000,00
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Kegiatan Pengadaan Barang Milik Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
yarg didukung 3 sub kegiatan sebago berikut ;

1) Pengadaan  Kendaraan Dinas  Operasional atau  Lapangan
Rp.577.204.000,00

2] Pengadaan Mebel Rp.22.000.000,00

3] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp.347.712.625,00

Kequatan Penyediaan Jasa Penunjong Urusan Pemerintah Daerah yang

didulung 4 sub kegiatan sebagai berikut

1] Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp.22,.500.000,00

2) Penyediaan  Jasa  Komunikasi, Sumber Daya  Air  dan
Listrik Rp.450.750.000,00

3] Penvediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp.4.360.000,00

4} Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp.300.934.800,00

Kegatan Pemeliharaan BMD Penurnjamg Urisan Pemenntah Daerah yang

dicduiung 4 sub Regialan sebago berikut ;

1} Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan Rp. 186.850.000,00

2] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp.45.000.000,00

3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Geudng Kantor dan Bangunan Lainnya
Rp .85 065 000 00

4] Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp,17.000.000,00

B. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Ada 5 Kegiatan dan 18 sub kegiatan yang mendukung program ini vaitu ;
Kegiatan Koordinast dan Penyusunan EEFHC'-EIHH Anggaran Daerah
Kematan im merupakan kegiatan tcknis vang dilaksanakan aleh Bidang
Anggaran. Kegiatan ini didukung 4 Sub Kegiatan sebagai berikut :
1] Koordinasi dan Penvusunan KUA dan PPAS Rp.310.000.000,00
2] Koordinasi dan  Penyusunan Perubahan KUA dan  PPAS

Kp.173.000.000,00
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3) koordinasi dan Penyvusunan Peraturan Daerah tentang

APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD EP.EEQ.Q?D-U{]G,E)D

4) Koordinasi dan Penyvusunan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang

Penjabaran Perubahan APBD Rp.437.030.000,00
Kegiatan Koordinast dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
Kepiatan ini merupakan kegiatan teknis vang dilaksanakan oleh Bidang
Perbendaharaan. Kegiatan ini didukung 4 Sub Kegiatan sebagai berilut :
1} Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Rp.330.000.000,00

2] Koordinasi dan Peryusunan Laporan Realisasi
Penerimaan dan Pengeluaran Kas Draerah, Laporan
Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungulan/ Pemotongan
dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga ( PFK ) Rp. 165.000.000,00

3} Penyusunan Petunjuk Tr:kpia Administrasi Keuangan
yang berkaitan dengan Penerimaan dan  Pengeluaran
Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban

Sub Kegiatan Rp.92.000.000,00
4] Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah
Kabupaten /Kota Rp.163.000.000,00
Keguatan Keordinasi dan Pelaksanaan Akuntans: dan Pelaporan Keuangan
Daerah
kKegiatan ini merupakan kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh Bidang
Aluntansi dan Aset Dacrah, Kegiatan ini didukung 5 Sub Kegiatan
sebapai beriloat -

1} Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan
Semesteran Rp. 15.000.000,00 i

2} Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD  dan
Laporan Keuangan Pemda Rp.215.000.000,00

3} Koordinasi dan Penyusunan Raperda rentang
Pertanggungjawahban Pelaksanaan APBD dan
Rancangan Perkada tentang Penjabaran
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Pertangeungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota Rp.303.531.000,00

4) koordinasi, Sinkronisasi dan Penyvelesaian TP/TGR Rp.31.469.000,00

3] Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan
Pelaporan keuangan Pemda Rp.30.000.000,00

Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan i merupakan kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh IE'lrIIEIt'Lg

Perbendaharan. Kegiatan ini didukung 3 Sub Kegiatan sebagai berilcut :

1] Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan
Keuangan Bp.424,.780.464.000,00

2] Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Rp.1.972.500.000,00

3] Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota Rp.14.681.180.000,00

Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi: Pemerintah

Daerah Linghup Keuangan Daerah

Kegiatan i merupakan kegiatan teknis yvang dilaksanakan oleh Bidang

Akuntansi dan Aset Daerah., Kegiatan ini didukung 2 Sub Kegiatan

sebagai berikut ¢

1} Implementasi dan Pemeliharaan Sistemn Informasi
Pemda Bidang Keuangan Daerah Rp. 100.000.000,00

2} Pembinaan  Sistem  Informasi Pemda Bidang  Keuangan
Dacrah Pemenntah Kabupaten/Kota Rp.100.000.000,00

C.Program Pengelolaan Barang Milik Dacrah { BMD )

Kegiatan merupakan kegiatan tcknis vang dilaksanakan oleh Bidang

Akuntansi dan Aset Daerah, Kegiatan ini didukung 1 kegiatan yaitu

kegatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan 5 Sub Kegiatan yaitu

1} Pengamanan BMD Rp.500.000.000,00

2) Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,
Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan
BMD Rp.340.000.000,00 1

3) Penyusunan Laporan BMD Rp.47.000.000,00
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Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi
Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan
sasaran | Perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran ).

Pada tanggal 23 September 2024 dilaksanakan perubahan perjanjian kinerja
BPEAD Kabupaten Pemalang tahun 2024 dikarenakan adanya perubahan
alokasi anpggaran berdasarkan perubahan APBD Tahun 2024, Sehingpa
perjanjian kinerja berubah sebagai benlkut ;

Tabel 2.8
Perubahan Perjanjian Kinerja
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dacrah Kabupaten Pemalang

Tahun 2024
Tujuan/ i i
Mo 5 = Indikator Kinerja Satuan Target
1 2 3 4 5
Maninghat Hasil Pengukuran IPKD Indcks a0l
i, kan Kualitas Kinerja Tata | - =
kelola Keiangan Daerah | Persentase Pemanfaatan BMD o 99,15
1.1 | Peningkatan Kualitas | Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks B4,00
Pelavanan Publik | 1KM )
| Nilai SAKIP BPKAD i Cadial
1.2 | Meningkatnya tranaparansi | Hasil Pengukuran Indeks Nilai 15
dan alkuntabilitas Kesesuaian Dokumen :
pengelolaan keuangan dan | Penganggaran
asct dacrah | agi_ '
Hasil Pengukuran Indeks Nilai 20
| Penyerapan Anggaran
| Hasil Pengukuran Indeks Nilai 15
l Kendisi Keunngan Daerah
Persenlase Barang Milik Ya 65
daerah vang dimiliki |
I |

Sumber ¢ Perubahan |‘I'.‘T,|H|EI!IH._I.'I Hi.l:'u.'1_;||’.1 BFEAD Kabupeien Pemaling Tahun 20024

Program Anggaran

. Program Petunjang Urusan Pemerintahan Daerah Ep. G.167.974 887,00
Kabupaten/Kota ¥

2. Program Pengelolaan Keuangan Dacrah Rp.444. 289 144 000,00

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Rp. 88T .000,000,00
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Secara rinci alokasi angparan BPKAD Kabupaten Pemalang pada penetapan
APED Tahun 2024 dan Perubahan APBD Tahun 2024 dapat dirinci sebagai
berikut :

Tabel 2.9

Alokasi Anggaran BPKAD Kabupaten Pemalang pada Penetapan dan
Perubahan APBD Tahun 2024

TAHUN 2024
No NAMA REEENING
ANGGARAN ANGGARAN
PENETAPAN PERUBAHAN
1 2 a 4
BELANJA 453.671.073,650 | 454.344,118,837
Program Penunjang Urusan 650
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota HAIDE AT FAGLITHERT
P-;r;nmﬂnn., Penganggaran dan
luasi Kinerjz Perangkeat h 17.250.000 17.250,000
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah 2250000 2,250,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen !
|| 3 Koordinasi dan Penvusunan Dokumen 2_250.000 2. 250000
| | Perubahan RKA-SKPD
4 Koordinasi dan Penyvusunan DPA-SKPD 2.250.000 2250000
- Koordinasi dan F‘cn_;.;a;ﬁ-nan Perubahan
-] DPA-SKPD S F.750,000 T.730.000
Koordinasi dan Penvusunan Laporan
£ Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 2.250.000 2.250.000
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Peranghat £.216.168.900 |  6.202.646.000
Daerah
T Penvediaan Gaji dan Tunjangan ASN B.205.418.900 B.250.3905.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan
& Tugas ASN 10000000 4 1.300.0060
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
[ [
% keuangan Akhir Talhun SKPD i 750.000 FIL000
A istrast
iy Repegawalan Perangkat 125.000.000 110.000.000
I
Sosialisasi Peraturan I%runﬂ.ﬁg-
| 10 | undangan 125000, 000 1 10.000. 000
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TAHUN 2024
Ha HAMA REKENING =
ANGGARAN ANGGARAN
PENETAPAN PERUBAHAN
1 2 3 4
Administrasi Umum Perangkat Daeralt S533.628.750 G6E8. 698,462
Penyediaan Komponen Instalasi
i Listrik/ Penerangan Banpunan Kantor [ - 905 N
12 | Penvediaan Bahan Logistik Kantor S0.000.000 50.022.4958
Penyediaan Barang Cetakan dan
I 13 | Pengaandaan 35.000,000 32.615.954
Penyvediaan Bahan Bacaan dan Peraturan s
' | perundang undangan i B
15 Fasilitasi Kunjungan Tamu 115628750 125628, 750
Penyvelenggarman Rapat Koordinasi dan
16 Konsultasi SKPD 245.000.000 412428800
17 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12,000,000 12.000.000
Pengadoan Borang Milik Daerah
Penicniaria T n Pe intak Daeral 960.000.000 946.916.625
PE!'[EEII:I-‘E.EJ'I Kendaraan Dinas Operasional
18 atau Lapangan 67 5. 000000 BT 204 000
|
19 Pengadaan Mebel : TR OO0 M0 22000000
20 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 275,000,000 347712625
Penyediaon Jasa Penunjang Urusan
Pemerintah Dacrah 822.000.000 778.544.800
21 | Penyedinan Jasa Surat Menyurat 25,000,000 22,500,000 |
Penyediaan Jasa Kom unll{E-LEi, Smher
22 Daya A dan Listrik 425,000,000 450, 750000
Penyediann Jasa Peralatan dan |
=3 Perlengkapan Kantor 7,000,000 4,300,000
24 Fenyvediaan Jasa Pelavanan Umum Kantor AES5.000.000 300,934 200 I
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Dacrah 442.000.000 333.219.000
Penyediaan Jasa Pemehbiaman, 15I-1'u3.r.é|
Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan
25 L i
Kendaraan Dinas Operasional atau 175000000 186.850.000
Lapangan
. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
| 26 Lainnya 20000000 45,000,001
Pemeliharaan, Rehabilitasi Gedung Kantor
7
| 2 dan Bangunan Lainnya 10.000.000 83,069.000
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan
28 | Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 17.000.000 17.000.000
Lainnva 1
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HNa

NAMA REKENING

2

TAHUN 2024

ANGGARAN
FENETAPAN

ANGGARAN
PERUBAHAN

)

4

PROGRAM PENGELOLAAN !‘F.E-HA.HM
DAERAH

i Hoordinasi dan Penyusunan R‘m;mrm.
Anggaran Daerah

29

440.828.026.000

444.259.144.000

e

1.378.000.000

1.310.0800.000

| Koordinasi dan Penyuaunan KUA dan
| FPAS

225,000,000

310,000,000

| Koordinas: dan Penyusunan Perubahan
| KUA dan Perubahan PPAS

1858000000

31

| Roordinasi dan Penyusunan Peraturan
| Daerah tentang APBD dan Perkada
| tentang Penjabaran APRD

32

375,000,000

173.000.000

389.970.000

- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBED dan
Perkada tentang Penjabaran Perubahan
APBL

490.000.000

437.030.000 |

KEoordinasi dan Pengelolaan
Perbendaharaoan Daerah

590.000.000

750.000.000

34

Koordinasi dan Pengelolnan Kas Daerah

20y DO

30,000,000

Raordinasi dan Penyusunan Laporan
Fealirasi Penerimaan dan Pengeluaran
Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan
Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan
dan Penyvetoran Perhitungan Fihak Ketiga
| PFFI |

35

1500000040

165,000,000

Pepvusunan Petunjuk Teknis
Administrasi Keuangan vang berkaitan
dengan penerimaan dan Pengeluaran kas
s=ria Penatausahaan dan

a6

Pertanggungjawaban sub kegatan

80.000.000

92,000,000

Pembinaan Penatausahaan Keuangan
Pemerintah Kabupaten / Kota

120000000

163,000,000

Koordinasi dan Pelaksanaan
Akuntanst dan Pelaporan Keuangan
Daerah

37

Lt

545.000.000

S95.000. a0

Koordinasi Penyusunan Laporan
Pertangzungiavwaban Pelaksanaan APBD
Bulanan, Triwulanan dan Semesteran

1 5. 000, 000

L5 000 Ok

Konsalidasi Laporan Keuangan SEPD,
BLUD dan Laporan Keuangon Pemerintah
Daerah

34

165.000.000

215.000.000

Keordinasi dan Penvusunan Rancangan
Peraturan Daeral bentang
Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD

Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perlanggungiawaban
| Pelaksansan APBD Kabwipaten f Kot

Kabupaten |/ Kota dan Rancangan ' !

303.53 1.000

303.531.000
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TAHUN 2024
No HAMA REKENING
ANGGARAN ANGGARAN
PENETAPAN PERUBAHAN
| 2 3 3
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penvelesaian
40 | Tuntutan Perbendabharaan dan Tuntutan 31 469 000 31400, 000
- Kerugian Daerah
Penyusunan Sistem dan Prosedur i |
a1 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 30,0000, D00 30.000.000
Femida
Penunfang Urusan Kewenangan |
Pe tolann Kk n D ! 438.115.026.000 #I.#&fplﬂ.ﬂm
Analisis Perencanann dan Penvaluran
< 1 Bantuan Keuangan 416, 101.276.000 434 TR0 4464, 000
43 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 7.500.000.000 1972 500,000
{ Pengelolagn Dana Bagi Hasil
45 Kabupaten ! Kota 14.513.750.000 14,681 180,000
Pengelolaan Data dan Implementasi
Eistem Informasi Pemerintah Daerah 200.000.000 200,000,000
| Lingkup Keuangan Dagrah |
Implementas dan Pemeliharaan Siatem |
4y [mformaei Pemerintah Dasrsh Bidang 100 GO0, D ECRO_ Q00,000
Keuangan Daerah B
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah
47 Daerah Bidlang Kewangan Daerah . 100 0. (00 [0, D00 000
Pemerintah Kabupaten/Kota J
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH 947.000.000 887.000.000
Pengelolaan Barang Milik daerak S 7L OO0 0D BET. 000,000
48 | Pengamanan Barang Milik Daesah | 500,000,000 S00.000.000
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfastan,
459 | Pemindahtanganan, Pemusnahan dan 00,004, DOD 340.000.000
1 | Penghapusan Barang Milik Daerah
| Penyusunan Laporan Barang Milik .
_5[]_ I_U | 45,000,000 | AT 000,000

Sumber | DFPA BPKAD Kabupaten Pemalang Tahian 2024
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BAE III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntahilitas merupakan salah satu  pilar yang menopang
pemerintahan menuju good governmance sehingga mampu menunjukkan
sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugasnya dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakas. Kerangka Pengukuran kinerja
di Pemerintah Kabupaten Pemalang dilakukan dengan mengacu ketentuan
dalam Peraturan Presiden Nomoer 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

3.1. Capaian Kinerja BPKAD

Perigukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi
capaian kinerja dan target yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian
Kinerja Tahun 2024, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Pengukuran capaian kinerja Tahun 2024
merupakan baman dan penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Tahunan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang tahun
2024

Analisa dilakukan lerutama terhadap capaian kinerja yang
kurang dari target, hal tersebut dilakukan untuk mengidentiikas: faktor
penyebab kurangnya target capaian kinerja. Analisa tersebut akan
digunakan sebagal bahan penetapan  strategl  peningkatan  kinera
fperformance improvement] tahun berikutnya. Capaian kinerja vang tingg
dengan realisasi anggaran vang tidak linggi mengindikasikan adanva
penghematan pelaksanaan kegatan. Begitu pun sebaliknya, apabila
realisasi anggaran tinggi tetapi target kinerjanya tidak tercapai 100% maka
menunjukkan kurang efisiennya pelaksanaan kegiatan. Kegiatan yang
tidak efisien perlu dilakukan evaluasi agar ke depannya dapat berjalan
lebih efektil, capaian kinerjanya lebih tinggi dan penggunaan anggarannya

lebih ehsien.
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3.1.1.5kala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala
pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja

untuk realisasi capaian kinerja sebagal berikut ;

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

=7 91 =100 %

S 76-90%
4, 51-65%

Surher - Pormendasgri Nmooe 806 Teduin 2007

3.1.2.Membandingkan antara target dan realisasi tahun 2024

Hasil Pengukuran atas perjanjian kinerja BPKAD Kabupaten
Pemalang Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut ;

-
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Tabel 3.2

Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Mo :ﬂ“j“"“‘r indikator Kinerja Batukd | Taeget | Baslbues | CoPeisn | Eategorl Remchag Dhn
garan i, "
1 2 3 4 B 6 7 B g
1| Meningkatkan Hasil Pengukuran Indeks Indeks a0 70,1277 | &7.60 p SK Gubernur Mo @00/32 TAHUN 2024 tentang
Rualitas Kinerja Tata | Pengelolaan Keuangan Hasil Pengukuran IPKD Eab/ Eota di Provinsi
kelola Keuangan Draerah (IPKD) Jateng TA 2023
Daerah Persentase Pemanfaatan Yo 99,15 99,13 99,958 3T Data BMD vang disewakan dan data BMD yang
BMD dapat disewakan dari Bidang Akuntansi dan Aset
R Daerah

1.1 | Peningkatan Kualitas | Indeks Kepuasan Indelks B4 05 86,63 103,02 8T Hasil SKM Tahun 2024
Pelavanan Puhblik Masvarakat [TKM)

1.2 | Meningkatnya Hasil Penguluran Indeks Milai 15 6,3277 43,52 SR SK Gubernur Ko %00/ 3% TAHUN 2024 tentang
iransparansi dan Kesesuaian Dokumen Hasil Pengukuran IPKD Kab/Kota di Provinsi
akuntabilitas | Penganggaran Jateng TA 2023
pengelolaan L
keuangan dan aset { Hasil Pengukuran Indeka Milai _, 20 15 75 | a8 ZK Gubernur Mo 900/ 39 TAHUN 2024 tentang
daerah | Penyerapan Anggaran Hasil Penpukuran IPED Kaeb/Kota di Provinsi

I Jateng TA 2023

Hasil Pengukuran Indeks | Milad 12 4,20 26,84 ZR SK Gubernur Mo 900/ 39 TAHUN 2024 tentang

Kondisi Kevangan Daerah Haszil Pengukuran IPKD Kab/Kota 4i Provinsi
Jateng TA 2023

Persentase Barang Milik k- 65 45 53 Th.05 g KIB Tanah dari Bidang Akuntanei dan Asget

dasrah yang dimiliki Dacrah. Jumlah Tanah yvang bersertifikat 911
bidang, Jumlah tanah yang dimilikki Pemda
2,001 hidang.

Sumber : Laporan Capaian Kinerja BFEAD Kabupaten Pemalang Tabun 20243
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Berdasarkan data pada tabel dapat dijelaskan scbagai berikut ;

Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah | IPKD )

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah | IPKD ) dilaksanakan
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Tim Penilai [PKD untuk Pemerintah
Kabupaten/Pemennmtah Kota adalah Tim Provinsi, Sedangkan Tim Penilai [IPKD
untuk Provinsi adalah Tim darn Kemendagri. Hasil Pengukuran IPKD
Kabupaten/Kota ditetapkan dengan 8K Gubernur sesuai dengan klaster
Indeks kapasitas Liskal masing-masing Kabupaten/Kota. Klasterisasi Indeks
kapasitas lskal daerah ( IKFD | ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan
Menteri Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan [ PMK ) Nomor : 65 Tahun
2024 tentang Peta kapasitas Fiskal Daerah, Indeks kapasitas fiskal dacrah
Kabupaten Pemalang Tahun 2024 sebesar 0,746 dengan Kategori sangal
rendah. Walaupun kategon kapasitas fiskal daerah Kabupaten Pemalang
tahun 2023 dan 2024 sama tetapi secara nomnal Rasio Kapasitas Dacrah
kabupaten Pemalang Tahun 2024 lebih rendah dari Rasio Kapasitas Fiskal
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 atau turun sebesar 0,201, Indeks
kapasitas Fiskal Dacrah Kabupaten Pemalang dar tahun 2018 sampai dengan
2024 menunjukkan grafik yang menurun. Hal ini disebabkan adanya
beberapa komponen kapasitas fiskal datm]j yvang belum optimal dicapai oleh

Kabupaten Pemalang.
Rumus penghitungan Indeks Kapasitas Fiskal Dacrah sebagai berikut :

Easio KFD = | PendapatlantPenerimann Pemibiayaan tertentu | — (Pendapatan sammarck +

Ei:'JEI.I'lJu carmark + Pengeluaran Pembiavaan terteniu )

Hitlanpe Pegmwoi

Dari rumus penghitungan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah tersebut
dapat disimpulkan bahwa PAD Kabupaten Pemalang belum optimal schingga
hasil pengurangan dengan pendapatan carmark, belanja earmark dan
pengeluaran  pembiayaan earmark tidak begitu besar. Apalagi  bila
dibandingkan dengan belanja pegawai kabupaten pemalang yang cukup besar
maka akan menambah penurunan IKFD Kabupaten Pemalang. Berdasarkan
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hasil penghitungan oleh Kementnan Keuangan maka Indeks Kapasitas Fiskal
Daerah Kabupaten Pemalang dapat disampaikan sebagai berikut ;

Tabel 3.3
Hasil Pengukuran Indeks Kapasitas Fiskal Daerah | IKFD |
Kabupaten Pemalang Tahun 2018 s/d 2024

Tahun IKFD Kategori Dasar Penetapan
Anggaran | [ Peraturan Menteri Keuangan )
2018 | 1,161 | Tinggi PMK Nomor : 107 /PMK.07 /2018
2019 ;333 Tingm PME Nomor : 126/PME.07 /2019
2020 | 1,330 Tinggi PMK Nomor : 120/PMK.07/2020
| 2021 1,217 Tingz PMK Nomor : 116/PMK.07 /2021
2022 | 0,927 | Sangat Rendah | 'PMK Nomor : 193/PMK.07/2022
| 2023 0,873 | Sangal Rendah PMK Nomor 84 Tahun 2023
2024 0,746 Sangat Rendah PMK Nomor 65 Tahun 2024

Sumber : Perpturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah | IPKD ) berdasarkan pada
Rategorn Kapasitas Fiskal Daerah masing-masing Kabupaten/Kota pada tahun
berkenaan. Pada Tahun 2024, Kabupaten Pemalang masuk kategori kapasitas
lskal dacrah sangat rendah sehingga pengukuran IPKD Kabupaten Pemalang
dikelompokkan dengan kabupaten yang memiliki klaster kapasitas fiskal
daerah sama ( Rendah/sangat rendah ).

Hasil Pengukuran IPKD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur. Adapun hasil penpukuran IPKD kabupaten pemalang dari tahun
2018 sampai dengan 2023 berturut-turut sebagai berikut :

Tabel 3.4
Hasgil Pengukuran IPED Tahun 2018 s/d 2023
Tahun | IPKD | Nilai | Peringkat Interval Peringkat
| Anggaran . N 4
2018 | 68,7411 A Baik | MEAN +{ 1 x Standar Deviasi | < IPKD |
2019 61.0133 B Perlu MEAN - | 1 x Standar Devias ) < [PKD < |
' Perbaikan MEAN + [ 1 x Standar Deviasi ) il
2020 £5.0394 B Perlu MEAN - | 1 x Standar Deviasi ) < [PED =
I ) Perbaikan | MEAN + [ 1 x Standar Deviasi] |
2021 625009 | B Perlu MEAN - | 1 x Standar Deviasi | <= [PKD =
i | Perbaikan |  MEAN + {1 x Standar Deviasi |
2022 657108 B Perlu MEAN = | 1 x Standar Deviasi ) < [PKD =
' ! Perbailean MEAN + [ 1 x Standar Deviasi |
2023 70,1277 | B Perlu MEAN — | 1 x Standar Deviasi | < IPKD = ]
Perbaikan MEAN + { I x Standar Deviasi |

Sumber ; Sistermn Informasi P‘Erlguh:urnn IPED vang dibangun Kementrian Dalam ‘%I'u-.:cu

i
*
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Hasil Pengukuran IPKD dan Tahun 2018 sampal dengan 2023 belum

sesuai dengan target vang ditetapkan yvaitu 80. Tools yang digunakan untuk

mengukur IPKD adalah aplikasi yang dibangun oleh Kementrian Dalam

Negeri. Permerintah Kabupaten,Kota wajib entri data IPKD per dimensi serta

mengupload dokumen pendukung pada aplikasi IPKD. Data yang di entri dan

dokumen yvang di upload oleh Pemerintah Kabupaten/Kota ke sistem IPKD,
diverifikasi cleh Tim Pengukur IPKD dari Provinsi. IPKD terdiri dari 6 Dimensi

yaity :

1.

Dimensi 1 [ Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran ). Pada
dimensi 1, perangkat dacrah yang terhbat adalah BAPPEDA dan BPKAD.
Dimensi ini membandingkan nama program dan nominal program antara
RPRIMD, RKPD, KUA-PPAS dan APBD. Bappeda bertanggungawab pada
data dan dokumen pendukung RPJMD dan RKPD, sedangkan BPRALD
bertanggungiawab pada data dan dokumen pendukung KUA-PPAS dan
APBD. Dimensi 1 menilai konsistensi Pemnda dalam Perencanaan dan
Penganggaran. Tanggungjawab BPRAD atas kesesuaian nama program dan
nominal program antara dokumen KUA-PPAS dan APBD menjadi Indikator
sasaran yang diampu oleh Bidang Anggaran pada BPEKAD Kabupaten
Pemalang.

Hasil Pengukuran pada Dimensi 1 IPKD Kabupaten Pemalang Tahun 2023
sebesar 6,5277 dari target vang ditetapkan sebesar 15.

Dimensi 2 | Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD terkait dengan
Mandatory Spending dan Standar Pelayanan Minimal ). Perangkat Daerah
yang terhbat pada Dimensi 2 adalah Dinas Sosial KBPP, Dinas Kesehatan,
Dinas Pendidikan, DPUTR, Disperkim, BPBD, Satpol PP dan BPKAD.
Dimensi 2 memnilai konsistensi Pemda dalam melaksanakan mandatory
spending terkait penyediaan alokasi anggaran belanja untuk fungsi
Pendidikan mimimal scbhesar 20%, penyvediaan alokasi anggaran belanja
untuk urusan kesehatan mimimal sebesar 10% diluar gaji, penyediaan
alokasi anggaran belanja untuk Infrastruktur sebesar 25% dard
penerimaan dana transfer dan penyediaan alokasi anggaran belanja untuk
memenuhi Standar Pelayanan Minimal { 3PM | sesuail ketentuan peraturan

perundang-undangan. Hasil Pengukuran Dimensi 2 [PKD Kabupaten
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Pemalang tahun 2023 sebesar 19 8276 dari targel vang ditetapkan sebesar
20.
Dimensi 3 | Transparansi Pengelolaan Keuangan Dacrah ). Transparansi
ini terkait dengan ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen pengelolaan
keuangan daerah vang diupload ke website Pernda. Perangkat Daerah yvang
terlibat dalam Dimensi 3 adalah Dinas Komunikasi dan Informatika,
Bagian Perekonomian Setda Kab Pemalang, BAPPFEDA, Inspektorat, Bagian
Pengadaan Barang Jasa Setda Kab Pemalang dan Bagian Organisasi setda
Kabupaten Pemalang. Perangkat Dacrah tersebut  mempunyai
tanggungjawab masing-masing atas 29 dokumen vang diupload ke Website
Pemda yaitu ! i

1. Ringkasan Dokumen RKPD;
Kebijakan Umum Anggaran { KUA );
Ringkasan Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran [ PPAS )
Ringkasan Dokumen REKA SKPD;
Ringkasan Dokumen RKA SKPKD;
Ringkasan Dokumen Raperda tentang APBD,;
Perda tentang APBD;
Perkada tentang Penjabaran APBD;
Ringkasan DPA SKPD
Ringkasan DPA SKPKD;
1l1. Realisas) Pendapatan Daerah;

e L -

=

12, Realisas Belanja Daerah;
13. Realisasi Pernbiayaan Daerah;

14, Ringkasan Dokumen Raperda tentang Perubahan APBD;

k]

15. Perda tentang Perubahan APBD;

1b.  Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD;
17. Ringkasan RKA/DPA Perubahan;

18, Rencana Umum Pengadaan (RUP);

19, SK tenatng Penunjulkkan PPED;

20.  Perkada tentang Kebijjakan Akuntansi;

21. Laporan Arus Kas;

22, LRA-SKPD;

23. LRA-SKPKD;
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24, Neraca;

25, CALK Pemda;

46. Laporan Keuangan BUMD/Perusda;

27, LKjIP Pemda;

28. Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; dan

29, Hasil Opini BPK.

Dimensi 3 menilai ketepatan wakitu penvajian dokumen dan keteraksesan
dokumen pada Website Pemda. Ketepatan waktu penvajian dokumen
mendapat nilai baik { Nilai 1 | apabila dokumen yang dipersyvaratkan
tersedia dan disajikan dalam situs jaringan resmi Pemda paling lambat 30
hari setelah ditetapkan. Sedangkan keteraksesan diberi nilai baik { Nilai 1)
apabila Dokumen vang dipersyvaratkan It'rll_.u:la.h. diakses secara umum dan
terbuka untuk publik. Hasil Pengukuran Dimensi 3 IPKD Kabupaten
Pemalang tahun 2023 sebesar [4,7414 dari target scbesar 15.

. Dimensi 4 [ Penverapan Anggaran Daerah berdasarkan jenis h-r:-.lnnja.]

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas entrian Dimensi 4 adalah
BPFKAD. Dimensi 4 mengukur Penyerapan angpgaran  dengan
membandingkan antara angegaran dan realisasi per jenis belanja.
Penyerapan anggaran diberi nilai baik ( Nilai 1 ) apabila penyerapan
anggaran minimal 0% dari masing-masing jenis belanja yaitu Belanja
Operasional, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.
Dimensi ini dijadikan sebagai Indikator sasaran BPKAD vang diampu oleh
Bidang Perbendaharaan pada BPKAD Kabupaten Pemalang. Hasil
Pengukuran Dimensi 4 IPKD kabupaten Pemalang tahun 2023 sebesar 15
dari target sebesar 20, Hal ini discbabkan penverapan anggaran Belanja
Tidak terduga vang tidak mencapai 80%.

Dimensi 5 ( Kondisi Kevangan Dacrah |

Perangkat Daerah yang bertanggungjawab pada Dimensi 5 adalah BPKAD.
Dimensi 5 mengukur Kondisi Keuangan Daerah yang terdiri dari 6
Komponen yaitu
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a) Kemandirian Keuangan:
Remandirian Keuangan merupakan kondisi pemerintah daerah yang
tidak rentan terhadap sumber pendanaan di luar kendalinya.
kemandinan Keuangan membandingkan Total PAD dengan Total
Pendapatan Daerah,

b) Fleksibilitas keuangan;
Fleksibilitas Keuangan merupakan suatu kondisi Pemda yang dapal
meningkatkan sumber daya keuangan untuk menghadapi peningkatan
komitmen melalui  peningkatan pendapaian atau  peningkatan
kapasitaz wutang ([ debt capacity ). Fleksibilitas Keuangan
membandingkan Total Pendapatan Daerah setelah dikurangi DAK
dengan jumlah Kewajiban dan Belanja Pegawai.

c] Bolvabilitas Operasional;
Solvabilitas Operasional merupakan kemampuan Pemda dalam
menghasilkan pendapatan untuk menutup beban operasional -Pemda
selama Periode Anggaran. Solvabilitas Operasional membandingkan
Hasil Pengurangan Total Pendapatan LO dikurangi Pendapatan DAK
LO selanjutnya dibandingkan dengan Total Beban LO.

d) Solvabilitas Jangka Pendek;
Solvabilitas Jangka Pendek merupakan kemampuan Pemda untuk
memenuhi kewajiban keuangannva vang jatuh tempo dalam waktu
kurang atau sama dengan 1 tabun. Solvabilitas Jangka Pendek
membandingkan penjumlahan Kas dan Setara Kas dengan Investasi
Jangka Pendek dibandingkan dengan Kewajiban Lancar,

e)] Bolvabilitas Jangka Panjang; F
Solvabilitas Jangka Panjang merupakan kemampuan Pemda dalam
memenuhi kewajiban Jangka Panjang (lebih dari | Tahun). Solvabilitas
Jangka Panjang membandingkan Total Asel letap dengan Kewajiban
Janghka Panjang,

[} Bolvahilitas Layanan.
Solvabilitas Layanan merupakan kemampuan Pemda untuk
menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayvanan publik vang

dibutuhkan dan diinginkan olch masyarakat. Solvabilitas Layanan
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membandingkan Total Aset Tetap dengan Jumlah Penduduk

Kabupaten Pemalang pada tahun pengulouran.
Kondisi Keuangan Dacrah menjadi salah satu Indikator Sasaran BPKAD
yang diampu oleh Bidang Akuntansi dan Aset Dacrah. Hasil Pengukuran
Dimensi 5 TPKD Kabupaten Pemalang tahun 2023 scbesar 4,0260 dari
target sebesar 15,

5. Dimensi 6 | Opini BPK atas LKD |

Perangkat Daerah wang bertanggungjawab pada Dimensi 6 adalah
[nspektorat Kabupaten Pemalang terkait dengan Hasil Opini BPK RI atas
Laporan keuangan Daerah Pemkab Pemalang audited. Dimensi 6 menilai
hasil opini BPK Rl selama 3 (tga) tahun terakhir berturut-turut, Pada 3
Tahun terakhir, hasil opini BPK atas LKD Kabupaten Pemalang Tahun
2021, 2022 dan 2023 adalah WTP, WDF dan WTP. Atas kondisi tersebut
maka hasil pengukuran Dimensi 6 IPKD Kabupaten pemalang tahun 2023
sebesar 10,0050 dari target 15,

Pengukuran [PKD merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 19 Tahun 2020, Pengukuran IPKD berlaku untuk semua Pemerintah
Dacrah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Kota di
seluruh Indonesia, Pengukuran IPKD Pemerintah Daerah Provinsi dilakukan
aleh Kementrian Dalam Negeri dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Strategi
dan Kebijakan Dalam Negeri ( BSKDN | pada Kementrian Dalam Negeri,
Sedangkan Pengukuran [PKD Pemerintah Dacrah Kabupaten dan Pemerintah
Kota dilaksanakan oleh Tim Provinsi masing-masing, sesuai wilayahnya.

Hasil Pengukuran [PKD Pemer[nlahiﬁabupaten Pemalang tahun 2023
vang dilaksanakan pada Tahun 2024, hasil, pengukuran IPKD Kabupaten
Pemalang Tahun 2023 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah
Nomor @ $00/39 TAHUN 2024, Adapun hasilnya sebagai berikut :
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Tabel 3.5
Hasil Pengukuran IPKD Kabupaten Pemalang Tahun 2023
vang dilaksanakan pada Tahun 2024

URAIAN TARGET HASIL PENGUKURAN
Dimensi 1 15 6,528
Dimensi 2 _ 20 19,8276
Dimensi 3 15 14,7414
Dimensi 4 20 15,00
Dimenst S | 15 | 4,0260
Dimensi 6 15 10,00
IPKD Kab Pemalang g vl | 701277
Predikat Perlu Perbaikan
Milai B
, Rata-Rala Nasional 71,3182
| Standar Deviasi Nasional 6,5124

Bunnber ¢ Sk Gulssrmnar Jawa Tenpah Komor '.'-"L'ill.'l.-':'li.'fl'l:;:\l'l-l.'lﬁ' Ay

Berdasarkan Hasil Pengukuran IPKD Kabupaten Pemalang Tahun 2023
tersebut dapat dilibat bahwa Dimensi vang realisasinya paling jauh dari target
adalah Dimensi 5, Dimens: & mengukur kondisi keuangan daerah Pemerintah
Kabupaten Pemalang. Dimensi im perlu effort vang lebih besar agar

realisasinya mencapal target yang ditetapkan,

Persentase Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD)

Indikator tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang
kedua adalah Persentase Pemanfaatan BMD dengan targel 99, 15%. Indikator
tjuan ini menghitung berapa besar BMD vang telah dimanfaatkan dengan
sistim sewa, dibandingkan dengan potensi BMD yvang dapat disewakan, Tidak
banyak berbeda dengan Tahun 2023, PadaiTahun 2024 terdapat potensi BMD
yang dapat disewakan sebanyak 343 lokasi. Sedangkan BMD vang telah
disewakan scbanyak 340 lokasi. Sehingga realisasi indikalor tujuan
Persentase Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebesar (340/343 x 100% | =
99,13 %. Data aset dacrah vang disewakan secara rinci lercantum pada tabel
berileut :
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Tabel 3.6

i

DAFTAR POTENSI BARANG MILIK DAERAH YANG DAPAT DISEWAKAN
TAHUN 2024

No.

LOKASI ASET

STATUS SEWA

KETERANGAN

2

3

[

RW.07 DUKUH KANDANG KEBO
KELURAHAN PADURARKSA

RW.07 DUKUH KANDANG KEBO
KELURAHAN PADURAKSA

DISEWAKAN

DISEWAKAN

RW.07 DUKUH KANDANG KEBO
KELURAHAM PﬂDURAK"‘-":A

DISEWAKAN

RW.07 DUKUH KANDANG KEBO
KELURAHAN PADURAKSA

REW.07 DUKUH KANDANG KEBO
KELURAHAN PADURAKSA

DISEWAKAN

DISEWAKAN

RW.07 DUKUH KANDANG KEBO
KELURAHAN PADURAKSA

RW.07 DUKUH KANDANG KEBO
KELURAHAN PADURAKSA

DISEWAEKAN

DISEWAKAN

DI SEBELAH BARAT LAPANGAN
PAGARAN (JL. Lakda Yos Sudarso)
KEL. PELUTAN PEMALANG

DISEWAKAN

B "-EEEELAH BARAT LAPANGAN
PAGARAN (JL. Lakda Yos Sudarso)
KEL, PELUTAN PEMALANG

DISEWAKAN

10

DI SEBELAH BARAT LAPANGAN
PAGARAN (JL. Lakda Yos Sudarso)
KEL. PELUTAN PEMALANG

11

s T

DI SEBELAH BARAT LAPANGAN
PAGARAN (JL. Lakda Yos Sudarso)
KEL. PELUTAN PEMALANG

DISEWAKAN

DISEWAKAN

DI SEBELAH BARAT LAFANGAN
PAGARAN (JL. Lakda Yos Sudarso)
KEL. PELUTAN PEMALANG

13

s

DISEWAKAN

DI SEBELAH BARAT LAPANGAN
PAGARAN (JL. Lakda Yos Sudarso)
KEL. PELUTAN PI:.MAL&NG

14

DISEWAKAN

DI SEBELAH BARAT LAPANGAN
PAGARAN (JL. Lakda Yos Sudarsaq)

 KEL. PELUTAN PEMALANG

DISEWAKAN

DI SEBELAH BARAT LAPANGAN

PAGARAN (JL. Lakda Yos Sudarso)

KEL. PELUTAN PEMALANG

DI SEBELAH BARAT LAPANGAN
PAGARAN (JL. Lakda Yos Sudarsa)
KEL. PELUTAN PEMALANG

DISEWAKAN

DISEWAKAN
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KELURAHAN PELUTAN PEMALANG

No. LOKASI ASET STATUS SEWA | KETERANGAN
1 8 3 4
17 | D SEBELAH BARAT LAPANGAN

PAGARAN (JL. Lakda Yos Sudarso) DISEWAKAN
| KEL. PELUTAN PEMALANG
18 Dl E'JE-BELPLH BAEAT LAPANGAN
PAGARAN (JL. Lakda Yos Sudarso) DISEWAKAN
KEL. PELUTAN PEMALANG
19 | DI SEBELAH BARAT LAPANGAN
PAGARAN [JL. Lakda Yos Sudarso) DISEWAKAN
KEL. PELUTAN PEMALANG
20 | DI SEBELAH BARAT LAPANGAN
PAGARAN (JL. Lakda Yos Sudarso) DISEWAKAN
L, KLL F‘I:.L-UTPLN PEMALANG
21 | DI SEBELAH BARAT LAPANGAN
| PAGARAN (JL. Lakda Yos Sudarso) DISEWAKAN
| KEL. PELUTAN PEMALANG
2 | DI SEBELAH BARAT LHPHNL:."‘LN
| PAGARAN (JL. Lakda Yos Budarso) DISEWARKAN
_______ KEL. PELUTAN PEMALANG
23 | DI JL. URIP SUMOHARJO
KELURAHAN PELUTAN PEMALANG | DISEWAKAN
24 | DI JL. URIP SUMOHARIO 5 ’
KELURAHAN PELUTAN PEMALANG | DISEWAKAN
25 | DI JL. URIP SUMOHARJO
| KELURAHAN PELUTAN PEMALANG | DISEWAKAN
26 | DI.JL. URIP SUMOHARJO ]
| KELURAHAN PELUTAN PEMALANG | DISEWAKAN
27 | DI JL, URIP SUMOHAR.JO B
KELURAHAN PELUTAN PEMALANG | DISEWAKAN
28 | D1 .JL. URIP SUMOHARJO
KELURAHAN PELUTAN PEMALANG | PISEWAKAN
29 | DI JL. URIP SUMOHARJIO i
| KELURAHAN PELUTAN PEMALANG | DISEWAKAN
30 | DI JL. URIP SUMOHARIO
KELURAHAN PELUTAN PEMALANG | PISEWAKAN
31 | DI JL. URIP SUMOHARJO
KELURAHAN PELUTAN PEMALANG { PISEWAKAN
| 32 | Jl Unp sumoharjo RET 001 Rw 008
Kel Pelutan / Stor sewa tanah di jl
urip sumoharjo kel pelutan periode DISEWARAN
| bln mei 2021 sd bin april 2023

33 | DIJL. URIP SUMOHAR.JO
| KELURAHAN PELUTAN PEMALANG | DISEWAKAN
34 | Dl JL. URIP SUMOHARJO

KELURAHAN PELUTAN PEMALANG | PISEWAKAN

35 | D1 JL. URIP SUMOHARJO '

DISEWAKAN
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No.

LOKASI ASET

STATUS SEWA

KETERANGAN

[

36

2

3

o JL. URIP SUMOHARJO
KELURAHAN PELUTAN PEMALANG

DISEWAKAN

M JL. URIP SUMOHARJO
KELURAHAN PELUTAN PEMALANG

DI JL, URIF SUMOHARJO
KELURAHAN PELUTAN PEMALANG

DISEWAEKAN

DISEWAKAN

DI JL. URIP SUMOHARJO
KELURAHAN PELUTAN PEMALANG

DISEWAKAN

Dl JL. URIP SUMOHARJO
KELURAHAN PELUTAN PEMALANG

43

DI JL. URIP SUMOHARJO
KELURAHAN PELUTAN PEMALANG

DISEWAKAN

DISEWAKAN

DI JL, URIP SUMOHAR.JO
KELURAHAN PELUTAN PEMALANG ;

DISEWAKAN

43

Dl JL. URIP SUMOHARJO
KELURAHAN PELUTAN PEMALANG

44

DISEWARKAN

Sewa tanah di Blok Capit Urang
Mulyoharjo Periode Agustus 2022 sd
Juni 2024

45

SEWA DI BLOK CAPIT URANG
KELURAHAN MULYOHAR.IO

146

a7

DISEWAKAN

DISEWAKAN

SEWA DI BLOK CAPIT URANG
KELURAHAN MULYOHAR.IO

N L

DISEWAKAN

J1 Tangkub&n Perahu Rt 007 !/ Rw

004 / Sewa tanah di Blok Capit
Urang Mulvoharo Periode Agustus
2023 sd Juni 2024

DISEWAKAN

45

49

Jl Tangkuban Perahu Rt 007 / Rw
004 / Sewa tanah di Blok Capit
Urang Mulyoharjo Periode Agustus
2022 sd Juni 2024

DISEWAKAN

004 / Sewa tanah di Blok Capit
Urang Mulyoharjo Periode Agustus
2022 sd Juni 2024

J| Tangkuban Perahu Rt D07 / Rw A

DISEWAKAN

Jl Tangkuban Perahu Rt 006 / Rw
005 / Sewa tanah di Blok Capit
Urang Mulyoharjo Periode Agustus
2022 sd Juni 2024

DISEWAKAN

Jl Tangkuban Perahu Rt 007 / Rw
| 004 [/ Sewa tanah di Blok Capit
Urang Mulyoharjo Periode Apustus
2022 sd Juni 2024

DISEWAEKAN

Rt 007 / Rw 004 Kelurahan
Mulvoharjo [ sewa tanah diblolk
capit urang mulyoharjo periode
agustus 2022 =d juli 2024

DISEWAKAN
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No.

LOKASI ASET

STATUS SEWA

KETERANGAN

2

23

54

SEWA DI BLOK CAPIT URANG
KELURAHAN MULYOHARJO

3

DISEWAKAN

Jl Tangkuban Perahu Rt 007 / Rw
004 / Sews tanah di Blok Capit
Urang Mulyvoharjo Periode Agustus
2022 ed Juni 2024

=1}

Jl Tanghkuban Perahu RL 006 / Rw
005 / SBewa tanah di Blok Capil
Urang Mulyoharjo Periode Agustus
2022 sd Juni 2024

DISEWAKAN

DISEWAKAN

36

JI Agung dalam rt 006 / rw 005 [
Sewa tanah di Blok Capit Urang
Mulyoharjo Periode Agustus 2022 sd
Juni 2034

=¥

DISEWAKAN

Jl Tangkuban Perahu Bt 006 / Rw
005 / Sewa tanah di Blok Capit
Urang Mulycharjo Periode Agustus
2022 sd Juni 2024

58

Mulyoharjo rt 006 / rw 005 Kel
Mulyoharjo / Sewa tanah di Blok
Capit Urang Mulyoharjo Periode
Agustus 2022 sd Juni 2024

29

Jl Tangkuban Perahu Rt 007 / Rw
004 / Sewsa tanah di Blok Capit
Urang Mulyoharjo Periode Agustus
2022 sd Juni 2024

=th

DISEWAKAN

DISEWAKAN

DISEWAEKAN

SEWA DI BLOK CAPIT URANG
I{ELUEJ’LH.PLN MUL‘I"EHHE‘JG

=3

DISEWAKAN

Rt 007 .n" Rw 004 Kelurahan
Mulvoharjo / sewa tanah diblok
capit urang mulycharjo periode
agustus 20322 sd juh 2024

62

SEWA DI BLOK CAPIT URANG

| KELURAHAN MULYOHARJO

o e

DISEWAKAN

DISEWAKAN

63 | Jl Tangkuban Perahu Rt 007 / Rw

004 / Sewa tanah di Blok Capit
Urang Mulyoharjo Periode Agustus
2022 sd Juni 2024

B4

004 / Sewa tanah di Blok Capit
Urang Mulyoharjo Periode Agustus
2022 sd Juni 2024

| JI Tangkuban Perahu Rt 007 / Rw |

DISEWAKAN

DISEWAKAN

[ 65

Sewa Menyewa tanah milik pemkab
pemalang depan lapangan
mulyocharjo kelurahan mulyvoharjo

DISEWAKAN
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LOKASI ASET

STATUS SEWA | KETERANGAN

2

3

Sewa Menyewa tanah milik pemkab
pemalang depan lapangan
mulyoharjo kelurahan mulvohano

DISEWAKAN

Sewa Menvewa tanah milik pemkab
pemalang depan lapangan
mulyoharjo kelurahan mulycharjo

DISEWARKAN

Sewa Menyewa tanah milik pemkab
pemalang depan lapangan
mulyvoharjo kelurahan mulycharjo

DISEWAKAN

(3]

Sewa Menvewa tanah milik pemkab
pemalang depan lapangan
mulyoharjo kelurahan mulycharne

DISEWAKAN

70

Sewa Menyvews tanah milik pemkab
pemalang depan lapangan
mulyoharjo kelurahan mulyoharjo

DISEWAKAN

71

Sewa Menyewa tanah milik pemkab
pemalang depan lapangan
mulyoharjo kelurahan mulyoharjo

DISEWAKAN

T2

73

Sewa Menvewa tanah milik pemkab
pemalang depan lapangan
~mulyoharjo kelurahan mulyoharjo

—————

DISEWAKAN

‘Sewa Menyewa tanah milik pembkab
pemalang depan lapangan
mulyoharjo kelurahan mulyoharjo

74

Sewa Menyewa tanah milik pemkab

pemalang depan lapangan
mulyoharjo kelurahan mul‘g.rl:rhar_lﬂ

o

DISEWAKAN

DISEWAKAN

Sewa Menyewa tanah milik pemkab
pemalang depan lapangan
mulyoharjo kelurahan mulyoharjo

TH

DISEWAKAN

Sewa Menyews tanah milik pemkab
pemalang depan lapangan
mul}'ﬂh:a;‘jﬂ kelurahan mulyoharjo

T

DISEWAKAN

Sewa Menyewa tanah milik pemkab
pemalang depan lapangan
mulyoharjo kelurahan mulj,'nhar_[u

S

T8

DISEWAKAN

Sewa Menyewa tanah milik pemkab
pemalang depan lapangan
mulyoharjo kelurahan mulycharjo

DISEWAKAN

Sewa Menyewa tanah milik pemkab
pemalang depan lapangan
mulyoharjo kelurahan mulyoharjo

DISEWAKAN

| 80

Sewa Menyewa tanah milik pemkab

pemalang depan lapangan
mulyocharjo kelurahan mulyoharjo

DISEWAKAN
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Laporan Kinerja Instansi Pemeriniah ( LRGP ) BPEAD Kabupaten Pemalang
Tatun 2024

' No. LOKASI ASET STATUS SEWA KETERANGAN
1 2 3 4
81 | Sewa Menyewa tanah milik pemkab |
pemalang depan lapangan DISEWAKAN
| mulyoharjo kelurahan mulyoharjo
82 | Sewa Menyewa tanah milik pemkab ]
| pemalang depan lapangan DISEWAKAN
- mulyoharjo kelurahan mulyoharjo
83 | Sewa Menyewa tanah milik pemkab
pemalang depan lapangan DISEWAKAN
mulyoharjo kelurahan mulyoharjo
84 | Sewa Menyewa tanah milik pemkab
pemalang depan lapangan DISEWAKAN
l':l‘l_'l.-l_l}"l}hﬂljﬂ_ }-i:-l:lurahﬂ.n mulyoharjo
85 | Sewa Menvewa tanah milik pemkab
pemalang depan lapangan DISEWAKAN
mulj.-'ﬂha.ljﬂ kelurahan mulyoharjo
86  Sewa Menyewa tanah milik pemkab
pemalang depan lapangan DISEWAKAN
mulycharjo kelurahan mulyoharjo
87 | Sewa Menyewa tanah milik ]:u:mlmh i N
pemalang depan lapangan DISEWAKAN
mulycharjo kelurahan mulyoharjo
B8 | Sewa Menyewa tanah miﬁ:“]:ucmkﬂh
pemalang depan lapangan DISEWAKAN
mulyoharjo kelurahan mulyoharjo
89 | Scwa Menyewa tanah milik pemkab
pemalang depan lapangan DISEWAKAN
mulyoharo kelurahan mulyoharjo
90 | Sewa Menyewa tanah milik pemkab ==
pemalang depan lapangan DISEWAKAN
. mulyocharjo kelurahan mulyoharjo
| 91 | Sewa Menyewa tanah milik pemkab
pemalang depan lapangan DISEWAKAN
mulycoharjo ktlurﬂhan mulycharjo
92 | Kelurahan Mul}’ﬂhﬂl’jﬂ DISEWAKAN
93 | Kelurahan Pelutan  DISEWAKAN
94 | Kelurahan Kebondalem . DISEWAKAN
95 | Kelurahan Sugihwaras DISEWARKAN
96 | Kelurahan Beji DISEWAKAN
97 | Kelurahan Petarukan DISEWAKAN
98 | Kelurahan Purwoharjo DISEWAKAN
99 | Kelurahan Bojongbata | DISEWAKAN
100 | Kelurahan Wanarejan Selatan DISEWAKAN
101 | Kelurahan Mulyoharjo 001 | DISEWAKAN
102 | Kelurahan Mulyoharjo 002 DISEWAKAN




No. LOKASI ASET STATUS SEWA | KETERANGAN
1 2 3 4
103 | Kelurahan Mulyoharjo 003 DISEWAKAN
104 | Kelurahan Mulyoharjo 004 B | DISEWAKAN
105 | Kelurahan Mulyoharjo 005 | DISEWAKAN
106 | Kelurahan Mulycharjo 006 DISEWAKAN
107 | Kelurahan Mulyoharjo 007 DISEWAKAN
108 | Kelurahan Mulyoharjo 008 DISEWAKAN
109 | Kelurahan Mulycharjo 009 DISEWAKAN
110 | Kelurahan Mulyoharjo 010 DISEWAKAN
111 | Kelurahan Beji 02 DISEWAKAN -
112 KEiUrElh-Hn Hl::]l UE DISEWARKAN
113 | Kelurahan Beji 01 DISEWAKAN
‘114 | Kelurahan Kebondalem 01 DISEWAKAN
115 | Kelurahan Kebondalem 02 DISEWAKAN
116 | Kelurahan KE'bﬂﬂdﬂlEm 03 DISEWAKAN
117 | Kelurahan Wanarejan Selatan 01 DISEWAKAN
118 | Kelurahan Wanarﬂjﬂn Selatan 02 DISEWAKAN i
119 | Kelurahan Wanarejan Selatan 03 DISEWAKAN
120 | Kelurahan Pelutan 01 DISEWAKAN
121 | Kelurahan Pelutan 02 | DISEWAKAN
122 | Kelurahan Pelutan 03 DISEWAKAN
123 | Kelurahan Pelutan 05 DISEWAKAN
124 | Kelurahan Pelutan 07 DISEWAKAN
125 | Taman Pemalang 002 DISEWAKAN
126 | Wanarejan Selatan 002 DISEWAKAN
127 | Wanarejan Utara 001 DISEWAKAN
128 | Wanarejan Utara 002 DISEWAKAN
129 | Kabunan 002 DISEWAKAN
130 | Wanarcjan Sclatan 003 DISEWP.K&N
131 | J1 Kemuning no 39 Kelurahan '
Mubruharjo / Sewa tanah di DISEWAKAN
Terminal Belik, An. Irfan
132 | Direktur Utaman Perusahaan
Umum Daerah Air Minum Tirta
Mulia / Pembayaran sewa PDAM BISEWARAN
Blok Sibanteng selama 3 tahun
123 | J1 Jendral Sudirman No 78 ;!
Kecamatan Pemalang / Sewa tanah
di halaman puskesmas rowosari DISEWAKAN
kee. Ulyjami periode maret 2022 sd
marct 2025 3 tahun .
134 | Rt 05 Rw 06 Widuri Asri Pemalang /
stor sewa kios (30kios) yang terletak DISEWAKAN

dikawasan objek wisata widuri
| gelama 10 hari

Laparan Kiverja Instansi Pemeriarahi { LEGTP ) BPRAD Kabupaten Pemal

drg

Tahun 2024




No.

LOKASI ASET

STATUS SEWA

KETERANGAN

2

3

135

Desa Purwosari Bt 02 Rw 03 Comal
f 8tor kios dishub terminal comal
selama | tahun

DISEWAKAN

136

Kelurahan Purwoharjo Rt 09 Rw 04 ;
Comal / Stor kios dishub terminal
comal selama 1 tahun

DISEWAKAN

137

Ds Gumawang Fi 12 Rw 04
Wiradesa / Stor kios dishub
terminal comal selama 1 tahun

DISEWAKAN

138

Balutan Rt 08 Rw 04 Purwoha I
Comal [ Stor kios dishub terminal
comal selama 1 tghun

DISEWAKAN

139

140

Ds Gumawang Rt 12 Rw 04 |
Wiradesa / Stor kios dishub
terminal comal selama 1 tahun

A

DISEWAKAN

Dusun Kawedenan Desa Rowosari

Rt 05 Rw 06 Ulujami / Stor kios
dishub terminal comal selama 1
tahun .

DISEWAKAN

141

Sukorejo Rt 02 Rw 01 Ulujami /
Stor kios dishub terminal comal I
selama 1 tahun

142

DISEWAKAN

Dusun Slastri Rt 16 Rw 03 Ci_um-:l],l" 5|
Stor kios dishub terminal comal
selama 1 tahun

143

DISEWAKAN

Dusun 4 Rowosari Rt 02 Rw 09
Comal / Stor kios dishub terminal
comal selama | tahun

144

DISEWAKAN

Dusun Situnggal sikayu Rt 03 Rw
01 Sikayu Comal / Stor kios dishub
terminal comal selama 1 tahun

DISEWAKAN

Dusun 4 Purwosari Rt 02 Rw 09
Comal / Stor kios dishub terminal
comal sclama | tahun

DISEWAKAN

Desa Sidorejo Rt 04 Rw 05 Comal /
Stor kios dishub terminal comal
selama 1 tahun

147

DISEWAKAN

Desa Pendowo Rt 05 Rw 04 Bodeh /
sStor kios dishub terminal comal
selama 1 tahun

148

DISEWAKAN

Desa Purwoha rjn Rt 08 Rw 04 Comal
[ Stor kios dishub terminal comal 7
selama 1 tahun

149

DISEWARKAN

Desa Purwoharjo Rt 08 Rw 04 Comal
{ Stor kios dishub terminal comal
selama | tahun

DISEWARKAN

150

Desa Pesandangan Rt 01 Rw 07
Upunggede [/ Stor kios dishub

DISEWAKAN

Laparan KNinerja nstansi Pemerintal ¢ LKGIP | BPKAD Kabupeaten Pemalang
Letrion 2024




LOKASI ASET

[ STATUS SEWA

KETERANGAN

2

terminal comal selama 1 tahun

Dusun Balutan Bt 10 Rw 04
Purwosan [ Stor kios dishub
terminal comal selama 1 tahun

152

Dusun Balutan Comal / Stor kios T

dishub terminal comal selama |
tahun

153

DISEWAKAN

DISEWAKAN

Dusun Balutan Rt 08 Rw 04
Purwoharjo Comal / Stor kios
dishub terminal comal selama 1
tahun

154

DISEWAKAN

Dusun Purwoharjo Rt 01 Rw 04
Comal / Stor kios dishub terminal
comal selama 1 tahun

155

DISEWAKAN

Desa Kauman Rt 04 Rw 01 Comal |
Stor kios dishub terminal comal
selama 1 tahun

156

DISEWARKAN

Dusun Balutan Rt 08 Rw 04
Purwoharjo Comal / Stor kios
dishub terminal comal selama 1
tahun

DISEWAKAN

157

S —

158

Dusun Balutan Rt OB Rw 04
Purwoharjo Comal [ Stor kios
dishub terminal comal selama 1
tahun

DISEWAKAN

Dusun Balutan Rt 08 Rw 04

| Purwoharjo Comal [/ Stor kios

dishub terminal comal selama 1
tahun

159

DISEWAKAN

Desa Padek RT 12 RW 04 Ulujami /
Stor kios dishub terminal comal
selama 1 tahun

160

DISEWAKAN

Kelurahan Purwoharjo Comal / Stor
kins dishub terminal comal selama 1
tahun

161

DISEWAKAN

Desa Purwoharjo Rt 04 Rw 04 Comal
[ Stor kios dishub terminal comal
selama 1 tahun

162

DISEWARKAN

Dusun Pecangakan Rt02 Rw 05
Comal / Stor kios dishub terminal

comal selama 1 tahun

DISEWAKAN

163

Dusun Pecangakan Rt 08 Rw 03
Comal / Stor kios dishub terminal
comal selama 1 tahun

164

i

DISEWAKAN

Dusun Balutan Rt 08 Rw 04
Purwoharjo Comal / Stor kios
dishub terminal comal sclama 1

DISEWAEKAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintak ¢ LGP ) BPEKAD Kabupeaten FEH;r'fm,g

Teriin 2024




LOKASI ASET

STATUS SEWA

HKETERANGAN

tahun

KEL PURWOHARJIO [ Stor kios
dishub terminal comal selama 1
E_ahun

DISEWAKAN

‘Stor lahan di Jl Tangkuban Perahu
Rt 003 Rw 00T Kel Mulyoharjo.

1

DISEWAKAN

Stor lahan i Jl Tangkuban Perahu
Rt 003 Rw 007 Kel Mulvoharjo.

168

DISEWAKAN

Sewa Tanah dan Bangunan Rumah
Dinas diJl Mandala 1 no 3 Kec
Mulyoharjo..

169

Sewa Tanah Milik Pemerintah Kab
Pemalang di Jalan Tangkuban Prau
Kel Mulyoharjo Kec Pemalang.

170

DISEWAKAN

DISEWAKAN

yang terletak di Desa Banjaranyar
Kee Randudongkal Milik Pemerintah
Kab Pemalang Periode Mei 2022 sd
Mei 2023

DISEWAKAN

171

172

Eks Bioskop Sri Indra Mulyoharjo /
Sewa menyewa tanah milik
pemerintah kab. Pemalang di Eks
Bioskop Sri Indah Kab Pemalang
Periode Nov 2021 sd Oktober 2023

DISEWAKAN

RL 01 Rw 03 Mejagong
Randudongkal [ Sewa Petak Kios di
Sub Terminal Randudonglkal

173

Rt 31 Rw 04 Kel Randudongkal /
Sewa Petak Kios di Sub Terminal

174

Randudongkal

DISEWAKAN

DISEWAKAN

Rt 36 Rw 04 Kel Randudongkal |
Sewa Petak Kios di Sub Terminal
Randudongkal

173

Rt 41 Rw 05 Kel Randudongkal [
Sewa Petak Kios di Sub Terminal

176

=t L LT

DISEWAKAN

DISEWAKAN

Hi 31 Rw 04 Kel Randudongkal [
Sewa Petak Kios di Sub Terminal
Randudongkal

177

DISEWAKAN

Rt 003 Rw 003 Sikasur Belik Dk
Sodong / Sewa Petak Kios di Sub
Terminal Randudongkal

DISEWAKAN

178

Rt 003 Rw 003 Sikasur Belik Dk
Sodong / Sewa Petak Kios di Sub
Terminal Randudongkal

DISEWAKAN

Tatwn 2024
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No.

LOKASI ASET

STATUS SEWA

KETERANGAN

2

179

Rt 003 Rw 003 Sikasur Belik Dk
Sodong / Sewa Petak Kios di Sub
Terminal Randudongkal

1580

Ft 01 Rw 04 Kedungbanteng
Banyumas / Sewa Petak Kios di Sub
Terminal Randudongkal

DISEWAEKAN

DISEWAKAN

181

182

Rt 01 Rw 04 Kedunghanteng
Banyumas / Sewa Petak Kios di Sub
Terminal Randudongkal

i

DISEWAKAN

Et 11 Rw 03 Karangmoncol Kec
Randudongkal / Sewa Petak Kios di
Sub Terminal Randudongkal

183

DISEWARKAN

Rt 31 Rw D4 Kel Randudongkal/
Sewa Petak Kios di Sub Terminal
Randudongkal

DISEWARKAN

Rt 55 Rw 03 Kel Randudongkal /
Sewa Petak Kios di Sub Terminal
Randudongkal

185

186

Rt 04 Rw 03 Pegiringan
Bantarbolang [/ Sewa Petak Kios di
Sub Terminal Randudongkal

DISEWAKAN

DISEWARKAN

Rt 05 Rw 03 Kelurahan Rowokembu
Pekalongan / Sewa Petak Kios di
Sub Terminal Randudongkal

187

DISEWAKAN

ET 01 RW 02 KEL PECANGAKAN /
Sewa Petak Kios di Sub Terminal
| Grosir Comal

188

189

190

DISEWAKAN

| KEL. PAMUTIH KEC. ULUJAMI /
Sewa Petak Kios di Sub Terminal
Grosir Comal

i

DISEWAKAN

[H- REDUNGA‘EAR] KEC,
AMPELGADING / Sewa Petak Kios
di Sub Terminal Grosir Comal
KEL. PECANGAKAN KEC. EﬁM.ﬂL,ﬂ'
Sewa Petak Kios di Sub Terminal
Grosir Comal

DISEWAKAN

DISEWARKAN

191

KEL. KAYU PUTIH KEC,
PULOGADUNG / Sewa Petak Kios di
| Sub Terminal Grosir Comal

DISEWAKAN

KEL. ROWOSARI KEC. ULUJAMI /
Sewa Petak Kios di Sub Terminal
Grosir Comal

193

DISEWAKAN

| KEL. KRAWINGAN KEC. BODEH /
| Sewa Petak Kios di Sub Terminal
Grosir CG_I:IH_'E“EL]

DISEWAKAN

154

KEL. LOWA KEC.COMAL / Sewa
Petak Kios di Sub Terminal Grosir

| Comal

DISEWAKAN

Tahur 2024
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LOKASI ASET

STATUS SEWA

KETERANGAN

2

3

DS, KAUMAN KEC.COMAL [ Sewa
Petak Kios di Sub Terminal Grosir
Comal

DISEWAKAN

KEL. SAMBOREJO KEC. TIRTO |
Hewa Petak Kios di Sub Terminal
Grosir Comal

' 198

DS, WIYOROWETAN KEC. ULUJAMI
{ Bewa Petak Kios di Sub Terminal
Grosir Comal

DISEWAKAN

DISEWAKAN

KEL. ROWOSARI KEC. ULUJAM]I /
Sewa Petak Kios di Sub Terminal
Grosir Comal

| 199

DISEWAERKAN

D&, ROWOSARI KEC, ULUJAMI /
Sewa Petak Kios di Sub Terminal
Crensir Comal

200

Sewa Petak Kios di Sub Terminal
Grosir Comal

201

KEL. ROWOSARI KEC. ULUJAMI /

DISEWAKAN

DISEWAKAN

KEL. LIMBANGAN KEC. ULUJAMI /
Sewa Petak Kios di Sub Terminal
Grosir Comal

202

KEL. LIMBANGAN KEC. ULUJAMI |
Sewa Petak Kios di Sub Terminal
Grosir Comal

DISEWAKAN

DISEWAKAN

203

DS, ROWOSARI KEC. ULUJAMI /
| Sewa Petak Kios di Sub Terminal
Grosir Comal

DISEWAKAN

KEL. SIDOREJQ KEC.COMAL /
Sewa Petak Kios di Sub Terminal
Grosir Comal

Sewa Petak Kios di Sub Terminal
Grrosir Comal

206

207

| KEL. SAMBOREJO KEC. TIRTO [

DISEWARKAN

DISEWAKAN

KEL. ROWOSARI KEC, ULUJAMI /
Sewn Petak Kios di Sub Terminal
Grosir Comal

DISEWAKAN

KEL. ROWOSAR] KEC. ULUJAMI i
| Sewa Petak Kios di Sub Terminal
Grosir Comal

208

210
|

DISEWAKAN

KEL. PECANGAKAN KEC., COMAL /

Sewa Petak Kios di Sub Terminal
Grosir Comal

DISEWAKAN

209 | KEL. PURWOSARI KEC. COMAL /

Sewa Petak Kios di Sub Terminal
Crrosir Comal

DISEWAKAN

KEL. KAUMAN KEC.COMAL / Scwa
| Petak Kios di Sub Terminal Grosir
| Comal

DISEWAKAN

Laporan Kirerja Insinsi Pemerintah ¢ LKA ) BPEAD Kabupaten Pemaiang -

el 20024



No.

LOKASI ASET |

STATUS SEWA

KETERANGAN

3

{ 211

DS. KAUMAN KEC.COMAL / Sewa
Petak Kios di Sub Terminal Grosir
Comal

212

DISEWARAN

RT 02 RW 03 DS BANYUMUDAL
MOGA / Sewa Petak kios di komplek
SUB Terminal Moga periode 30

| Agustus 2022 sd 30 Agustus 2023

DISEWAKAN

SEE———

313

KT 06 RW 08 DS BANYUMUDAL
MOGA /[ Sewa Petak kios di komplelk
SUR Terminal Moga periode 30
Agustus 20232 sd 30 Agustus 2023

DISEWAKAN

214

DS BANYUMUDAL KEC MOGA /|
Sewa Petak kios di komplek SUB

Terminal Moga periode 30 Agustus
2022 sd 30 Agustus 2023

TR AT

DISEWAKAN

DS BANYUMUDAL KEC MOGA !
Sewa Petak kios di komplek SUB

Terminal Moga periode 30 Apustus
2022 sd 30 Apustus 2023

DISEWAKAN

| 216

217

RT 03 RW 01 DS WANGKELANG
KEC MOGA / Sewa Petak kios di
komplek SUB Terminal Moga
periode 30 Agustus 2022 sd 30
Agustus 2023

DISEWAKAN

RT 03 RW 01 DS MOGA KEC MOGA
/ Bewa Petak kios di komplek SUB
Terminal Moga periode 30 Agustus
2022 sd 30 Agustus 2023

218

219

DISEWAKAN

JL MAWAR RT 02 RW 01 MOGA
KEC MOGA / Sewa Petak kios di
komplek SUB Terminal Moga
periede 30 Agustus 2022 sd 30
Agustus 2023

DISEWAKAN

RT 03 RW 01 D8 MOGA KEC MOGA
! Sewa Petak kios di komplek SUB
Terminal Moga periode 30 Agustus

220

DISEWAKAN

KRAJAN BARAT RT 04 RW 01
BANYUMUDAL / Sewa Petak kios di
komplek SUB Terminal Moga
periode 30 Agustus 2022 sd 30
Agustus 2023

221

RT 01 RW 03 DS MOGA KEC MOGA
[ Sewa Petak kios di komplek SUB

Terminal Moga periede 30 Agustus
2022 sd 30 Apustus 2023

DISEWAKAN

DISEWAKAN

Tahun 2024

Laparan Kinerfa nstansi Pemerintah ( LRTIP ) BPEAD Kabupaten Pemalang -




No.

| LOKASI ASET

| sTATUS SEWA

KETERANGAN

2

3

222

JL SOEA RT 01 RW 01 KEC MOGA /
Sewa Petak kios di komplek SUB
Terminal Moga periode 30 Agustus
2022 ad 30 Agustus 2023

DISEWAKAN

223

DS PAMULIHAN RT 07 RW 05
WARUNGPRING / Bewa Petak kios
di komplek BUB Terminal Moga
periode 30 Agustus 2022 sd 30
Agustug 2023

DISEWAKAN

224

225

DS PAMULIHAN RT 10 RW 05
WARUNGPRING / Sewa Petak kios
di komplek SUB Terminal Moga
periode 30 Agustus 2022 sd 30
Agustus 2023 ;

2 e ———

DISEWAKAN

DS PAMULIHAN RET 10 RW 05
WARUNGPRING / Sews Petak kios
di komplek SUB Terminal Moga
periode 30 Agustus 2022 sd 30
Apustus 2023

228

RT 01 RW 05 BANYUMUDAL MOGA
| Sewa Petak kios di komplek SUB
Terminal Moga periode 30 Agustus
2022 =d 30 Agustus 2023

DISEWAKAN

DISEWAKAN

227

JL BAKUNG RT 03 RW 06 MOGA /
Sewa Petak kios di komplek SUB |
Terminal Moga periode 30 Agustus

228

2022 sd 30 Agustus 2023 |

DISEWAKAN

RT 05 RW 04 BANYUMUDAL MOGA
! Sewa Petak kios di komplek SUB
Terminal Moga periode 30 Agustus
2022 sd 30 Agustus 2023

DISEWAKAN

229

JL BAKUNG RT 03 RW 06 MOGA /
Sewa Petak kios di komplek SUB i
Terminal Moga periode 30 Agustus

230

2022 sd 30 Agustus 2023

DISEWAKAN

JL BAKUNG RT 03 RW 06 MOGA /
| Sewa Petak kios di komplek SUB

Terminal Moga periode 30 Agustus
2022 sd 30 Agustus 2023 .

DISEWAKAN

231

RT 01 RW 08 DS MOGA KEC MOGA
{ Sewa Petak kios di komplek SUB
Terminal Moga periode 30 Agustus
2022 sd 30 Agustus 2023

RT 01 RW 04 DS MOGA KEC MOGA
! Sewa Petak kios di komplek SUB

| Terminal Mopa periode 30 Agustus

| 2022 sd 30 Agustus 2023

DISEWAKAN

DISEWAKAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerinrah { LGP } BPEAD Kabupaten Pemalang
Tahun 2024




LOKASI ASET

STATUS SEWA

| KETERANGAN

2

233

RT 06 RW 08 DS BANYUMUDAL
MOGA [/ Sewa Petak kios di komplek
SUB Terminal Moga periode 30
Agustus 2022 sd 30 Agustus 2023

DISEWARAN

234

sewa menyewa tanah milik
pemerintah kab pemalang pada
halaman DPMPTSP/ATM-EPD

DISEWAKAN

238

Sewa menyewa tanah milik pemkab
yvang terletak di Blok Gumelem Kel
Mulyoharjo, Kec Pemalang, Kab
Pemalang Periode 1 th (21 Nov 2022-
21Nov 2023)

, 236

PTAU / Sewa menyewa tanah milik

permkab pemalang di Desa
Nyamplungsar Kec Petarukan 5th
(1januari 2023 - 31desember 2027)

| 237

r——rm———

238

Sewa menyewa tanah di belakang
gedung krldanggﬂ milik prmk:a;b pml

DISEWAKAN

DISEWAKAN

DISEWAKAN

‘Dukuh Krajan Wetan RT 09 RW 07
Belik / Sewa Patok TOKO Terminal
Belik

DISEWAKAN

239

RT 05 RW 01 Belik / Sewa Patok
TOKO Terminal Belik

240

DISEWAKAN

Dukuh Karang Pule RT 01/RW 02
Mendelem Kec. Belik [ Sewa Patok
TORO Terminal Belik

DISEWAKAN

241

Dusun Pengilon RT 01 RW 07 Belik
{ Sewa Patok TOKO Terminal Eellk

| 242

243

Dusun Krajan Timur RY 01 RW 07
Belik / Sewa Patok TOKO Terminal

DISEWAKAN

DISEWAKAN

RT 03 RW 02 Beluk Kec. Belik /
Sewa Patok TOKO Terminal Belik

244

DISEWAKAN

Dukuh Pengilon RT 01 RW 07 Belik |
[ Bewa Patok TOKO Terminal Belik

245

DISEWAKAN

Dusun Penepen HEITd-l'IE Pule RT 03
RW 02 Mendelem Kee, Belik / Sewa
Patok TOKO Terminal Belik

246

DISEWAKAN

Dukuh Pengilon RT 01 RW 07 Belik
f Sewa Patok TOKO Terminal Belik

DISEWAKAN

Dukuh Rimpak RT 01 /RW 06 Belik
{ Sewa Patok TOKO Terminal Belik

248

RT 04 /RW 01 Belik / Sewa Patole
TOKO Terminal Belik

DISEWAKAN

DISEWAKAN

| 249

Kuta Lor RT 43/RW 01 Kuta Kec,
Belik / Sewa Patok TOKO Terminal

Belik

DISEWAKAN

Laporan Kinerjo Instansi Pemerintah § LKFIP ) BPRAD Kabupaten J"u;rm'ung
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LOKASI ASET

STATUS SEWA | KETERANGAN

2

3

250

Ketua Cabang Aisvivah Kecamatan
Pemalang [/ Pembayaran Sewa
Tanah di Jalan Ir, Sutami Kel.
Bojonghata

DISEWAKAN

251

' JI Tangkuban Prau Kel Mulyoharjo

Pemalang/ Perpanjangan sewa
menyewa tanah di Jalan Tangkuban
Perahu Kel Mulyoharjo Pemalang

DISEWAKAN

252

RT 01 RW 01 Desa Rowosan Kec.
Uluwjami / Sewa Patok Kios di Sub
Terminal Grosir Comal

DISEWAKAN

203

Kel Rowosari Kec., Ulujami [ Sewa
Patok Kios di Sub Terminal Grosir
Comal

DISEWAKAN

254

Ds. Pamutih Kec. Ulujami / Sewa
Patok Kios di Sub Terminal Grosir
Comal

DISEWAKAN

Patok Kios di Sub Terminal Grosir
Comal

DISEWAKAN

Ds. Wiyorowetan Kec. Ulajami /
BSewa Patok Kios di Sub Terminal
Grosir Comal

DISEWAKAN

SUGIHWARAS / Sewa menvewa
tanah di Blok Pasar Sayur
Kelurahan Mulyoharjo

DISEWAKAN

PTAU / Perpanjangan sewsa
menyewa gedung serbaguna

259

DISEWAKAN

Sewa Menyewa tanah dan bangunan
di JI Gatot Subroto depan taman
kota comal

DISEWAKAN

260

Perpanjangan sewa tanah di jalan
Tangkuban Prau kel Mulyoharjo Kec
Pemalang

261

DISEWAKAN

KONI / Perpanjangan sewa gedung
kridanggo (KONI) 1th

o o T T A

YAYASAN MBAH JOKO RIPOD /
Perpanjangan sewa menyewa di Jl
Kartini pang brantas 11 Rt 02 RBw 08
Kauman Petarukan

RANDUDONGEKAL [ Sewa Petak Kios
Terminal Randudongkal

DISEWAKAN

DISEWAKAN

DISEWAKAN

'RT 36 RW 4 DESA
RANDUDONGKAL / Sewa Petak Kios
Terminal Randudongkal

DISEWARKAN

265

RT 55 RW 05 DESA

RANDUDONGEAL [ SBewa Petak Kios

= ==

DISEWAKAN
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Nao.

LOKASI ASET

STATUS SEWA

KETERANGAN

2

Terminal Randudongkal

266 |

RT 50 RW 06 DESA
RANDUDONGKAL / Sewa Petak Kios
Terminal Randudongkal

DISEWAKAN

267 |

RT 30 KW 06 DESA
i RANDUDONGHKAL / Sewa Petak Kios
Terminal Randudongkal

268

DISEWAKAN

RT 55 RW 05 DESA
| RANDUDONGEAL / Sewa Petak Kios
Terminal Randudongkal

269

DISEWAKAN

RT 10 RW 02 RANDUDONGKAL /
Sewn Petak Kios Terminal
Randudongkal

DISEWAKAN

RT 09 RW 01 SEMINGKIR |/ Sewa
Petak Kies Terminal Randudungka]

DISEWAKAN

RT 05 RW 01 PODOSUGIH
PEKALONGAN / Sewa Petalk Kiog
Terminal Randudongkal

DISEWAKAN

RT 30 RW 04 RANDUDONGKAL /
Sewa Petak Kios Terminal
Randudongkal

273

274

DISEWAKAN

RT 54 RW 05 RANDUDONGKAL /
Sewa Petak Kios Terminal

DISEWAKAN

KARANGBULU RT 02 RW04 KEC
MOGA [ Sewa Petak Kios Terminal
Randudongkal

DISEWAKAN

| 275

276 |

PDAM BLOK SIBANTENG /
Perpanjangan sewa tanah milik

| Pemkab Blek Sibanteng belakang
| PDAM Kelurahan Bojongbata Kec.,
' F'emal.-ang

DISEWAKAN

PDAM RANDUDONGEAL /

! Perpanjangan sewa tanah milik

| Pemkab Blok 36 persil 132 Desa
Randudongkal Kec. Randudongkal,
kab. Pemalang

DISEWAKAN

297

! .ﬁ?ﬂ

DAYAMITRA TELEKOMUNIKAST/
Sewa sebagian tanah milik Pemkab
vang terletak di Bt 21 / Rw 06 Desa

. Banjaranyar Randudongkal

Sewa tanah milik pemkab veg
terletak di Blok Sangpeman Desa
Kalirandu Kec Petarukan Kab

. F‘E:'n.alnng

DISEWAKAN

DISEWAKAN
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LOHKASI ASET

STATUS SEWA

KETERANGAN

2

3

Sewa tanah milik pemkabb :
pemalang vang terletak di Blok
Gumelem Kel Mulyoharjo Kec
Pemalang (20 hari)

DISEWAKAN

280

Perubahan besaran sewa sebagian
tanah milik pemkab pml yg terletak
di Blok Gumelem Kel Mulyoharjo
[Prima Medilca)

DISEWAKAN

281

Pembayaran Sewa Tanah di Jalan Ir.
Sutami Kel. Bojonghata Ketua
Cabang Aisvivah Kecamatan
Pemalang

DISEWAKAN

282

[ Stwatu Kelurahan Pelutan

Sewa Tanah Milik Pemkab Pemalang
vang terletak di Blok Siwareng

Kecamatan Pemalang Kab Pemalang
(PT HWA SEUNG)

DISEWARKAN

283

Perpanjangan sewa menyewa tanah
milik Pemkab di Blok Gempol Persil
B4 /52 Kab. Pemalang i

2584

DISEWAKAN

i |
Sewa menyvewa MCK di Terminal
Randudongkal Milik Pemkab
Pemalang |

285

286

Perpanjangan sewa menyewa tanah |
milik Pemkab vang terletak di
Halaman Kec Pulosari (PT BPR BKK
JATENG] |

DISEWAKAN

DISEWAKAN

Perpamjangan sewa mtnycwa_tanah
milik Pemkab yang terletak di
sclatan Kantor SAMSAT Ruko 1

28T

288

selatan Kantor SAMSAT Ruko 2

MSEWAKAN

Perpanjangan sewsa menyews tanah
milik Pemkab yang terletak di

DISEWAKAN

Perpanjangan sewa menyewa tanah
milik Pemkab yang terletak di
sclatan Kantor SAMSAT Ruko 3

289

DISEWAKAN

Perpanjangan sewa menyews tanah
milik Pemkab vang terletak di
selatan Kantor SAMSAT Ruko 4 '

DISEWARKAN

290

Perpanjangan sewa menyvewa tanah
milik Pernkab yang terletak di

DISEWAKAN

291

TRy

Perpanjangan sewa menyewa tanah
milik Pemkab yvang terletak di
selatan Kantor SAMSAT Ruko 6

202

-

DISEWAKAN

Perpanjangan sewa menvewa tanah
milik Pemkab vang terletak di

selatan Kantor SAMSAT Ruko ¥

DISEWAKAN
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LOHKASI ASET

STATUS SEWA

KETERANGAN

2

3

293

204

Perpanjangan sewa menyewa tanah
milik Pemkab vang terletak di
selatan Kantor SAMSAT Ruko 8

DISEWARKAN

-Fcrpanjanga_n scwa menyews tanah
milik Pemkab yang terletak di

295

'Ferpanjﬂngan SEWA menyews ana
milik Pemmkab yang terletak di
selatan Kantor SAMSAT Ruko 10

DISEWAKAN

DISEWAKAN

296

Perpanjangan scwa menyewa tanah
milik Pemkab yang terletak di Ruko
Jalan Anggur Bojongbata

DISEWAKAN

207 | Perpanjangan sews menyewa tanah

| milik Pemkab yvang terletak di Ruko
Jalan Anggur Bojongbata

298

Perpanjangan sewa menyewa tanah
milik Pemkab yang terletak di Ruko
Jalan Anggur Bojengbata

DISEWAKAN

DISEWAKAN

209 Perpanjangan sews menyewa tanah

milik Pemkab yvang terietal di Ruko
Jalan Anggur Bojongbata

300

DISEWAKAN

Perpamjangan sewa mt:nycwa_tanah
milik Pemkab yvang terletak di Ruko
Jalan Anggur Bojonghata

DISEWAKAN

| 301

Perpanjangan sewa menyewa tanah
milik Pemkab vang terletak di Rukeo
Jalan Angpur Bojongbata

302

DISEWAKAN

Perpanjangan sewa menyewa tanah
milik Pemkab yvang terletak di Ruko
Jalan Anggur Bojongbata -

303

Perpanjangan sewa menyewa tanah
milik Pemkab yang terletak di Ruko
Jalan Anggur Bojongbata

DISEWAKAN

DISEWARAN

e i . o

Perpanjangan sews menyewa tanah
milik Pemkab vang terletak di Ruko
Jalan Anggur Bojongbata

Perpanjangan sewa menyewa tanah
milik Pemmkab vang terletak di Ruko
Jalan Anggur Bojongbata

DISEWAKAN

DISEWARKAN

Perpanjangan sewa menyewa tanah
milik Pemkab vang terletak di Ruko
Jalan Anggur Bojongbata

DISEWAKAN

Perpanjangan sews menyewsa tanah
milik Pemkab vang terletak di Ruko
Jalan Anggur Bojongbata

DISEWARKAN

308

Perpanjangan sewa menyewa tanah
milik Pemkab vang terletak di Ruko
Jalan Anggur Bojongbata

DISEWAKAN
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No.

LOKASI ASET

STATUS SEWA

KETERANGAN |

2

3

309

Perpanjangan sewa menyewa tanah
milik Pemkab vang terletak di Ruko
Jalan Angpur Bojongbata

DISEWAKAN

310

311

Perpanjangan sewa mernyewa tanah ,
milik Pemkab yvang terletak di Ruko
Jalan Anggur Bojongbata
Perpanjangan sewa menyewa tanah
milik Pemkab yvang terletak di Ruko
Jalan Anggur Bojongbata

DISEWAKAN

DISEWAKAN

Perpanjangan sewa menyewa tanah
milik Pemkab yang terletak di Ruko
Jalan Anggur Bojongbata

DISEWAKAN

Perpanjangan sewa menyewa tanah
milik Pemkab vang terletak di Ruko

Jalan Anggur Bojongbata

314

DISEWAKAN

Perpanjangan sewa menyewa Lanah
milik Pemkab yang terletak di Ruko
| Jalan Anggur Bojongbata

DISEWAKAN

315

316

l Perpanjangan sewa menyewa tanah
milik Pemkab yvang terletak di Ruko
Jalan Anggur Bojongbata

DISEWAKAN

Perpanjangan scwa menyewa tanah
milik Pemkab yang terletak di Ruko ¢
Jalan Anggur Bojongbata

317

Perpanjangan sewa menyewa tanah
milik Pemkab vang terletak di Blok
Camt Urang Jalan Tangkupan Prahu
Mulyoharjo

DISEWAKAN

DISEWAKAN

318

Perpanjangan sewa menyewa tanah
milik Pemkab vang terletak di Blok
Capit Urang Jalan Tangkupan Prahu
Mulyoharjo

DISEWAKAN

319

Perpanjangan sewa menyewa tanah
milik Pemkab vang terletak di Blok
Capit Urang .Jalan Tangkupan Prahu
Mulyoharjo

DISEWAKAN

320

Perpanjangan sewa menyewa tanah
milik Pemkab yang terletak di Blok
Capit Urang Jalan Tangkupan Prahu
Mulyoharjo

321

322

DISEWAKAN

Perpanjangan sewa menyewa tanah
milik Pemkab yang terletak di Blok
Capit Urang Jalan Tangkupan Prahu
Mulyoharjo

DISEWAKAN

Perpanjangan sewa menyewa tanah
milik Pemkab yang terletak di Blok

- Capit Urang Jalan Tangkupan Prahu
| Mul:.r:}harjr.‘:

DISEWAKAN
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: No.

LOKASI ASET

STATUS SEWA

KETERANGAN

3

| 323

Perpanjangan sewa menyewa tanah
milik Pemkab vang terletak di Blok
Capit Urang Jalan Tangkupan Prahu
Mulyoharjo |

324

Perpanjangan sewa menyewa tanah

milik Pemkab vang terletak di Blok ?
Capit Urang .Jalan Tangkupan Prahu
Mulyoharjo -

325

DISEWAKAN

DISEWAKAN

Perpanjangan sewa menycwa tanah
milik Pemkab vang terletak di Blok |
Capit Urang .Jalan Tangkupan Prahu |

J26

327

=

Mulyoharjo 1

DISEWAKAN

Perpanjangan sewa menyewa tanah
milik Pemkab yvang terletak di Blok
Capit Urang Jalan Tangkupan Prahu
Mulvoharjo

DISEWAKAN

Perpanjangan sewa menyewa tanah
milik Pemkab vang terletak di Blok
Capit Urang .Jalan Tangkupan Prahu
Mulyoharjo

328

DISEWAKAN

Perpanjangan sewa menyewa tanah
milik Pemlcab vang terletak di Blok
Camt Urang Jalan Tangkupan Prahu
Mulyoharo

329

Perpanjangan sewa menyewa tanah

milik Pemkab yang terletak di Blok
Capit Urang Jalan Tangkupan Prahu
Mulyoharjo

DISEWAKAN

DISEWAKAN

330

Perpanjangan sewa menyewa tanah
milik Pemkab yang terletak di Blok
Capit Urang Jalan Tangkupan Prahu
Mulyoharo

331

DISEWAKAN

Perpanjangan sewa menyewa tanah
milik Pemkab yvang terletak di Blok
Capit Urang Jalan Tangkupan Prahu
Mulyoharjo

332

Perpanjangan sewa menyewa tanah
milik Pemkab vang terletak di Blok
Capit Urang Jalan Tangkupan Prahu
Mulvohario

DISEWAKAN

DISEWAKAN

333

334

Perpanjangan sewa menyewa tanah
milik Pemkab yang terictak di Blok
Capit Urang Jalan Tangkupan Prahu,
Mulyoharjo

DISEWAEKAN

Perpanjangan sewa menyewa tanah
milik Pemkab yang terletal: di Blok
Capit Urang Jalan Tangkupan Prahu
Mulyoharjo

DISEWAKAN
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No. LOKASI ASET STATUS SEWA | KETERANGAN
1 2 3 4
335 | Perpanjangan sewa menyvewa tanah
milik Pemkab yvang terletak di Blok .
Capit Urang Jalan Tangkupan Prahu e s
Mulyoharjo _
336 | Perpanjangan sewa menyewa tanah
milik Pemkab yvang terletak di Blok
Capit Urang Jalan Tangkupan Prahu, DIREWARAN
Mulyoharjo '
337 | Perpanjangan sewa menyewa tanah
milik Pemkab yvang terletak di Blok R
Capit Urang Jalan Tangkupan Prahu DB ARAN
Mulyoharip
338 | Perpanjangan sewa menyewa tanah
milik Pemkab vang terletak di Blok
Capit Urang Jalan Tanpkupan Prahu DISEWAKAN
Mulyoharjo - )
339 | Perpanjangan sewa menyewa tanah
milik Pemkab yvang terletak di Blok
Capit Urang Jalan Tangkupan Prahu PgEnvARaN
| Mulycharjo
340 | Perpanjangan sewa menvewa tanah
rmilik Pemkab vang terletak di Blok
Capit Urang Jalan Tangkupan Prahu DISEWAKAN
Mulyoharjo o o
341 | Tanah di Desa Bantarbalang BELUM +60 Objek |
= DISEWAKAN Sewa ,
342 | J1 Kyai Makmur BELUM Belakang |
o DISEWAKAN Kanlor Wakil |
343 [ JI Ahmad Yani BELUM Ex Bioskop |
DISEWAKAN Indra

Sumber : Data sset dacrah yang disewakan dari Bid ang Akuntans disn Aset Daerah

3. Indeks Kepuasan Masyarakat | IKM ).

Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat | IKM ) merupakan

tolok ukur kepuasan masyarakat atau stakeholder dalam hal menerima

pelavanan pengelolaan keuangan dan aset daerah, Indeks Kepuasan

Magyarakat dihitung berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat yvang
dilakukan BPKAD pada akhir Tahun 2024, Jawaban survey kepuasan
masyarakat melalui google form direkap per komponen. Rekap nilai hasil

Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ] ini menjadi Indeks Kepuasan

Masyarakat [ IKM |

Laipuwran Kinerja Insiansi Pemerinmah ( LEGIP ) BPKAD Kabupaten Pemalang
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Pada Tahun 2024, IKM BPKAD telah mencapail target vang
ditetapkan. Pada semester 1 Tahun 2024, hasil survey kepuasan
Masyarakat | SKM ) sebesar 84,73, Sedangkan pada semester 2 Tahun
2024, hasil SKM sebesar 85854, Sehingga hasil Indeks Kepuasan
Masyarakat [ IKM | Tahun 2024 adalah :

154?3+ga_15_¢_1=55,53]
3

i

Berdasarkan hasil survey semester 1 dan semester 2 Tahun 2024,
semua komponen SKM BPEAD telah mencapai kategori baik. Hal ini
merupakan hal yang tidak mudah untuk mencapainya dan tidak mudah
pula untuk mempertahankannya.

Gambar 4
HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
SEMESTER 1 TAHUN 2024

Mo Ltasur Layanmn TFilei =
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_t_ 3 a - ol
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e —— 81,67 Bedl
3 | Wnlktu Palaymrsn E&IEJII- Halls
=+ Biayof Toril o1 .67 Sangat Bailk
& | Produlk Spesfilcasi B, 67 Banilk
[} Kormps=ten=si F'u]'.u.l-r_-:.rh.n.ﬂ._' B7T.50 Bauls
7 | Perilaloa Pelaksanns 83,83 Baik
Sarann dan Prasarann T, 1Y Bailke
e -
TEBA B4, T3 BATK
Gambar 5

HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

SEMESTER 2 TAHUN 2024
]
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Masalah, kendala dan solusi atas ketercapaian Indeks Kepuasan Masyarakat
adalah :

Masalah :

Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan dua kali dalam satu tahun
anggaran. Pelaksanaan survey vang rutin dan responden yang sama
menyebabkan SKM tidak lagi menghasilkan data vang valid. Terkesan SKM
dilaksanakan hanya untuk memenuhi kewgjiban, Responden pada perangkat
daerah saling bergantian merespon masing-masing kuesioner SKM.

Kendala :

Survey Kepuasan Masyarakat merupakan amanat regulasi vang. harus
dipatuhi. Jenis pertanyaan pada kuesioner yang harus direspon oleh reponden
dari tahun ke tahun tetap, Pertanyaan pada kucsioner baku dan ditetapkan
dengan Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan Survey Kepuasan
Masyarakat, sehingga perangkat daerah tidak dapat berkreasi terkait
pertanyaan yang perlu direspon oleh responden/stakeholder/pengguna
layanan, Pertanyaan yang terstandar tidak dapat menggambarkan kondisi
vang sebenarnya secara detail.

Solusi :

Laparan Kinerjo fnstansi Pemerinial ( LKGIP ) BPEAD Kabupaten Pemalans
Fahun 2024



Terkait dengan responden vang tetap, Badan Pengelolaan Keuangan m;m Aset
Daerah Kabupaten Pemalang telah melakukan Solusi dengan melakukan
pengadaan alat survey otomatis. Sctiap pengguna layanan yvang berkunjung ke
BPKAD, diminta mengisi survey lewat alat survey tersebut. Sehingga
responden SKM merupakan pengguna layanan riil. Dengan mekanisme
penjaringan responden seperti itu, diharapkan hasil SKM lebih valid.

4. Nilai SAKIP BPKAD

Penguatan akuntabillitas kinerja merupakan salah satu program yang
dilaksanakan untuk mewwudkan reformasi birokrasi serta pemerintahan
vang bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkat
akuntabilitas kinecrja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan
dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah [SAKIP)
schagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas
Kinena Instansi Pemerintah perlu dievaluasi setiap tahun sesuai dengan
amanat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah,

Giuna mengetahui sejauh mana Perangkat Daerah
mengimplementasikan  Sistem  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
[SAKIP)-nya, serta sekaligus untuk menddrong adanya peningkatan kinerja
Instansi pemerintah, maka perlu dilakukan evaluasi implementasi SAKIP oleh
perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan,
dalam hal ini Inspektarat Kabupaten Pemalang. Evaluasi ini diharapkan dapat
mendorong  Perangkat Daerah agar secara konsisten meningkatkan
implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerjanya sesuai yang
diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.

Adapun Hasil evaluasi implementasi SAKIP Badan Pengelolan
keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang pada Tahun 2019
berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Kabupaten Pemalang Nomor :
JO0/827 fRHS /2019 tanggal & Mei 2019 adalah 56,84 dengan kategori CC.
Pada Tahun 2020, berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Inspekiorat Kabupaten
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Pemalang Nomeor : 700/ 194 /VI /2020 Tanggal 10 Juni 2020 nilai BAKIP Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang naik menjadi
60,26 dengan kategorn B (Baik), Kemudian pada tahun 2021, berdasarkan
Laporan Hasil Evaluas: Inspektorat Kabupaten Pemalang atas Implementasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset  Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomaor
TOO/56/EVS/202]1 Tanggal 12 Agustus 2021, capaian nilai SAKIP BPEAD
sebesar 61,92 dengan kategori B (Baik). Selanjutnya pada Tahun 2023,
capaian nilai SAKIP BPKAD schesar 62,15 dengan kategori B [Baik),
berdasarkan LHE AKIP Nomor : 700/29/EVS/2022 tanggal 20 Juli 2022, Nilai
SAKIP Tahun 2023 berdasarkan LHE Nomar : 700/029/EVS/VI/2023 tanggal
21 Juni 2023 sebesar 63,25 dengan kategori B [Baik). Kemudian pada Tahun
2024, berdasarkan LHE Inspektorat Kabupaten Pemalang nomor
T00/206/EVS/V]/2024 tanggal 13 Juni 2024, nilai SAKIP BPKAD sebesar
64,15.

Nilai SAKIP BPKAD schelumnya merupakan indikator program. Seiring
dengan berjalannya waktu dan menimbang bahwa Nilai SAKIP tidak hanya
menjadi tanggungjawab sckretaris perangkat daerah saja tetapi merupakan
tanggungjawab Repala Perangkat Daerah beserta jajarannya, maka Nilai
SARIP dinaikkan menjadi indikator sasaran Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik, Selain penggeseran Nilai SAKIP vang semula sebagai indikator program
penunjang urusan pemerintahan menjadi indikator sasaran Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik, Target nilai SAKIP BPKAD pun ditingkatkan. Target
Nilai SAKIP BPKAD pada perubahan pefjanjian kinerja kepala Perangkat
Daerah Tahun 2024 semula 60,60 dinaikkan menjadi 64,00. Hal ini dilakukan
karena realisasi nilai SAKIP BPKAD dari tahun 2019 sampai dengan 2024
telah melebihi target vang ada. Berdasarkan kondisi tersebut, dirasa perlu
untuk meningkatkan target nilai SAKIP pada Tahun 2024, Adapun target dan
realisasi nilai SAKIP BPKAD dari Tahun 2019 sampai dengan 2024 sebagai
berikut :
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Tabel 3.7
Realisasi Nilai SAKIP BPKAD
Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024

15,63 7156 .53 10,25 56,584

Nnnr
TO0/B2T {RHE/2019 2013 23,19
Tanggal - 6 Mei 20019
MNommor: TOO 7 LS4 V2020
| Tanggal ; 10 Juni 2020
Momaor: TOOJ 56 EVE 2021
Tangeal ; 12 Agusius 2021
Nomor; T00f20/EVE /2022
Tanggal : 20 Juli 3022
Nomuor ;

TOOF029)EVS/ V2023 2023 21,00
Tanggal : 31 Juni 2023
Nomor ;

TOO 206/ EVSFVI/ 2024 2134
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5. Hasil Pengukuran Indeks Kesesuaian Dokumen Penganggaran;

[ndikator ini merupakan salah satu komponen dari Indeks Pengelolaan
Keuangan Daerah | IPKD ). Dalam hal kesesuaian Dokumen
Penganggaran adalah membandingkan Nama Program dan Nominal
Program yang tercantum pada KUA PPAS dengan Nama Program dan
Nominal Program yang tercantum pada APBD. Apabila terdapat
perbedaan nama program atau perbedasn nominal program antara KUA
PPAS dan APBD diberi nilai O (Nol). Sedangkan apabila Nama Program
dan Nominal Program antara KUA PPAS dan APBD sama maka diberi nilai
1. Jumlah nilai dibagi jumlah program dikalikan 15 merupakan hasil
pengukuran kesesuaian dokumen penganggaran. Angka 15 merupakan
Nilai Dimensi | yvang merupakan salah satu Komponen IPKD dari sisi
perencanaan dan penganggaran, sesudi Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 19 Tahun 2020 tentang IPKD, Penggunaan nama program,
kegiatan dan sub kegiatan pada penyusunan APBD Tahun 2023
mempedomani regulasi vang berlaku yaitu Peraturan Menter “Dalam
Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050/3708 Tahun 2020, Sehingga tidak mungkin terjadi perbedaan
Nama Program antara KUA PPAS dan APBD. Sehingga dapat dijelaskan
bahwa hasil pengukuran kesesuaian dokumen penganggaran tahun 2023,
dipengaruh oleh perbedaan pagu program antara KUA PPAS dan APBD.
Target Indikator Sasaran Hasil Pengukuran Indeks Kesesuaian Dokumen
Penganggarsn adalah 15. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan
oleh Tim Penilai Provinsi atas IPKD Kabupaten/Kota maka realisasi
indikator ini sebesar 6,5277 atau belum mencapai target yang ditetapkan,
Permasalahan : :

Retercapalan Indikator sasaran berupa Hasil Pengukuran Indeks
hKesesuaian Dokumen Penganggaran belum optimal dengan bobot nilai
£,0277 dan target bobot nilai 15, Untuk mencapai targel- Hasil
Pengukuran Indeks Kesesuaian Dokumen Penganggaran membutuhkan
konsistcns) dan komitmen yang tinggi dari Tim Anggaran Pemerintah
Daerah (TAPD) dalam mengalokasikan dana APBD. Konsistensi
pengalokasian anggaran mulai dari KUA PPAS sampai dengan APBD

merupakan komponen penilaian yang tinggi dalam ketercapaian Indikator
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Sasaran Hasil Pengukuran Indeks Kesesualan Dokumen Penpanggaran.

Konsistensi mulai dari perencanaan | vang didukung dengan dokumen

RPJMD dan RKPD ) dengan penganggaran | vang didukung dengan

dokumen KUA-PPAE dan APBD | harus dikedepankan, untuk

mendapatkan bobot milai yang ditargetkan pada Indikator Sasaran Hasil

Pengukuran Indeks Kesesusian Dokumen Penganggaran.

Kendala :

Kendala yang dihadapi dalam mencapai target Indikator kesesuaian

Dokumen Penganggaran adalah :

a) Kebijakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam
mengalokasikan anggaran schingga menghasilkan postur APBD yang
ideal dan mencukupi kebutuhan mrasj.famkat. dipengaruhi banvak hal
antara lain : politik, mandatory spending dan kebijakan pemanghku
kepentingan, Hal ini memberi pengaruh yang sangat besar terhadap
konsistenst dalam penyusunan Dokumen KUA PPAS dan IAF‘HD.
Kesinkronan nama program serta konsistensi nominal program antara
Dokumen KUA FPAS dan Dokumen APBD dapat tercapai apabila
dalam rentang waktu antara penyusunan KUA PPAS dan Penyusunan
APBD hdak ada kebijjakan vang mengakibatkan perubahan alokasi
anggaran.

b Adanya kebijakan Pemerintah Pusat terkait dengan penvaluran Dana
Bagi Hasil Pemerintah Pusat ke Daerah yvang belum termasuk pada
Peraturan Menter: Keuangan tentang alokasi Dana Bagi Hasil. Hal ini
mengharuskan Pemda untuk menyesuaikan dokumen penganggaran
melalui mekanisme pergeseran anggaran mendahului perubahan.

c) Adanva kebijjakan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah terkait
penyaluran Bantuan Keuangan untuk TMMD dan Bantuan Keuangan
lainnya yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah, dimana
ketetapan nominal penyaluran baru diketahui setelah penetapan
APBD Kabupaten Pemalang.

Solusi :

Badan Pengelolaan Kkeuangan dan Aset Daerah sclalu melakukan

koordinasi dan Komunikasi dengan Kementrian Keuangan dan Badan

Pengelolaan Pendapatan Provinsi Jawa Tengah terkait penyaluran Dana

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LAGIP ) BPKAD Kabupaten Pemalang
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Bagi Hasil dan Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah. ‘Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara intens memberl masulkkan
kepada TAPD terkait perlunya konsistensi dalam penyusunan Dokumen

Perencanaan dan Dokumen Penganggaran.

. Hasil Pengukuran Indeks Penyerapan Anggaran;

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020
tentang Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah ( [PKD |, salah salu
Komponen IPKD adalah Penyerapan Anggaran. Perhitungan penyerapan
anggaran dilakukan per jemis belanja. Apabila realisasi anggaran dari
jenis belanja tersebut kurang dari=ED% maka diberi nilai 0 [nol).
Sedangkan uniuk realisasi belanja yang lebih dari 80% diberi nilai 1
[satu).

Pada Pengukuran IPKD yang dilaksanakan pacda Tahun 2024, r;:ﬂiiﬁasi
penyerapan anggaran per jenis belanja di Kabupaten Pemalang dapat
dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.8
Rincian Anggaran dan Realisasi per jenis Belanja
Berdasarkan LRA Pemerintah Kabupaten Pemalang

Tahun Anggaran 2023
(Pengularan IPKD yang difaksanakon faohen 2024,
berdasarkan LEPD Tahun 2023 Auditecd)

NO JENIS BELANJA ANGGARAN | REALIBASI % | NILAI
I | Belumja Operasionzl 2 0h%. 330 045,331 1.800 048.953.345 | 9142 |

2 | Belanja Modal F46. 156 815060 217207,126.006 | 8834 | 1
"3 | Belanja Tulak Terduga | 1.850.000.080 | 327605701 | 23,11 0
4 Belamn Transfer 230, T8I0 14600 430.7 16,395,360 949,98 i
Juaerilab Nelan o 3

Sumber : LRA I.'-'.a-l':lupmen Femalong Tahun 2023

Berdasarkan data tabel terscbut di atas, dapat dijelaskan bahwa Jenis
Belanja yvang realisasinya di atas 80% ada 3 jenis belanja dari 4 Jenis
Belanja. Sehingga dapat dihitung hasil pengukuran Indeks Penyerapan
Anggaran sebagai berikut :

Nilai Penyerapan Anggaran = % x 20 = 15
Persentase Capaian Indeks Penyerapan Anggaran = 15/20 x 100% = 75%

Creitaten ; angka 20 odalah Nial yang ditetaphan untuk kompones penyerapon anggoran berdasarkoan
Permenechagn Nomor 19 Tahun 2020,
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Realisasi Belanja Tidak Terduga kurang optimal disebabkan semakin
Jarangnya bencana yang terjadi di Kabupaten Pemalang pada Tahun 2022,
Selain itu korban bencana vang dilaporkan oleh masyarakat melalui perangkat
desa/kelurahan setempal ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah | BPFBD
| juga mengalami penurunan,

Permasalahan dan Kendala vang dihadapi dalam pencapaian indikator sasaran
Hasil Pengukuran Indeks Penyerapan Anggaran serta solusi vang tclah
dilakukan adalah :

Permasalahan :

Healisasi Anggaran bukan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tetapi merupaksan tanggungjawab
masing-masing Perangkat Daerah Pelaksana Teknis Angparan. Sehingga
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dacrah tidak mempunyai wewenang
secara teknis untuk mempercepat atau meningkatkan pelaksanaan APED
pada Perangkat Daerah.

Kendala :

Masih banyak perangkat daerah yvang belum menyusun rencana strategis
terkait pemetaan waktu pelaksanaan kepgiatan, sehingga seringkali
pelaksanaan kegiatan menumpuk pada akhir Tahun Anggaran, Perencanaan
pelaksanaan anggaran yang kurang matang dapat menyebabkan adanya
program Kegialan vang gagal terlaksana atau tertunda pelaksanaannva. Hal ini
mengakibalkan penyerapan anggarn yvang tidak optimal.

Soluasi :

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIEE'I'E_I] berkoordinasi dengan TAPD
dan Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang terkait
laporan monitoring dan evaluas: pelaksanaan anggaran pada Perangkat
Daerah yang disampaikan kepada Bupati Pemalang pada Kegiatan Rapat
Koordinasi Dinas. Penyelenggaraan rapat tersebut diharapkan dapat
mendorong upava Perangkat Daerah untuk lebih mempercepat pelaksanaan
kegiatan terutama yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa.
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7. Hasil Pengukuran Indeks Kondisi Keuangan Daerah;
Indikator sasaran ini terdiri dar 6 (enam| komponen yaitu :
1. Kemandirian Keuangan

Kemandirian Keuvangan merupakan suatu kondisi pemerintah daerah
vang tdak rentan terhadap sumber pendanaan diluar kendalinya atau
pengaruhnya, baik dar sumber-sumber dalam negeri maupun luar
NEgeri.

Formula Kemandirian Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Indeks Pengelolaan Keuangan
Daerah adalah :

Total Pendapatan Asli Dacrah ( PAD |
Total Pendapatan

4. Solvabilitas Operasional '
Solvabilitas Operasional merupakan kemampuan Pemerintah daerah
dalam menghasilkan pendapatan untuk menutupi beban operasional
pemerintah selama periode anggaran,
Formula Selvabilitas Operasional berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Indeks Pengelolaan keuangan
Dacrah adalah :

Total Pendapatan LO - Pendapatan DAK LDJ

Taotal Beban LO

3. Solvabilitas Jangka Panjang
Solvabalitas Jangka Panjang merupakan kemampuan Pemerintah Daerah
dalam memenuhi kewajiban jangka Patrljang,
Formula Solvabilitas Jangka Panjang berdasarkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Indeks Pengelolaan
keuangan Daerah adalah

Total Aset Tetap
Kewajiban Jangka Panjang

4. Fleksibilitas Keuangan
Fleksibilitas Keuangan adalah suatu kondisi Pemerintah Daerah yang
dapat meningkatkan sumber daya keuangan untuk menghadapi
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peningkatan komitmen, baik melaldi peningkatan pendapatan atau
peningkatan kapasitas utang | debt capacity

Formula Fleksibilitas Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Indeks Pengelolaan keuangan

Daerah adalah :

[ Total Pendapatan — Dana Alokasi Khusus | DAK ) |
( Total Kewajiban + Belanja Pegawai )

Solvabilitas Jangka Pendek

Solvabilitas Jangka Pendek menunjukkan kemampuan Pemerintah
Daerah untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang jatuh tempo
dalam waktu kurang atau sama dengan 12 [dua belas) bulan.

Formula BSolvabilitas Jangka Pendek berdasarkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Indeks Pengelolaan

keuangan Dacrah adalah :

i [ Kas dan Setara I:::ﬁﬁ- + Investasi Jangka Pendek |

Kewajiban Lancar

Solvabilitas Pelayanan

solvabilitas Pelayanan menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah
untuk menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan public
vang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat,

Formula Solvabilitas Pelayanan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Indeks Pengelolaan keuangan
Daerah adalah :

Total Aset Tetap |
Jumlah Pendiuduk

Berdasarkan hasil penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset
Dagrah ( IPKD | olch Tim Penilai IPKD Provinsi yang dilaksanakan pada
Tahun 2024, hasil Pengukuran Indeks Kondisi Keuangan Daerah
berdasarkan data Laporan Keuangan Daerah Tahun 2023 hasilnya
schagal beriloat :

1. Kemandirian Keuangan mendapat nilai 0,3197

2. Solvabilitas Operasional mendapat nilai 0,2404
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3. Bolvabilitas Jangka Panjang mendapat nilai 0,5342
4. Fleksibilitas Kcuangan mendapat nilai 0,4668
5. Solvabilitas Jangka Pendek mendapat nilai 0,0209
6. Solvabilitas Pelayanan mendapat nilai 0,0195
Hasil Penpukuran Indeks Kondisi Keuangan Daerah secara keseliruhan
adalah 44,0260 dari target nilai 15. Sehingga persentase kelercapaian
Indikator Hasil Pengukuran Indeks Kondisi Keuangan Daerah adalah :

j 4,0260,15 x 100% = 26,84%

Certedan @ 15 adalah Niar ustuk Kompores (FED Demenss 5 sest
Femiluran Meresn Dolnm Negerl Noeror 19 Tahun 2020

Target Indikator sasaran Hasil Pengukuran Indeks Kondisi Keuangan
Daerah sebesar 15. Sedangkan realisasi pada pengukuran IPKD vyang
dilaksanakan Tahun 2024 untuk indikator ini sebesar 4,0260 atau
26,84%. i

Permasalahan :

Indeks Kondisi Keuangan Daerah dipengaruhi oleh banyak komponen,
antar lain : Pendapatan Asli Dacrah | PAD ), Kewajiban, DAK, Kas dan
Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Aset Tetap dan Jumlah Penduduk.
Alokasi anggaran atas komponen yvang mempengaruhi Kondisi Keuangan
Daerah tersebut diluar kendali Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah. Alokasi anggaran merupakan hasil pembahasan Tim Anggaran
Pemerintah Daerah [TAPD).

Kendala :

Dalam penyusunan KUA PPAS dan APBD dipengaruhi oleh banyak fakior
sehingga perubahan nominal alokasi anggaran baik pendapatan maupun
belanja antara KUA PPAS dan APBD, di luar kendali Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah, J

Solusi :

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  sclalu berupaya
melakukan koordinasi dan menginformasikan kepada Tim Anggaran
Pemerintah Daerah terkait alokasi anggaran Pendapatan dan Belanja
Perangkat Daerah, dalam rangka memprioritaskan pelayanan dasar dan
urusan wajib pemerintah serta mengakomodir usulan-usulan masyarakat

terkait kepentingan umum,
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8.Persentase Barang Milik Daerah yang d.i.[?lliki;

Indikator sasaran ini bertujuan mendorong Pemerintah Darah agar
peduli dengan aset daerah yvang dimiliki khususnya aset daerah vang berupa
tanah. Pencatatan aset daerah berupa tanah pada KIB Perangkat Daerah,
seringkali tidak dibarengi dengan dokumentasi bukt kepemilikan asct
daecrah. Sehingga data aset daerah yang dicatat di KIB sebagai asct dacrah
yvang dikuasi oleh Pemerintah Daerah tidak sebanding dengan data aset
dacrah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah karena sebagian belum
memiliki bukti kepemilikan, Indikator sasaran ini bertujuan meminimalkan
kemungkinan aset daerah berupa tanah milik Pemda yang hilang karena
kelalaian dalam memproses bukti kepemilikan. Indikator sasaran ini sejalan
dengan amanat Komisi Pemberantasan Korupsi yang sclalu melakukan
Monitoring Centre Prevention { MCP ) KPK kepada Pemerintah Daerah, terkait
upaya Pemda dalam melakukan sertifikasijtanah.

Formula Indikator Sasaran Persentase Barang Milik Daerah yang dimiliki
adalah :

Jumlah Aset Daerah vang dimiliki X 100%
Jumlah Aset Daerah vang dikuasai

Jumilah aset daerah khususnya aset berupa tanah vang telah dimiliki oleh
Pemerintah Daerah atau aset daerah berupa tanah yang telah memiliki bulkti
kepemnilikan yang sah berupa sertifikat sampai dengan Tahun 2024 schanyak
911 Bidang. Sedangkan jumlah keseluruhan aset daegrah berupa tanah yang
dikuasai oleh Pemerintah Daerah sebanyak 2.001 Bidang. Dari data tersebut
maka dapat dihitung Indikator Sasaran persentase Barang Milik Daerah yang
dimiliki sebagai benkut :

Jml aset dasrah berups tanah vg telah betsertifikat (911] X 100% = 45,53%

Jml aset daerah berups tanah yg belum bersertifikat (2.001)

Persentase Barang Milik Dacrah yang dimiliki belum memenuhi target yvang
ditetapkan pada Tahun 2024 yvaitu sebesar 65%.
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Permasalahan dan Kendala yang dihadapi untuk mencapai target Indikator
Sasaran Persentase Barang Milik Dacrah yang dimiliki serta solusi yang telah
dilakukan adalah ; "

Permasalahan :

Kebijjakan Kementrian Agrania dan Tata Ruang melalui Surat Edaran Nomor ;
KU.01.04/1301-100/VUI/2020 Tanggal 19 Apustus 2020 perihal Pengenaan
Tanrl Rp.0,00 [ Nol Rupiah ) untuk sertifikasi tanah aset instansi pemerintah
dan pemerintah daerah, belum secara signifikan meringankan beban APBD
dalam proses fasilitasi pembuatan sertifikat tanah milik Pemda. Karena
dalam proses pembuatan sertifikat masih dibutuhkan biava pengukuran,
blaya pembuatan patok, biava pemasangan patok dan biaya lain terkait
proses pembuatan sertifikat tanah. Sedangkan jumlah aset tanah milik
Pemda yang belum bersertifikat sangat banyvak. Pemerintah Kabupaten
Pemalang perlu mengalokasikan anggaran vang cukup besar untuk
pensertifikatan tanah milik Pemda wa]z—:_&:pun Biaya sertifikat tanah milik
Pemda Rp.0,- sesuai Surat Kementrian Agraria Nomor : KU.01.04/1301-
100 fVITT/ 2020.

Kendala : .

Hasil Monitoring Fisik di lapangan bahwa terdapat aset tanah yang tercatat
milik Pemda tetapi dikuasai atau dimanfaatkan oleh pihak lain/masyarakat
tanpa ada perjanjian atau kesepakatan sebelumnya. Hal ini merupakan salah
satu kendala dalam upaya pembuatan sertifikat tanah, selain kemampuan
anggaran Pemerintah Daerah dalam mencukupi biaya vang diperlukan untuk
pensertiikatan tanah milik Pemda yang jumlahnya tidak sedikit.

Solusi :

Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah melakukan upaya pendekatan
kepada pihak yvang menguasai aset daerah berupa tanah tanpa perjanjian
lerlebih dahulu serta berupava memperodeh bukti-bukti bahwa aset tanah
tersebut telah dicatat sebagai aset Pemda, Sclain itu, Badan Pengelolaan
kKeuangan dan Aset Daerah berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah
Daerah [ TAPD | untuk mencukupi kebutuhan anggaran pensertfikatan
tanah Pemda agar target vang telah ditetapkan dapat tercapai.
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3.1.3.Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
Tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Perbandingan capaian kinegja tahun 2024 dengan capaian kinerja

tahun 2023 atau tahun-tahun sebelumnya diuraikan pada tabel berikut :
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Tabel 3.9

Perbandingan Capaian Hinerja
Setusn | Mealisasi | Meallsasi Tahen 2053 Tabun 2024
Na, Tujaan/ Saswran Indiicator Kimirja mndikabar Tahun Tabain Eapaian
Sacaran 021 aazz | Taeger | Wealisasi n Target | Bealisasl | Copplan %
1 2 3 4 3 [ 1 1z 12 14 15 16
1 | meningkatian Kualias Kinerja Tata Hasil Penguburan Ingais Pangelolaun Keapagsn Daucas | IFK0] Inciky £50394 | &2.5000 B0 65,7108 | BL1a | 20 | 70107 87,65
Kelela E=upnpan Doerah
Perient e Pomanfaatan B0 ™ 84,34 FTE3 a3 4,13 105,53 99,15 .13 | a9,94
114 | Meningkata transparansi dan akun | Hashl Penguhsran Indeks Kesesuaian Dakuman Ponganggaran il £175 3 15 | 126237 | B&16 5 B.a3177 2352
Laksfitas pengelclasn keuangen dar azed
danralh
Maed Pengukuran indeks Penyerapan Anggaren Nilz m 5 10 15 7500 0 15 75
!
Hazl Pengubiuran indekes Sandisl Keuangan Daarah Hitai 11433 2.5183 15 23100 MEn | 15 A,03260 16.B4
|
. Petsaniai Barseyg Mili Dperah yang deniiii [~ & | A 32,98 ] 16,96 1,60 B5 |- 45,53 T0.05
11 [ Benngkatan Kialitas Peleyanan Publik | incels Koepuasan Masyaeakat (M) Incheis. 0,78 B1,67 | B408 | HB2.6F | 9832 | Bap9 | BG,63 10302
Milal SAKIP BFAD radal 61,02 BZ15 | BO.50 | G305 105,55 | BAO0 | B4.IS 100,73
¥

Sumber ; Laporan Capaian Kirerja Triveulan IV Tahon 2024
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Berdasarkan Tabel 3.9 dapat dijelaskan sebagai berikut ;

1. Indikator Hasil Penpukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

(TPKD)

Realisas: Indikator ini scbesar 70,1277 'dari target sebesar 80 sehinpga

capalannya 87,66%. Realisasi tersebut belum mencapai target yang

ditentukan karena terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan
yaitu : '

a. Kesesuaian Dokumen Perencanaan [ RPRIMD dan RKPD ) dan
dokumen penganggaran [ KUA PPAS dan APBD J;

b. Konsistensi pengalokasian anggaran dalam mematuhi mandatory
spending dan standar pelavanan minimal | SPM };

c. Kemudahan akses data keuangan daerah oleh masyarakat melalui
website Pemda Kabupaten Pemalang;

d. Transparansi dan publikasi vang tepat waktu atas dokumen
perencanaan dan dokumen penganggaran pada website Pemda
Rabupaten Pemalang;

¢. Optimalisasi belanjam daerah tﬁr'marasuk penyaluran Belanja Tidak
Terduga;

f. Akuntabilitas pelaporan dan pertanggungiawaban keuangan
dacrah; |

g. Konsistensi perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI
atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Indikator Persentase Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Realisasi indikator ini 99,13% dan target 99,15% sehingga capaiannya

99,98%. Hal-hal yang telah dilakukan dalam upaya peningkatan

pemanfaatan BMD adalah ;

a. Melakukan evaluasi perjanjian sewa BMD yang telah dilaksanakan
tahun-tahun sebelumnya baik dari sisi jangka waktu sewa maupun
dari sisi laril sewanya; :

b. Melakukan cek lokasi dan penilaian ulang atas BMD yang akan
disewakan;

c. Menyusun Standar Operasional Prosedur sewa BMD  wyang

sederhana dan mudah dilakukan oleh masyarakat selaku penyvewa.
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d. Menetapkan tarif sewa BMD dengan Keputusan Bupati dalam
rangka memperkecil terjadinya fraud dalam pemanfaatan BMD
dengan sistim sewa.

3. Indikator Hasil Pengukuran Ind;:ks Kesesualan Dokumen

Penganggaran.

Realisasi indikator ini sebesar 6,5277 dari target sebesar 15 sehingga

capalannyva sebesar 43.,52%. Capaian tersebut kurang optimal

disebabkan oleh : |

a. Masih terdapat beberapa nomenklatur program pada RPJMD
kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 yang tidak sesuai dengan
RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2023,

b. Masih terdapat nomenklatur program dan nominal program yang
tidak sesual antara RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2023 dengan
KUA PPAS Tahun 2023.

c. Masih terdapat nomenklatur program dan nominal program yang
tidak sesual antara KUA PPAS Kabupalen Pemalang Tahun 2023
dengan APBD Tahun 2023. 1

4. Indikator Hasil Pengukuran Indeks Penyerapan Anggaran

Realisasi Indikator ini sebesar 15 dari target sebesar 20 atau

capaiannya sebesar 75%. Hal ini disebabkan adanva realisasi belanja

vang kurang dari 80%. Pada tahun 2023, dari 4 jenis belanja pada

APBD yang realisasi anggarannya kurang dari 80% adalah Belanja

Tidak Terduga. Realisasi belanja tidak terduga pada tahun penilaian

| Tahun 2023 } scbesar 23,11% hal ini merupakan salah satu faktor

vang menyebabkan realisasi indikator Hasil Pengkuran Indeks

Penyerapan Anggaran kurang optimal.

E'_,II

Indikator Hasil Pengukuran Indeks Kondisi Keuangan Daerah

Realisasi Indikator ini sebesar 4,0260 dari target scbesar 15 schingga
capaiannya sebesar 26,84%. Capaian yang sangat rendah ini
discbabkan karena belum nplimmin}ra kemandirian  keuangan,
solvabilitas layanan, solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka

panjang, fleksibilitas keuangan dan solvabilitas operasional,
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6. Indikator Persentase Barang Milik Daerah yang dimilikki

Realisasi Indikator ini sebesar 45,53 dari target scbesar 65 sehingga

capalannya sehesar 70,053%. Indikator ini menghitung seberapa banyak

tanah milik Pemda yang telah bersertifikal dibanding dengan tanah
vang dikuasar olch Pemda. Hal-hal; yang menycbabkan realisasi
indikator ini kurang optimal adalah ;

a. Masih banyaknya tanah yang dikuasai pemda beririsan dengan
tanah milik masyarakat atau lembaga lain;

. Masih adanya tanah vang dikuasai Pemda tidak memiliki dokumen
yang diperlukan untuk memproses sertifikat tanah;

c. Masih terdapat berkas-berkas pengajuan sertifikat tanah vang
diajukan ke Badan Pertanahan Nasional, yang belum diproses
karena masih perlu klarifikasi dan pengukuran ulang.

7. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

Realisasi Indikator ini sebesar 86,63 dari target sehesar 84,09 sehingga

capalannya sebesar 103,02, Hal-hal vang telah dilakukan atas capaian

ini adalah :

a. Telah dilakukan upaya penyvediaan darana prasarana yang memadai
untuk meningkatkan pelayanan;

b. Telah dilakulkan evaluasi kinerja secara berkala khususnya terkait
pemberian pelayanan pengelolaan keuangan daerah; .

c. Telah dilakukan revisi SOP dalam rangka menvederhanakan rantai
pelayanan apgar pelaksanaan pelayanan lebih cepat, mudah dan
tepat sasaran.

d. Telah dilaksanakan upaya peningkatan kompetensi SDM dengan
mengirim pegawai untuk mengikuti diklat.

8. Indikator Nilai SAKIP BPEAD

Realisasi indikator ini schesar 64,15 dari target sebesar 64 schingga

capalannya scbesar 100,23%. Hal-hal yang telah dilakukan dalam

rangka mencapai nilai SAKIP yang opltimal adalah :

a. Melakukan evaluasi pelaksanaan rI-:l:agisntsm secara berkala yang
melibatkan pimpinan BRRAD;

b. Meningkatkan Keselarasan dokumen perjanjian kinerja dengan

laporan kinerja dan dokumen perencanaan dan penpanggaran;
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¢. Mengoptimalkan publikasi doekumen kinerja ke website BPKAD;

d. Mengupayakan penyusunan dokumen pelaporan

waktu;

kinena

tepat

¢. Melakukan penyesuaian dokumen cascading kinerja dan rencana

aksi se¢tiap tahun anggaran berganti;

[ Menyusun Pohon kinerja.

T

3.1.4.Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini
dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen
perencanaan strategis organisasi.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan

target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan

strategis BPKAD HKabupaten Pemalang periode 2021-2026 diuraikan

sebagai berikut :

Tabel 3.10

Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

Tahun 2024

Tujuen/ Indikator Kinerja [f:ir.::?m 1:_ vasie Finghat
Ho. Sasaran Rencani Eemajuan
SAAREFRT ! TII'EEIE. Realisasi Bt
'I'
| 2 a “ | 5 f T 2
(BT 1009 |
1 Meningkatkan Hiwsil Pengulouran Indeks 2] TO, 1277 221 BT.66
ualitas ltdeks Pengelolzan |
Kinerjn Tats Keuangan Dacrah
Kelola { IPKDY | o
Keunngon Persemniase o, | 99,15 04,13 53 10659
Daerak Pemanfaatan BMD ]
|
[.1 | Meningkatnva | Hasil Pengulcuran Milai | 15 B.5277 15 43,52
transparansi Indchks Kesesuwaian |
Han alun Paslauamien
Labilicis Penganggaran b
pengelolann Hasll Pengukumn Mila | = i5 0 75 i
| keuangan dan | Indeks Penverapan |
| amet docrah CAngparan I —
Has=il Penpulkuran Milm | 15 4 0260 15 2, B4
I Indeks Kondisi l
I-h:u:mg.:m Cieerah
Persentase Barang Ty BS 45,53 70 635,04
Mililt Daerah vang
dimilik] -
1.2 | Peninglkatan Indelk= Kepuasan Indeks o4, - | 84,10 103,00
Euaalitns Masyarakat [1KM) ! :
i‘:ﬂ:“““ Nilai SAKIP BPKAD Nita: 54,00 | 64,15 60, &0 105,50

Sumber : Laporan Capaian |:'|.'I]'I-I:T'_]El BPKAD Kabupaten Pemalang Tahun 2024
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Berdasarkan tabel 3.10 dapat dijelaskan tingkat kemajuan masing-
masing capaian indikator dibanding dengan target akhir renstra BPKAD
Tahun 2021-2026 scbagai berikut :

1. Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuanpgan Daerah
Realisasi indikator ini pada Tahun 2024 sebesar 70,1277 sedangkan
target pada akhir renstra BPKAD Tahun 2021-2026 sebesar 80
sechingga capaiannya sebesar 87,66%. Masih terdapat 12,34% untuk
mencapai 100%. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai
realisasi yang optimal adalah -

a) Meningkatkan Kkualitas dokumen perencanaan dan dokumen
penganggaran agar aniara nomenklatur program dan nominal
program vang tercantum pada dokumen tersebut konsisten:

b) Meningkatkan kepatuhan pengalokasian anggaran terhadap
mandatory spending vang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

c)] Menmngkatkan transparansi dan ketepatan waktu  publikasi
dokumen perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah;

d} Mengoptimalkan realisasi anggaran pada sctiap jenis belanja
APBD;

e} Meningkatkan |kuoalitas pelapordn dan  pertanggungjawaban
keuangan daerah,

I Meningkatkan akuntabilitas data pengelolaan keuangan daerah
dan pengelolaan barang milik daerah. '

2. Persentase Pemanfaatan Barang Milik Dacrah
Realisasi indikator ini pada Tahun 2024 sebesar 99,13% sedangkan
target pada akhir renstra BPEKAD Tahun 2021-2026 sebesar 93%
sehingga capalannya sebesar 106,59%. Capaian indikator ini telah
melebihi 100%. Beberapa hal vang telah dilakukan agar indikator ini
tercapai optimal adalah

a. Melakukan evaluasi perjanjian sewa BMD yvang telah dilaksanakan

tahun-tahun sebelumnya baik dari sisi jangka waktu sewa maupun
dari sisi taril sewanya;

b. Melakukan cek lokasi dan pr'nﬂait:n ulang atas BMD yang akan

disewalcan;
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c. Menyusun Standar Operasional Prosedur sewa BMD vang
sederhana dan mudah dilakukan oleh masyarakat selaku penvewa.

d. Menctapkan tarif sewa BMD dengan Keputusan Bupati dalam
rangka memperkecil terjadinya fraud dalam pemanfaatan BMD
dengan sistim sewa.

3. Hasil Pengukuran Indeks Kesesuaian Dokumen Penganggaran

Realisasi indikator ini pada Tahun 2024 sebesar 6,5277 sedangkan

target pada akhir renstra BPKAD Tahun 2021-2026 sebesar 15

schingga capaiannya sebesar 43,52%. Masih terdapat 56,48% untuk

mencapai 100%, Hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai realissi
vang optimal adalah :

a. Menjaga konsistensi kebijakan alokasi anggaran mulai dari tahap
penyusunan KUA PPAS sampai dengan APBD;

b, Meningkatkan sinergi dan hubungan baik antara TAPD dengan
DPRD, agar penyusunan APBD selaras dengan KUA PPAS;

¢. Penyusunan KUA PPAS selalu mempedomani RKPD;

d. Kebijakan pemerintah daerah telah diakomodir pada dokumen
perencanaan secara rigit sehingga tidak kebijakan yang bersifat
mendadak yang diakomodir program pada dokumen APBD tanpa
perencanaan sebelumnya. F

4. Hasil Pengukuran Indeks Penyerapan Anggaran

Realisasi indikator ini pada Tahun 2024 scbesar 15 sedangkan target

pada akhir renstra BPKAD Tahun 2021-2026 schesar 20 srshir;ga

capaiannya sebesar 75%, Masih terdapat 25% untuk mencapai 100%.

Hal-hal vang perlu dilakukan untuk mencapai rcalisasi vang optimal

adalah :

a.Meningkatkan kualitas alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga;

b. Melakukan evaluasi atas penyaluran Belanja Tidak Terduga agar ke
depan belanja tidak terduga dapat terserap optimal atau lebih dari
B0%;

¢. Melakukan pemantauan sccara berkala atas realisasi belanja
khususnya realisasi belanja tidak terduga, agar dapat dilakukan

penggeseran sebelum akhir tahun anggaran berakhir.
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o. Hasil Pengukuran Indeks Kondisi Keuangan Daerah

Realisasi indikator ini pada Tahun 2024 sebesar 4,0260 sedangkan

target pada akhir renstra BPKAD Tahun 2021-2026 schesar 15

sehingga capaiannya sebesar 26,84%. Masih terdapat kekurangan

capaian vang sangat signifikan atau sebesar 73,16%. Hal-hal yang
periu dilakukan untuk mencapai realisasi yang optimal adalah :

a. Meningkatkan Pendapatan Asli Dacrah agar tercapai Kemandirian
Keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang;

b. Menurunkan belanja pegawai;

c. Meningkatkan penyediaan aset tetap berupa infrastruktur yang
dapat digunakan untuk pelayanan pelayanan publik;

d. Melakukan efisiensi belanja.

. Persentase Barang Milik dacrah yvang dimilikki

Realisasi indikator ini pada Tahun 2024 sebesar 46,53% sedangkan

target pada akhir renstra BPKAD Tahun 2021-2026 sebesar 70%

schingga capaiannya scbesar 65,04%. Masih terdapat 34,96% untuk

mencapal 100%. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai realissi
vang optimal adalah :

a. Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan barang milik
daerah;

b. Melakukan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan barang milik
daerah khususnya terkail denpgan proses pengajuan  sertifikat
tanah:

c. Meningkatkan sinergi dan koordinasi vang inteng dengan Badan
Pertanahan Nasional terkait upaya sertifikasi tanah yvang dikuasai
oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang;

d. Melakukan pemetaan permasalahan dalam melaksanakan proses
pembuatan sertifikat tanah;

e, Memngkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait serta
masyarakat terkait batas batas tanah vang dikuasai oleh
Pemerintah Kabupaten Pemalang.
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7. Indcks Kepuasaan Masyarakat (IKM)

Realisasi indikator ini pada Tahun 2024 sebesar 86,63 sedangkan

target pada akhir rensira BPKAD Tahun 2021-2026 sebesar 84,10

schingga capaiannva sebesar 103,00%. Indikator ini telah mencapai

target yvang ditetapkan karena capaiannya telah melebihi 100%, Hal-hal
vang telah dilakukan untuk mencapai [KM yang optimal adalah :

a. Telah dilakukan upaya penyediaan sarana prasarana yang memadai
untuk meningkatkan pelayanan;

b. Telah dilakukan evaluasi kinerja secara berkala khususnya terkait
pemberian pelayanan pengelolaan keuangan daerah;

c. Telah dilakukan revisi SOF dalam rangka menyederhanakan rantai
pelayanan agar pelaksanaan pelayvanan lebih cepat, mudah dan
tepal sasaran,

d. Telah dilaksanakan upaya peningkatan kompetensi SDM dengan
mengirnm pegawal untuk mengikuti diklat.

8. Nilai SARIP BPKAD

Realisasi indikator ini pada Tahun 2024 scbesar 64,15 sedangkan

target pada akhir renstra BPKAD Tahun 2021-2026 scbesar 60,80

sehingga capaiannya sebesar 105,54%. Nilai SAKIP BPKAD pada tahun

2024 telah melebihi targer pada akhir renstra, schingga perlu

penyesuaian target. Penyesuaian targbt dilakukan pada perubahan

perjanjian kinerja BPKAD Kabupaten Pemalang Tahun 2024, Hal-hal
vang telah dilakukan dalam mencapai realisasi nilai SAKIP yang
optimal adalah :

a. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala vang
melibatkan pimpinan BPKAD;

b. Meningkatkan keselarasan dokumen perjanjian kinerja dengan
laporan kinerja dan dokumen perencanaan dan penganggaran;

¢. Mengoptimalkan publikasi dokumen kinerja ke website BPKAD;

d. Mengupayakan penyusunan dokumen pelaporan kinerja tepat
waktu;

e. Melakukan penyesuaian dokumen cascading kinerja dan rencana
aksi setiap tahun anggaran berganii;

f. Menmyusun Pohon kinerja.

Laparan Kinerja Instansi Pemerintah ¢ LKGIF ) BPKAD Kabupaten Pemalang
Tahun 2024



3.1.5.Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar

tabel berikut :

Nasional

Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)
Kabupaten Pemalang Tahun 2024 apabila dibandingkan dengan Indeks
Pengelolaan Keuangan Dacrah Kabupaten lain di Provinsi Jawa Tengah
vang masuk dalam Kategori kapasitas fiskal yang sama dapat dilihat pada

Tabel 3.11
Perbandingan Hasil Pengukuran IPKD Kabupaten Pemalang dengan Hasil

Pengukuran IPKD Kabupaten lain di Provinsi Jawa Tengah
dalam kelompok klaster Kapasitas Fiskal rendah/sangat rendah
yang dilaksanakan pada Tahun 2024

Ll

14 A8

i

34381

1 A
3 | Kuulus 13974 | 20 & T3 6,5600 13 85,5263 A
3 | Purworein 14,371 20 14 A8 15 | 30854 [H 83,835 A
4| Bemarang 8,388 an 13, 5055 20 50027 15 837562 | A
(5 | Biora 13000 | 20 15 15 | S.0487 T A3, 1172 A
6 | Demak 12,64 20 13 655 1) 50205 15 R25258 | A
T | Tegal 1250 | 20 14 4838 15 | 40117 15 820875 A
B | Wonosobo | 12,399 | 14,6552 | 144608 20 4,524 15 81,0614 B
9 | Magelang 10893 | 20 15 I5 47400 15 RO.6337 B
10 | Boyodal 0,373 20 10 62 20 58074 15 80, 3666 i)
11 | Batang i0,R45 | 20 T a1 IST | 45263 15 B 1129 B
12 | Klaten R T 20 14,7414 5 4 G34E 15 TH. G5 B
13 | Knranpanynr | 5,430 108376 | 11,6479 20 6, 5055 15 7H.A614 B
4 [ Womogin 12517 | 15 15 5 4,1242 15 76,6408 i
15 | Jepara 10,654 | 15 14 A%a8 I5 i, 100D 15 Th, 2460 il
I& | Banjarnegara | 7,213 20 13 G655 I5 48577 | 15 76,0360 1]
17 | 10,769 15 | 159655 73 o, (1904 15 THA311 B
& | Banyumas 1616 15 15 i5 31,7305 15 | 75,3467 H
1% | Sragen 14455 | 15 108621 5 4 R0 15 74,9064 B
20 | Cilacap 11,160 | 15 12,1552 I5 5. 7E4H 15 TA, 1000 R
21 | Temanggung | 10,675 | 15 47414 i5 1,0468 15 FEFTG i
22 | Pokmlongan | 9,084 | 14,8270 | 14,9828 I5 44841 | 14 732789 B
21 | Kebinen 12,587 15 15 i . GO5T 15 72,2530 1]
2 ]"'H'I:I.I:IJI.H'I.E 5,528 10 HATh 19,7914 _I.ﬁ. 4 N260 L A] TO12TT 5]
I5 | Purbalmpga | 9,370 | 15 5948 i5 T 18 G, 7212 T
RATA-RATA NASIONAL - Ta,1294
STAMDAR DEVIAR] NASIONAL HA4E0

Suml;r: S:H.G-ﬁhn'nu:r Namar : 900/ T TARUN 2
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Berdasarkan data yang tercantum pada Keputusan Gubermnur Jawa
Tengah Nomor : 900/3% TAHUN 2024 tentang Hasil Pengukuran Indeks
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun
Anggaran 2023 schagmimana tabel 3.11 di atas maka dapat disimpulkan bahwa
IPKD Kabupaten Pemalang Tahun 2023 menempati peringkat ke 24 dari 25
Kabupaten di Jawa Tengah wvang klaster kapasitas [skal daerahnva
rendah /sangat rendah. Salah satu hal vang perlu  ditingkatkan adalah
pencapaian hasil opini BPK Rl atas laporan keuangan dacrah. Hasil opini BPK
Rl atas LKPD menjadi komponen Dlmenei.i 6 IPKD. Pada Dimensi 6, hanya
kabupaten Pemalang yang tidak memenuhi target nilai maksimal atau hanya
mendapatkan nilai 10 dari target 15 Sedangkan Kabupaten lainnya
mendapatkan nilai maksimal yaitu 15. Hal ini disebabkan karena Kabupaten
Pemalang pernah mendapatkan opini WDP | Wajar Dengan Pengecualian | pada
tahun 2022, Opini WDP tersebut berdampak pada hasil pengukuran Dimensi 6
selama 3 tahun, karena Dimensi 6 [PKD menilai hasil opini BPK atas LKPD
untuk 3 tahun berturut-turut,

Memimbang pada saat cntri data ke aplikasi IPKD serta penyediaan
dokumen pendukungnya melibatkan banvak perangkat daerah maka hasil
akhir pengukuran [PKD bukan semata karena peran BPKAD. BPKAD berperan
schagai baglan dan Tim penyusun IPKD Kabupaten Pemalang, yang
menyediakan kebutuhan data dan dokumen pendulkung terkait. Sechingga hasil
akhir pengukuran IPKD Kabupaten Pemplang merupakan hasil kerja Tim
Penyvusun IPKD. Perlu kerja sama vang baik, sinergi, koordinasi yang intens
scrta pemahaman yang memadai dari personil Perangkat Daecrah yang terlibat
dalam entrian IPKD, agar Hasil Pengukuran [PKD Kabupaten Pemalang dapat
memenuhi target yvang ditetapkan.

Selain Indeks Pengelolaan Keuangan Dacrah ( IPKD ), Nilai SAKIP BPKAD
bila disandingkan dengan Nilai SAKIP perangkat daerah lain di Kabupaten
Pemalang, menempati peringkat ke 21 dari 41 perangkat daerah di Kabupaten
Pemalang. Jadi dapat dijelaskan bahwa walaupun nilai SAKIP BPKAD naik
setiap tahunnya tetapl secara peringkal se-Kabupaten Pemalang mengalami
penurunan. Hal ini disebabkan beberapa perangkat daerah nilai SAKIPnyva
melonjak jauh dibanding nilai SAKIP pada tahun scbelumnya. Sedangkan

kenaikan nilai SAKIP BPKAD ecenderang stabil setiap tahunnya. Secara rinci
i =
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hasil penilaian SAKIP perangkat Daerah di Kabupaten Pemalang vang

dilaksanakan olch Inspektorat Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel
berikut :

Tabel 3.12

Hasil Penilaian Implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah
Se-Kabupaten Pemalang Tahun 2024

PERANGEKAT DAERAH NILAT | PERINGKAT
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah HR 20 1
Sekretariat Daerah 67,22 2
Bi:::;s Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan 66,93 5
Dinas Komunikasi dan Informatilka E 66,25 4
Chinas Panwisata, Pemuda dan Olah Raga hh,22 5
Dinas Pertanian 66,20 &
Dinas Pekerjasn Umum dan Penataan Euang 66,00 i
Dinas Perhubungan 65 .66 B
Badan Kepegawaian Daerah 65,66 o
[Dinas Tenaga Kerja 63,60 10
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (5,55 11
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 63,46 12
Inapektorat 65,43 13
Dinsos KBFP 63,36 14
Dinas Perikanan 65,09 15
Dinas Pendidikan dan Kebudavaan 65,05 16
Kecamatan Pemalang 65,02 17
Badan Penangpulangan Bencana Daerah G4 69 18
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 64,57 19
Dinas Linglungan Hidup ' 64 44 20
Badan Pengelolaan Keuangan dan Asct Daerah 64,15 21
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 63,89 22
E;‘IITLE-:_LE Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 6384 73
Satuan Polisi Pamong Praja 63,82 24
Kecamatan Watulampul 63,76 25
Dinas Kesehatan 63,61 26
Ciskoperindag 63,48 27
Dinas Perumahan dan Kawasan Permulaman 63,06 28
Kecamatan Bodeh .41 L
Kecamatan Petarukan 60,98 a0
Kecamatan Pulosari 60 B2 al
Sekretariat DPRD 60,62 32
| Kecamatan Bantarbolang 60,40 33

Falfuwmn 2024
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PERANGKAT DAERAH NILAI | PERINGKAT
Kecamatan Taman 60,25 34
Kecamatan Comal 650,22 35
Kecamatan Moga 0,14 36
Kecamatan Randudongkal 60,08 37
Kecamatan Warungpring 60,04 38
Kecamatan Ulujam: 40, 39
Kecamatan Ampelpading 60,04 40
Kecamatan Belik o 4]

Sumber : Hasil Rekap LHE Inspekoomai atas SAKIP Perangkar Dearah Tahun 2024

[ndikator pada Badan Pengelolaan Kepangan dan Aset Daerah Kabupaten
Pemalang lainnya yang dapat dibandingkan dengan capaian perangkat daerah
lain adalah Indeks Kepuasan Masyvarakat { [KEM ). Pada Tahun 2024, semua
unit pelayanan dan perangkal daerah telah melakukan survey kepuasan
Masyarakat sebagai sumber data capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (TKM).
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM] Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daecrah tahun 2024 sebesar 86,63, Apabila dibandingkan dengan rata-rata [KM
semua unit lavanan tahun 2024 yvang sebesar 85,09 maka IKM BPKAD
termasuk tinggi atau melebihi rata-rata IKM semua unit layanan di Kabupaten
Pemalang pada Tahun 2024, Tetapi IKM tersebut masih perlu ditingkatkan lagi
mengmnmgat BPKAD hanya berada pada nomor urut 25 dari 101 unit layanan,
dan terunggal jauh dengan SPM N & Pemalang vang berada pada urutan
pertama dengan TKM 90,97, Rekap data IKM semua unit layanan di Kabupaten
Pemalang Tahun 2024 schagal benkut @ §

Tabel 3.13
Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan
Se-Kabupaten Pemalang Tahun 2024

URUTAN BERDASARKAN
NAMA UNIT PELAYANAN IKM BESARAN [KM
SMP N & Pemalang 890,97 |
Kec Randudongkal : | 90,91 2
PDAM Tirta Mulia - 90,84 3
Disdukcatpil B . 40,02 4
Puskesmas Kalimas 89,83 5
Bagian Organisasi __ | 8964 ]
 Puskesmas Kebondalem 89.46 7
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URUTAN BERDASARKAN
NAMA UNIT PELAYANAN IEM BESARAN IKM
Dinas PMPTSP 89 30 8
Puskesmas Pulosari 59,13 o -
Dinas Keschatan 88,98 10 1
Kec Ulujami 28,54 11
Kec Ampelgading 88,11 12
Kel Bugihwaras 88,00 13
SMP N 4 Pemalang | 87,89 14 .
kel Wanarcjan Selatan | 87,69 15 i
Kec Moga 87,65 16 ;
Disperik 7,63 | 17
Kel Mulyoharjo 87,62 18 :
Puskesmas Losari 87,60 19 |
BPBD 87,21 20 —
RSUD M Ashari 87,20 21 |
Bakesbhangpol 87,13 22 |
Kel Paduraksa 87,04 23 |
Dispertan 86,94 249 |
BPKAD 86,63 25
Bagian Umum 86,54 26 i
Kec Warungpring 26,41 27 ;
Dinsos KBPPA 86,17 28 |
Kec Watukumpul 85,76 29 |
Kec Pemalang 85,67 30 '
Kel Pelutan 85,55 31 |
Disnaker 85,54 32 |
Bagian Perckonomian . 85,41 33 '
Kec Belik 85,38 34 |
Kec Taman 85,10 33
| Puskesmas Rowosari 85,09 36
Dinpusarda 85,08 37 I
Puskesmas Karangasem 85,01 38
Kel Purwoharjo 84,94 39
Dindikbud 84,87 40
Bappeda 84,78 41
| Puskesmas Banjardawa i 84,72 42
Puskesmas Cikadu 84 .66 43
Kec Petarukan 84,26 44
Kel Beji 84,40 45
BEKD 24,18 46
PT BPR Bank Pemalang 84,14 47
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URUTAN BERDASARKAN
NAMA UNIT PELAYANAN IKM " BESARAN IEM -

SMP N 1 Watukumpul 83.72 48
Bagian PBJ 83,66 49
Puskesmas Warungpring 83,56 a0
Puskesmas Jebed 83,46 a1
Sekretariat DPRD 83,37 52
Kel Bojonghata 83,21 53
Bagian Hukum 83,17 54
Puskesmas Mojo 83,09 = o5
Puskesmas Banvumudal 83,08 26 .
Kel Kebondalem 83,00 57
Satpol PP 52,96 T
 Kee Pulosari 82,87 59
Kec Bantarbolang 82,81 | a0
Puskesmas Purwoharjo 82,72 61

' Bapenda 82,53 B2

' Kec Comal — 82,51 63 -

| SMP N 1 Moga 82,29 £

(DPUTR S B2

| BMP N 4 Randudongkal 82,22 56

| Puskesmas Watukumpul 82,15 a7

| PT BPR BKK Taman . 82,06 | 68

| Disperkim 81,98 49
Kel Widuri 51,96 70
Puskesmas Mulyoharjo H#1,96 71
Puskesmas Petarukan 81,83 72
Puskesmas Kebandaran 81,82 73
Puskesmas Bantarbolang 281,77 74
Kec Bodeh B 81,73 75 _
Kel Petarukan 81,72 76
Puskesmas Belik 81,70 Fird
Inspektorat 81,53 T8
Puskesmas Sarwodadi 81,38 T
SMP N 2 Ampelgading 81,33 -1
PT LKM BKD 81,21 a1l
Disparpora 81,10 B2

 Bagain Pemerintahan 80,72 B3

| Puskesmas Paduraksa 80,71 &4
Dinpermasdes B0,70 B3
Diskoperindag B0,56 BE
PT Aneka Usaha 80,944 87

Laparan Kinerfa Instansi Pemertmiah ¢ LEGIFP ) BPKAD Kabupaten Pemalong
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URUTAN BERDASARKAN

NAMA UNIT PELAYANAN IKM RESARAN 1M

Puskesmas kabunan 80,43 85
 DLH 80,42 89 |
| Puskesmas Randudonglal 80,39 a0
| SMP N 2 Randudongkal 80,35 91 !
 Dishub | 80,15 a2 !
{ Puskesmas Klareyan — 20,07 - !
Puskesmas Jatiroyom 79,94 .
| Diskominfo 78,55 95
| SMP N 5 Ulujami B 77.47 06 .
| SMP N 4 Taman 0,00 or
| SMP N 2 Ulujami 0,00 98
| SMP N 1 Pemalang 0,00 949
| SMP N 5 Taman 0,00 100
| SMP N 3 Ulujami B 101

RATA-RATA [KM §5,09

Bumber ; Rekap hasil survey kepuasan masvarakat (SK M) padia perangkat dasmb di Kabupaten Pemalane

Tahun 2024

3.1.6.Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/
penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan

kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel

berkut ¢

Laporan Kinerfa Instansi Pemerintah { LRGP ) BPEAD Kabupaten Pemalang
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Tabel 3.12
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

| Satuan Tabim 2024 Analisls Kebadhasilan din Kegagalan Eolusi yang dilakakan
| HMp. | Tujuanf Sataran Indikator Kinerja Indiator Cxpainn
Sasaran | Tanged | Realisasi 5
1 2 3 4 5 B ¥ 1] 1
1| Mepingketkan | HasE Pangukuren indeks insdeks B0 T0,3277 B7.66 | Peds Tahun 2024, reskzasi indikator hasil pengusuran IFND | EPIAD berupaya Men e suaikan 1arger Hasil
| Lunkza: Kinerja Pengelalzan Keuangan tidak mencanai Langet. Hal ink disebablan farpel yang Penpukires PPED pada peryussnan dokomen
Tt Keloi Daerah | IFKDY ditalaphan pada aEl penyusunan fDLuman MeaCana slrategs. | fans s Tahun 2025- 2025 bardagarsan readsas
CouighEan BAEAD Tahun 202 1-2026 helum mempunyas basic data. takarm 1ahur sabalusmygs, agar tidik teras gap
Oaarai Karenp Parmendagn Momor 19 Takon 30350 dipublfcsikan wang tirggl anlars target dan realisasi.
pada wwal 121 dan Pangukuran KD pistana kali diakehan
pada triwulsn 3 Tahwn 2021 untuk tahun penilakan 2018,.2019
dan 2020. S=dangkan hasl penpuluran FED pertama kali
iiputdikasienn pada tangps I8 Desermber 2031 Al sel=lah
dokumen perancandan dtatapkan. Snhinges karget yang
ditetapkan atas irndimbor Hacl Fenguiuran (KD hanva
Bardiiarkan parkicpen daca, bufkan berdasakon bose daks
yang vahid. o
Fersengase Pamanfaatan L 99,15 3 i) Pprsaalase Fermardasian Barang Mlik Daerss (elah mercapal | Pada ;:n-.n.umﬁ rENsLra tanun 2025 <2179,
[ o] target vang ditetapkan yaity 935, Sehingaa oads Tabua 3014, | teget persestase pemaniasian bareng misk
- target tersatwit perlu disaruaiakan, agar lehih bagar dari ianran disssupdan , igar Tidak terjad| wierval
Tarpel pada {ahin B0E3. Persenbise pemanfaatan B0 selalu | yang jauh cengan reaiisasi tahwn:cahun
mpncapal targel yi chtptaphkan karans harsae yemus ol sebelummya.
BMD yang dapat dimandaatkan |, sebagian botar talah
) dsswakar.
11 | Meringhatry Hasil Pengikuran Indeks Wilsi | 1% BSITT 2352 | Darl Fealisas indkator ssaran Hasil PENuburan Kesmiaen | DEam rangks merminemabiss ket aksssan
I Teansparanti dan | Kesesuaian Dokimen Doumen Pengargparan lahun 0248 dapad d simpulkan novmankatur program dan nomened peegreT
aHun PRNgangEaran Bakvan kddesubian nomenkiatue program dim nomenal #7lara dokumen EUA PPAS dan APBO maka
tabilias program antaa dokuman DUA PRAS dar APBD Tahur 3023 parke dlakukan pemshemnan terhadap
pangEskan bediom aptimal. Hal ini sering lerjad) darena adanya pengambil kabijaian dan pibak lagislaiiee werkait
Ruuangan dan perutaban kebijakon pengolokssian angramn yeng dipicu pEntngrya ebijaian yang korssten Tarebin
a=zt daerah ofeh perubahan Tokus Pémbanguean dalam ranpka knbijnkan turssbul terkait emt dengan
merajudian v Hk@-ﬂ danrah, e AsiaE g Arar.
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Litiiin Tahyn 3024 firalisls Keberhasihn dan Kegagatan Sodus| yarg dlakekan

Tujuan/ Sasaran Imdikatar Kinerja Iradib st Capaian
.
7
b

F L] a | & a8 -]
Hasil Pengafuran Indeka _'I-'III.‘I;i_ _h.*.ﬁul _I."_ 15 Realsz indikator hasl) pengukuras (ndes peryeragan Tim Anggaan Pemerintah Deswah periu b=k
Fanyparapdr ANggaran Enggaran hekum mercapasi largel. Indiksfor i mengukur cormat memantau kebutuhan Belanja tidak

Tingeal pecyerapan sngaran per jEees bedanja pads AFE0 terduga agar dapat diskimsikan anggaran
dengan hetas minimal roplsash panyaragan 805 Oard tahun betara Lidak verduga yang labih ril, Sehinges
te Lahun, penyerapan anggaran belanja todak terdugs tidal prersertase realsasi belangs tidak torduga
mencipei B0H,; Iermasu reafizasi belonjs tidok kerdugn tabeen | menczpal batas minimal yang dtontukan pada
B4, Hal ini divehahbam peapacggaran belanga Dok endugs i abufign Menlar @lam regeri nomor 19
tidak dapat didasarkan pada basic data karena realkas tahun 2020 tentang pengukuran IPKD; yaitu
el dtil terdiiga sangal dipengarubi dengan kefacian sabear BIMN.

iajadinn Gdak terduga yang beipadi pada Labem berjalan
| sepeni boncana alam, bencana nes Alan, kppoerkgn
mendesak akibat kanoizl skonomé atadinun scekal seaert
irfland, Comid, kesnidkoram oo Bain-lain

Hid Penguburen indeks Wial 1% 4, 03E0 2644 Penpuiran kandisi kewangan dihitung berdasaran data Pamarintah Exbupaion Pernalang pedu
| Eondisi Kouangan Desrak kauangan yang =rcaciern pada Meraca;, Lagoran Dperasional | kansisben dalam perrusunan postur APBD
| | Leparan Roalisa s Angdaran dan Laparin Keyangin dimsina perrerintah lebib fokas mencukupl
Pemerimah Daprab Realisasi sdii@tor hasi pengiiiran mamdafiey sdndeng senail msnurekai
incheks kondisi kewangan lakun #1240 mendnjukian bahwa | belanja pegawas, merdngkatian balanja
kemandirisns kevangan Kxtupaten Pemalang masih perkd infrastruktur pebyenan publik, memensii
ditnpiatkan, emamngesds el Rtap yasg diraliki cleh ebo|uhen grgpsran weiak pelatsarsan standar
T Pemiab Pemalang untuk imnifukan gefayanan balum pakyanan mipimal, kebuten palayanan dasae
sptimal sern Aekaibftas kevanganmya belum mencukupd. dan dan mandatary spencing |nme serus

Eeteniaon, Selain ity dalsm rangka mencapa
knmarelian beuargan kabupaten pemalang.
pariu difingiatian propors PAD peda AFED,
agar ketergantungan Pemerintah Kabapaten
Pamalarg berracdap Dane Perimbangan dapot

diurunkan,
Parsentaee Sarang Wik % bS5 45,53 0,05 Realsasd indikstor parsantacn harang malik dasrah yamng BREAD bévupaya mempercepat proses serbiian
Daerab yang deemifiki dimiliidel diperggarubd pleh data jusnlzh tanah miik pemartas | tanah milk pamish pamalang dangss setalu

tabupaten pemaiang varg telah bersertifikar: Realsas pada ber koordinas! terkait pemenuhan persyaralan
lahan 7024 menpgambarkan baliwe masih banyak tanah miik | persertilikatan vang ditstukan cleh Sadan
pemsvintah kahupaten pemalang yang balum bevsartitikat Pertananan Nasonal Kabupaten Pemalang.
Dari potensi tanah vang dkuazal pemerintah kabupatan
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§3tuan Tabun 2029 Analiss Keberhasilan dan Kegagalan Salusi yang dilsiogkan
Mo, Tujuar) Sacanan Indieatar Kinarjn Endikarar Capatan
b " Sagmras | Tamget | Realisasd %
b i 3 ] 5 [ 7 B 4
pemalang sebanyak 2.000 Baang, vang tealy berseriifal
sebanyok 511 bidang. Sehingga masib berdapat 1033 bidang
Lingh yang dibuasal aleh Pemds tetap belum dmiiki karera
aluim ada sanifkalrga o
1.1 | Penirgkatan Indehs Kepuaian Indais B40% BA,B3 jiue] Repalivasi KA pada lakgin 20245 t=lah memenghi teepiet yong Derdasarkan realizasl rdKabar Irdeks Kepuasan
Eualitzz Idasyarakat (1K) ditetaphan, Hal inl mamiuibtikan babwa pelaksisaan Masyarahal maka per mesinghabon target
Pél gyarar pedayanan yang dilaiofan oleh BRCAD celah memanuty 1M pada domsmen rerstia lahun J025-2009
Putiil k=bubuhin penpgona layanan.
MElpi SAKIP Ml 4,00 B4, 15 (¥ ] Healisasi pidal SAKIF BFEAD dar! tshun 2021 smpal dengar BPEAD Biorupaya maningkatkis mlai SAKIP
#0134 tebrh melebihi targel yang ditetapksn sshingga perlu denpen men|aga kesclrasan data antam
margasuaikan eyt stal BAR palp perjanjien kingris fnhye | gokemen perencanaon den oeisgoran kinerjs
224 SEFLE MBMAISON foian kinarja. castading,
rencana aksi can tidak kalah pantingnya adalan
[ keler|ibatan pmipinan dalam pefaksanaan
! | wphaani capaian kiresin

Sumbstr : Laporan Canaan Kinarja 8PEAD Eabupaten Pemalang Tenun 2004
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3.1.7.Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya

. ; ; L I
kealisas1 Anggaran dan reahsasi kinerja BPKAD Kabupaten Pemalang
Tahun 2024 dalam rangka menghitung efisiensi penggunaan sumber daya

adalah sebagaimana tercanium pada tabel berikut :
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Tabel :

3.13

Perbandingan Pencapaian Kinerja dengan Anggaran serta efisiensi
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024

Tt 2024

| INDIKATOR KINERJA ANGGARAN Ebnienis
b TUIUAN [ Sas AR R s s I
™ IBA TARGET | HEALISASE | %% CAPAIAN TARGET REALISASI 'y CAPALAN
I Menmplontizan Ruadnes Kineos Ton Beloln kewangan Deerah A% 344 1 LR.ERY L5 T e 9060 ?—I::.::ﬁ
ftikator Thijugen !
L :ﬂ.ﬂl Penpekairan Indeks Peagelolaan Keuangan Doeral &l 70,1277 A7 66
& Persentage Pemaniantan Hereng Muik Daerah [HMD) 0o 15 o913 G40 08
Menmglintmys Transpumng dan Aliontabielias Penpedolann e Ly f s i x u bR
1.1 Reundtpan dih Apel Dassal 45 176144 60N =04 AT G2 A B dS FV A0 lilak 1Lhssen
faefibafar Soscmn
o H"F Al Pengimran Inceks Kesesyatan Dopmmen 18 6, 5277 4352 310000000 1,245 363 1 19 9807 | Tidak Efsien
» Hastl Pengulairan Indeks Penyerapan Anggaras 20 X TH AR AAZ, 184, 144,000 | 481331 504400 | 9081 | Tidsk Ebsien
» Hasi] Pensgukurin Indeics Boncisi Kewangan Deerah 15 4 0260 26,54 795.000.000 TYLMGTE0 | 9949 | Tidak Efisien
& Persentase Eﬂ.rﬂ.nE Milik Daerah vang dimilillo B | 45,53 7005 BAET OO 000 238 183 347 L2 B Tidak Efigien
| 1.2 | Peungieaton Kualtias ey P i —_— 0,167 BT BN B, 526 {900 PR Elimirt
| s [ndeks Keprinsan Masyrrakar (KM 44,00 A 11,02
| + Nikii SAKIF BPKAD 63 |  BAIS 100,23
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Efisiensi sumberdaya diasumsikan dapat tercapai apabila capaian
kinerja telah terpenuhi 100% dan memiliki efisiensi anggaran, sehingga
berdasarkan Tabel 3.13 dapat dijelaskan sebagai berikut :

» Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu meningkatkan
kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah, realisasi anggarannya
99,65%. Tujuan terscbut didukung oleh 2 {(dua) indikator vaitu Hasil
Pengukuran IPKD dengan capaian 87,66% dan Persentase pemanfaatan
BMD dengan capaian 99,98%. Schingga rata-rata capaian kinerjanya adalah
93,82%. Tatal anggaran BPKAD sebesar Rp.454.344.118,887,00, sedangkan
SILPA BPKAD setelah dikurangi dengan indikator tujuan yang tidak
mencapai 100% adalah Ep.641.363.889,00. Sehingga apabila dibandingkan
maka clisiensi anggarannya sebesar 0,141% atau kurang efisien. Capaian
kinerja yang menyebabkan kurang efisien adalah kegiatan koordinasi dan
penyusunan rencana anggaran daerah; dimana serapan anggaran kegiatan
tersebut sangat tinggi dan output kinefja berupa dokumen KUA PPAS dan
APBD juga telah disusun tetapi kurang memperhatikan kesesuaian nominal
program antara kedua dekumen tersebut, sehingga berpengaruh pada hasil
pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah kabupaten pemalang.
Kegiatan lain vang kurang efisien terdapat pada kegiatan penunjang urusan
kewenangan pengelolaan keuangan daerah. Serapan anggaran kegiatan
tersebul termasuk kategori sangat tinggi karena didukung dengan serapan
anggaran dan sub keglatan pengelolaan dana bagi hasil kabupaten/kota
dan sub kegiatan analisis perencanaan dan penyvaluran bantuan keuangan,
tetapi terdapat sub kegiatan pengelolaan dana darurat dan mendesak vang
mengakomodir Belanja Tidak Terduga dengan serapan anggaran rendah
yaitu 64,18%. Serapan Belanja Tidak Terduga mempengaruhi capaian IPKD
secara keseluruhan karena dengan rendahnya realisasi belanja tidak
terduga maka hasil pengukuran Dimens:i 4 pada IPKD tidak maksimal,

= Pada sasaran pertama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Da:rjah yaitu
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah, realisasi anggarannya sebesar 97, 16%. Sasaran ini didukung
oleh 4 [empat] indikator wyaitu Hasil Pengukuran Indeks Kesesuaian
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Dokumen penganggaran dengan capaian kinerja 43,52%, Hasil Pengukuran

Indeks Penyerapan Anggaran dengan capaian  kinerja  75%, Hasil

Pengukuran Indeks Kondisi Keuangan Daerah dengan capaian 26,84% dan

Persentase Barang Milik Daerah yang dimilikki dengan capaian sebesar

T0,05%. Schingga rata-rata capaian kinerja sasaran ini scbesar 53,853%.

Indikator sasaran ini tidak ada yang mencapai 100%. Schingga total SILPA

Program Pengelolaan Keuangan Daerah ditambah SILPA  Program

Pengelolaan Barang Milik Daerah setelah dikurangi dengan SILPA yang

tidak mencapai 100 adalah 0 [Nol]. Efisiensi sasaran Meningkatnya

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah 0% |

Tidak Efisicn ). Yang menyebabkan tidak efisien adalah :

* Serapan anggaran atas Indikator Hasil pengukuran indeks kesesuaian
dokumen penganggaran sebesar 95,07% tetapi tidak sejalan dengan
capaian kinerjanya yang hanva scbsar 43,52% schingga tidak efisien,

= Serapan anggaran atas Indikator Hasil Pengukuran Indeks Penyerapan
Anggaran sebesar 99,81% tetapi tidak sejalan dengan capaian kinerjanya
yang hanya sebesar 75% schingga tidak efisien.

* Serapan anggaran atas Indikator Hasil Pengukuran Kondisi Keuangan
Dacrah sebesar 99,49% tetapi tidak sejalan dengan capaian kinerjanya
vang hanya scbesar 26,84% schingga tidak efisien.

= Serapan anggaran atas indikator persentase barang milik daerah vang
dimilikki sebesar 94,52% sedangkan capaian kinerjanya hanya 70,05%
atau tidalk ehsien.

Selanjutnya pada sasaran kedua Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah yaitu Pemingkatan Kualitas Pelayanan Publik, realisasi anggarannya

schesar 93%. Sasaran ini didukung oleh 2 [dua) indikator yaitu Indeks

Kepuasan Masyvarakat [IKM) dengan capaian kinerja sebesar 103,02% dan

Nilai SAKIP BPKAD dengan capaian kinerja sebesar 100,23%, Schingga

rata-rata capaian kinerjanya sebesar 101,625%. Sasaran ini sangat efisien

karena dengan serapan anggaran yang tinggi menghasilkan capaian output

atas 2 indikator pendukungnya lebih dari 100% semua.

Laporan Kinerja Instansi Pemeriniah § LKAP | BPEAD Kabupaten Pemalang
Tabnm 2024



Berikut cara penghitungan rata-rata capaian kinerja untuk masing-masing

tujuan/sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah :

Tujuan : Meningkatkan Hualitas Kinerja Tata Kelola Heuangan Daerah, rata-rata capaian
kinerjanya sebagai berikut :

I
( BT.66% + 99,08% ) = 93,82%
2

Sasaran 1 :

Meningkataya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Huu:.u;p.n dan
Aset daerah, rata-rata capaian kinerjanya sebagad benbut

(43.52% + 75% + 26, 84% 4
4

T.05% ) = 53.853%

Sasaran 2 : Peningkatan Huu.'li.tla_'l"uinrlnn.n Publik, rata-rata capaian kinerjanva MI_'I-!.I_E.T;“_'
berikut :

( 103.02% « 100,23% ) = 101,625%
2

Selanjuinya perhitungan Efhsiensi anggaran per tujuan/sasaran dihitung

sebagal berikut ;

NO SASARAN PERHITUNGAN EFIEEEHSI ANGOARAN
| Meningkatkan | | Total SILPA BPKAD - SILPA Indikator tujuan vang capaiannya kurang
kualitas dari 100% ] dibagl Total ﬂnggﬁ_mn HPEAD X 100%
kinerja  tata
kelala (Bp.1.610.879.264,00 - Bp.989.515.375,00 AR
keuangan Rp.454.344,1 18.887,00
daerah
Ep.6d1.363. 889 00 X 10 = 0,14 1% | Kurang Efisien |-
Rp.454.344.118.887 00
1.1 | Meningkatnya | { SILPA Program Pengelolasn Keuangan Daerah + SILFA Program
Transparansi | Pengelolaan Barang Milik Daeral § - SBILPA Indikator sasaran yang tidak
dan mencapai  100% dibagi | Anpgaran Program Pengelolaan Reuangan
Akuntabilitas | Daerah + Anggaran Program Pengelolaan BMD X 100%
Pengelolaan
Keuangan (Rp.920,898, 722,00+ Rp 48.616.653,00)-
dan Aset | {Rp.920.898 722.00+Rp 48,616,553,00) X 100%
Daerah { Bp. 444,289 144 000,00 + Rp,BRT7,000,000,00 |
__Bp0.00 X 100% = 0% [ Tidak Efisien )
H]:I- 445 176 144,000 00
1.2 | Peningkatan | SILPA Program Penunjang - SILPA sasaran vang tidak mencapai 100% |
Kualitas dibagi Total Anggaran Program Penunjang X 100%
Pelavanan ;
Publik Rp.641.363.889,00 -Rp.0,00 X 100% = 6,996% (Efisien )

Rp.9.167.974 887,00
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Tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya dapat dilihat pada tabel scbagai
berikut:

Tabel 3.16
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Terhadap Capaian Kinerja
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2024

| Jumial | Capaian | Penyerapan | Efisiensi
Na Tujuan/Sasaran Imﬂl:l.t-:rri K].;:;jn | An:lg:.'ra.n Capaian (%) ﬁn.':&al::n;
| | | |

1 | Meningkatkan 2 i 99,65% | 93,B2% | 0.141%
kualitas kinerja [ {Kurang
teila kelola | Efigien |
kewangan dasrah |
- Hasil [

[ Pengukuram

[P
- Persentase L) s
| Pemanfatan BMD [

87.66%

Transparans!  dan [ Ticdak
Akuntahilitas | Efigien |
Pengelolaagn
| Keuangen dlan |
Asel Daerah
i-Hnail | 43.,52% | 1
Pengukuran
Indeks | | |
Eesrguainn
Dokumen
Pengangearan [ [
- Hasil |  To% |
Penpubkiuran
Indeks |
Penyerapan
Anggaran |
= Hasil
Pengukuran |
Indeks  Kondisi
Reuangan
|  Daerah [ [
[= Pereentse Barang | TOO05%. |
Milike daerah
| yang dimilikki | |

|

| |
T Mewngama |4 || onieh| 558 | 0%

|

|
26,84% | ‘
|
I

1.2 | Peningkatan 2 ' | 03,00% | 101,625% | 6990%
Kualitas Pelayvanan | [ Efigien ] |
Publik |
- Indeks Kepuasan 103,02% | T

| Masyarakat '
[ [IKM]) '
| - Milai SAKIP 100,23% |
| _BPKAD, ; 1

Laporan Kinerja fusiansi Pemerintah  LEJIP ) BPKAD Kabupaten Pemalang
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1.1.8. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
atanpun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian pernyvataan kinerja disertail uraian penjelasan tabel di bawah ini :

i
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Tabel 3.14

Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan dan Kegagalan

O e =

ey —_

i

e ————

Mo Tujuan/ Indikator L tan nd Hineri " Menunjung TR
: Sazaran Kinerjs =F Capaian ! Tidak Menunjang =
i 2 a 4 s __ = [ T 8 g
I Merii | Hnsil BT .66 Pragram Peounjang Perpeninse ketercapamn pednyanan
Kualites | Penguloacan Urusan Pemenntahan umm ifan kepegawaiin 100 Tidak Menunjang
Kineips Tata | [mdeks Draernh Babupatet [ Kia Perseniase copainn perencanann iban | y iy
Retaln | Bt evahian ldnor 100 | Tidak Meninjamng
Hedangan | Keuangan Frogram Pengelolman Persentase peoyampiim Raperda 100 f M i
Dueraly | Daeralh (IPKD) Keuangan Dasrak APED sesual kerentuan SR
Perseniase Hrl.nnjn, Urissan -
' Peimierintaha Umim Ry R i B
]*n'mulfl:f S120 yang terlbit sesiin 100 Wi
Persemiase provampuian Raperda |
pertanpprngiianban pelaksanmsan 100 Menunjang
APEL
Persentase Peryampaian Laormn o I
AT { Keuasngan Daeeah seausi keteniian ur Memiitjang
Persmiass | Program Pengelelasan Fezaentase Torib adminssirasi
F&megﬁm 99,08 Burang Milidk Daerab | penaiausabizan Barang Mikk Daerah 100 Mensnfang
Diserah (BRI
1.1 Meningkamysr Hantl legiatan Koordinas dan | Termasannea Dokumen Perenoansasan -
Transparans Penpulkuran Pempusunnn Rencionn ifian Pengampgaran Perangkal Dasral
gy Indeks Angaran [leerah ! X
Akuntsbilitas | Kesesualsn e m pa
Prngeloksan Dodormen
Keuangan dan | Penganggaran
A=l Daerah Kegiatan Kocrdinas dan Terszsunnya Dodarmen
Pengetolann Penatauastenan din Perbiendalharaan ;
Hussil Perbedahnrann Daerah Daerah L e
Pengukiirar e i L R L e Y s !
Incleks Ta.00 Kegininn Penunjang Persentase tersalurknnnyn belang
Penyerapan rsen kewenangan transfer dan belanay tidak terduga
Anpgaran pengEolann kKeuangan 100 Mg
daerah
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Hao T fueam Endikator % Program/Keglatan Indikster Hinerja % Menunjang
Susuran Kimerjn | Capaiam Copaian | Tidak Menunjang | Anelisie
1 2 a 4 ] 6 T -} g
Kegiatan Koordirasd <an Terausinnya Dokwmen Pelakssinaan
Pelaksarnaan Akunians Akairiansd dam Pelaporane Keidiarigan
Hasil dan Pelaporan Keuangan i = s pimurgang
i Derah
Indeds Kandisi A6 8 Kegiatnn pengelednan data | Peningiatan Sistem informasi
Krunngan dan implemenins sistem | pemerintal deerab loghup Sew g
perah mformpsi pemeriniah daerah 100 Menunjang
daeral lnslaag Keuangan
daerak -
Persentase Pengetolann Bareng Milik { Tersesunnya dokumen pengelolagn
gﬂm::}E :ﬁ 005 Duersh laterienp milik dnerah 100 Merinjasg
dimblikkd
| 1.3 f Penimgksdan Indeks (T4] Kegintan Adminisrasi Tercapainve upava peninghkaian
Kualitas Kepuassaf Kepegawaian Perangkal ko perens S0 oo Menumjang
Pelaywman Masyarakn Dreruh i
Puhblk (IR} Kepratan Admmisiras Tersechnmyn sarana prosarann
Unsum Peranglas Daerah pendubring aperasional perangioat |6 Monunjang
dacrah
Hegatan Peigadazn Teriak=ananya pengadaan Dafang
Barang Milik Tuwerah midik deerih sesuai ketemiian i
FFMHHE‘.'LI.'IE Llrusam Lo Menurijang
Femeristah Dacral
— Begiatan Penyediagn jess | Tersedianys jasa vang menuniang .
PERLLANE UEsar operasional perangkat daerih Lo Mlemnarijmg
| lan ilaetah Pty
Eegiatun Permelihprann Terlaksannmyn permebbarann BWD
Earang Milik Daerah milile Perampgkat Daerah H
[FEELLT AT WMEBaT i Al ety
- el LT S R —
Eegintom Perencanmsn, Tersedimnyva dokimen perencansan,
Penganggaran don pencanpgaran o evalunsi kinerja pado ’
i R Evalussi Kineria perangkat docrah o ety
RIRAD 1on Peranphal Duesah
Etﬂ]ﬂ[&l’t Adlainssrras) TE'EE-E'IJ.EH.I:I.}'E dokunmen shininistragi
Erumnpgin ketangn perangkial deerah Lon Menunjang
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Berdasarkan data pada Tabel 3.14 dapat dijelaskan bahwa dalam
pencapaian indikator tujuan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan
Daerah, Program Penunjang urusan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak
menunjang ketercapaian indikator kinerja Meningkatnya Kualitas Tata
Kelola Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini disebabkan Program
Penunjang wurusan pemeérintah  kabupaten/kota hanya melaksanakan
kegiatan vang bersifat rutin dan berkaitar! dengan operasional perangkat
daerah, tidak melaksanakan kegiatan teknis yang menunjang pencapaian
indikator kinerja meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah.

Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota beserta
kegiatan dan sub kegiatan yvang berada di bawahnya, hanya menunjang
Sasaran Peningkatan Kualitas Pelayanan saja.

Sedangkan Program Pengelolaan Keuwangan Daerah dan Program
Pengelolaan Barang Milik Daerah beserta kegiatan dan sub kegiatan vang
berada di bawahnva merupakan penunjang ketercapaian tujuan
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah dan Sasaran
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Daerah.

1.2. Realisasi Anggaran :

Dalam realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran vang
digunakan serta tingkat ehsiensi sumber daya yvang diguakan untuk
mewtjudkan kinerja organisasi sesual dokumen perjanjian kinerja sebagai

berkut

Laparan Kinerja instansi Pemerintah ¢ LRGP } BPEAD Kabupaten Pemalang u

Tathwn 2024



Tabel 3.15
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

ANDETARAN KINERIS

KODE PROGHEAM EEGIATAN S SUR KEGIATAN TARGET REALISAST L TARGET | REALISAS] -

o1 'I‘Lnjl'l.m l’l‘lﬂ.ﬂjﬂ.ﬂl Urusan Pemerintah Dacrah Habupaten/ Hota G, 167.974 887 8526610908 93, 00%
Py | 0 I i i

01.92.01 iﬂﬂu&lﬂuﬂcﬂ:ﬂnﬂ, Penganggaran den Bvaleasi Kieerfa 17.250.000 17,139,000 99,36% 12 Dak 13 Pl HENFe |
01, 2.00.000] | Penyusunan Dokumen Perencanaan Peranghkar Deeral a0 | 280000 lhi,t!uq 2 Dk 3 Dok A0, |
.20 . 000 -l'.'nnrr!lm.-:l.n diEni I-"ﬂ'm.lsunnn I'Jmmmrn F'_'I-..h RI.F"EI SO0, 0 5_91] [N -'11! Dok II:II:r":'n_j
012010000 :l:-ul:rrlma:.: ditr F"mvu:mnn.n Ug_lr‘u“%n“;?'guhnhnn Rh..'l. BXPD 2250000 2.250.000 Oy THEMN GE Dok EIE Dol 100% |
I:l't 2.01.0004 E-.an[dluuu dnn Penyusunan OPA SKPD 2250 DdE) 2. 250,000 1 ENM A0 Dhok 4% Mok 100%: |
" 01.201.0005 | Koordinas dmn Penyusunan Perubahan DPA ShPD TS0 0K 7. 730000 00,300 GH Croke 3 Dok 10D% |

, Fomrdinasd dan Penyuaunan Laporan Capaian Kiverjadan Thitisar Realises) 1000
31, 2 O | Kineris SKPD pow 2 250000 2. 250,000 100% 5 Lap 5 Lap
01.2.02 Kegininn ddminiztrosd mn ket Daerah 5, 292,646,000 5.7I9.07%.415 F0LEEY i Lk T ik I
012000001 | Peiyedinan Gsji dan Tunfangan ASK | 0, S0k GO H.ATE0A6.415 pat it L AT arg | AT nrg I
01.200.0000 | Peoyediaan Administrasl Pelakaanann Tugns ASN 4 1500000 400 2HES DD ST OIS, 12 Dhale | 12 Dk 1P
O3 020 | Roepdinasi den Penyusunan Laporsn Keuangan Akhir Tahun SEPT T 000 TS(HODD | 1007, 1 l__la_l-_lE | 1Eap |  1iXP |
a1.2.08 Hegilaten Administrasi Perangkat Doerah 110.006.008 _107.405.000 9T, 64% [ oSy I Jimips T |
0120500100 | Seminlizasi Peraiuran Perundang. undungan 1 100G 000 107 .405.000 9T BN 52 ﬂu-, 53 Oy | D(Ps
ﬂl.l 06 Kegigton Administrasi Prum Perangkal Doerah 685.698.963 677.151.456 BE.AZWN T il F deriti | 10
OLE06000] | Penyediaan Kemponen Instaled Listik Pasechngan Bangunan Kaite S0 D00 R R L £k G, 1 et I pakes 100G
0 200 000 | Penyediaan Hahan Logstile Kanor 500323 055 46404 ‘_:IEH_._-'-:I-E.EMH 1 Pafoet I Pakei L0
0. 2000008 | Penvedinan Harang Catakan dan Penguandisn 3.615.954 3 1.970 000 89 Th% 1 Prce I Paket LI |
1.2.06.0006 | Peoyediam Bahan Bacasn dan Peratucen Perunddang dodangin 3000000 3,000 £k AL 12 Dok 12 Daake ] s |
1 2.06.0008 | Famhins HugEr_LEg Tomw 125638750 21687 300 G HEb% 2 Lag 2 Lap s
012060009 | Penyvelonpparan Bapal Koorbinas dan Kensubias SEPD 412,428 800 450,214 877 Q5 it 2 Lap 2 Lap 0
01.7.06.0010 | Pepatassahaan Arsip Dinamia parils SKPDH 12.0400,000 THB4A000 | 98,7 12 Dok i 2 fxak 108
01.2.07 v eyl Fanaidaco Borang Mtk Pensiniang Drason Pemeriyinh 946,916,625 021.460.250 | 97.31% | e et | 100
012,07 000 | Penpsdasn Kendaraan Diseas Operaalonal atan lapangan 577264 000 Sish. 070 S0 08,20 2 Uik 2 Unsd 1009,
012070005 | Penppedasn Mebel 22000 000 319092 T} 00 Wy 6 Limit i Linit 100%:
01,207,000 _| Pengadasn Pesalatan dan Mesin Lainnya 347712625 | 332497000 ©05.62%| 19Uni | 19 Umit| 100%
1. 2.08 Heglaoten Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah feerah FFE.544.80 TEI.094. 5681 O 60 { leniiy { il [
012060001 [ Penyvediann Jasa Surel Blenyuimal 22300 D00 2 13000000 94 0TV 12 Lap 12 Lap 100%
012080002 | Penvediain Jass Komunikas, Sumber Dava Alr idan Lisrik 450, TAD GO0 449 U8y .43 OH, 7 14 Lag 12 lap 1O
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ARCGARAN RINERIA
B FROGRAMS RN S RO TARGET REALISAST % TARGET | REALISAST | %
O1.2,08.0003 | Penvediaan Jass Perilatan don Perlengkrpan Eantar A d.0oo 3, i3 000 i, BT !-.-E. Lap | 13 Lap |  L0OO%
{1,200, (e ‘n:_.rll.'njl.nnp Jnsm Pﬂnmnnnﬂhmum H'.rmtﬂr 00,534, E-EIIZI 231 EE-J IEB O3 66% 12 Lap | 12 Ligs 1
01.3.09 Femeliharean H_::.'_P:rm.rﬂp_[ﬁimn. Femerintah Dooraf G381, M FFE A6 1.200 P51 SR | { ufiriis I )
Penyediaan Jasa Prmeliharaan, Biayva Pemelibaraan, Pajak dan Periinan . P .
1. 2.00 {Xhx2 Kenel Dina= Operaxi | whai Lax 1 An BS0060 185, 75573 RECH R[S I Unai | 20 Lht Lot
O1.2.00.0006 | Prmebiharann Perafotan dan Mesin Laionyn 503,000 4. 010,548 o, B 43 U | 43 Uit L0,
012000008 | Pemebharansn | Rehabilitas: ﬂ-ud.u.nn Rantor dan | Bu.n.;:uhun Laisisivia H5 (0,000 | 4 B2 175 o0 Th% 2 Unit 2 L B0,
#1.2.09.0010 E;:Eﬂ:;“"l !f R"_';”””“““‘ Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan | 7.000.000 | 16.802.000 |  9583% 1 Unit || L Unit | 100%
02 _Program | lolaan Keua Daerah 444,285, 144.000 | 443.368.245,.278 | 99,79%
02.2.01 Begintan Koordinesi dan Pengusunan Reneana Anggaran Daerak 1.310.000. 000 | 1,345, 364,119 07 % i1 Lok [T Lok [eF
D22 0.0 | Keoedanas dan Penvaswnan KUA dan PPAS 3100000 204 BRE 425 G5 03% 2 Dok 2ok | L0,
2010000 | Kosedinast dan Pepviaunan Perubahan BUA dan PPAS 17300 000 ]E|-l-.ﬁ-:'.'_l-:'.'._52I;I_ ":'E-L!I_E‘.!'h l 2'_I:I~g_|lk 2 Dok N
Konrdinast dan Penvusanan Peraturan Daesah tenting APED dan Peraturen o A0S DEss ar L Or
022000007 | ol Drserad tentung Pejabarmn APED 3AHITO000 | 38 096, _?'.-. 8 ok 2 Dok s,
Knnrdinasi dan Penvisunan Peransran Caerah teneang Perubahan APBRD " - :
2,00 O da PeraTican Kenala: Dt Tary Penjsbaran Perubahan APBD 237.0a0.000 395 745 005 G ,47% 3 Dok 5 Dk L0
2. 2,00 Eegiatan Keerdinasi dan Peagelolaan Ferbendaharaan Dasral TS OO0, 00 TIZTRTOB0 | ST A4 ik | @ Lak Jaue
02 2.02.0000 | Keardsnmal dan Pengelolaan Kas Dasrah AA0O0 0D EAT.TA7 SO0 bt e e d [ale 24 Dinle 1O
Koardinast dan Perywaunen Laparan Realisas Penenmean doan
02.2.02.0007 | Penpeluoran Kas Doctaly, Lapoan Alivan HKag dan Pelaksanaan 1654000 158.623 904 i, 1A% L3 Lap 12 Lap lo¢e
_Pemungutan Pemotongen don Penvetoran Perhitungan Fihek Eetign | 77K
Pemvusinen Petunjuk Tekmia Administra= Keuangan vang berkaitan
AE02m10 | dengen Penerimaan dan Peogelonran Kas s=rta Penatmisabmn |:||:|:r: Q2 000 D00 7068 350 94 64% 1 Dk 1 Dk 10
2 =+ PertsmygalnpiEwab Sub Kegiatan b+
022020011 | Pembinasn Penaransahaan Keipngsn Pemeriniah @ paten kots 168 (0 0 ESE A5G, Jokh Oy A% A3 org B2 org 10
Kegiatan Keordinas! don Pelaksanaaon Akuntans dan Felaporan = i s
2. 2.0x Keud & Desahai SR5.000, 000 502 597,673 B EO L FIH fraTaLTy [
Rt ineal Penyusunan Laperan Penangiungawaban Pelaksanaan APRD = ] ,
O 2 030003 B e 15, (R0 Oy L4883, 50 0L T F % 18 Lag 16 Lap 100 |
022 03,0004 hmm::Jdmn Laporant Kewaigan SEPD. BLUD dan Laporan Beaangan T 19554 744 50,31, Eiep \ Es —
Koardimiisi dan Penyusunan Raperda tontang MPertanigungasaban
020 030005 | Pelnkzanaan APBD dan Rancangan Perkacdn tertang Pemjabarom 303,535 ] D 031099 579 o 39 2 Dok 2 Dk 100%s
PertnneEutgawaban Pelsksanasn AFBD Kahupaten /kois
02.2.03.0007 | Keordimnsl, Sinleronisasi dan Penyelesaian TP TGH S1.460. 00 _30.8962.750 DB, 490, | Dk 1 Dok o0t
02.2.00.,0010 F‘m’_ﬂtmnm Sisrem dan Prosedur Akuntansd dan Pelaporan Keaangan 0,000,000 0BT, 000 09,850 1 Dk 1 Diske 0
2, 2,04 Hgdatan thmhhﬂn .!HEH!E‘_ A4 1,434, 144 Hﬂ#?ﬂ:ﬁiﬁ:ﬁ!ﬂnﬂﬁm@"fﬁ“ oo | “HoW | T |




ANGUARAN NERIA
HODE PROGHEAM /HEGINTAN | SUB KEGIATAN TARGET BEALISAG vy TABOET | REALISASL %
Dacrah
| DE'E—;MQQE.- Anndises Perencanann dizn aliirms Baniian Kedangan 434 TR 464 () 434 653 0640 e 13 Lagy 12 Lavs 1007 |
| 022040008 ) Pengelolann Dana Tacacad doao Senede salk 1.9 500K 1.0, 002,454 G4, 1 8% 13 Lap 2 lap 100 |
| 023040010 | Pengelolean Dane Bag Hazal Kalupaien /o 14.681. 18000k 14681 180000 Ly 12 Lap % lap 1004,
| Kegiatan Pengelolaan Dot dan Implementasi Sistem Informast P Fouris e
02.2.08 P it D h Ling i D ! 200,000, 004 198 . F40.07TF 99 . 37% 1 .Jemars ; I Jenis [
02.2.08.0002 a;::;mmal dait Pemelibarasn Sistem Infarmasi Prinda Bidang Keiangan {0,000 000 o0 200 077 99 Mk | Dok | Dl 100%
Pembinann Sistem [nlommas Pemdas Hidang Keuangan Daeeah Proertnmal i
022050003 | KnbupatenKoia | e, 00 M0 D 540,00 Do 3594 83 O | E2 Org | a0 7,
a Program Peagelolaan Barang Millk Dacrah 887.000.000 B3B8 383.347 | 94.52% | -
3,201 _Keglotan Pengeloloan Barang Milik Dacrah BEET.O000.000 B8 383347 04 52% £ Juireis fi Jpmis IENrs
[ 32010007 | Pengumanan BMD 546,000,000 454 499916 | 90.90% 4 Lap £Lap | 100
Optimulizase Pengpumnaan, Pemonfastan, Pemmmdahinngeaan, Pemusoehsn i B it
TanL.0010 dan Fenghapusan HMD 40,000 (O A37.TEO. 25 o 5% a4 Dalk 4 Dinde TR
T20L0012 | Penyusunan Laporan Barang Milil Doerah 47.000.000 46 103,200 | 98,09% 1 Lap 1Lap | 100 |
Junlak 454,344 118,867 | 452.7T3I3, 230.623 PR,65% 100"
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Pada Tahun 2024, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dacrah mengelola 3
Program yang terdin dari 13 Kegiatan dan 49 Sub Kegiatan. Keseluruhan target
output kinerja kegiatan dan subkegiatan telah tercapai atau 100%. Khusus
kegiatan pengamanan barang milik daerah, outputnya 4 Laporan vang terdiri
dari :
l. Laporan Pengadaan dan Pemasangan Patok Tanah Milik Pemda;

Pada Tahun 2024, pengadaan patok tanah milik Pemda dilaksanakan oleh

CV Dimas Beji sebanyvak 700 unit. Pemasangan patok dilaksanakan

bertahap. v

Tahap pertama, pemasangan dilaksanakan pada tanggal 21 September

2024 sampai dengan 5 Oktober 2024 scbanyak 265 patok dengan rincian

Lokasi pemasangan sebagai berikut ;

# Komplek imigrasi dan sawah blok salam beji sebanyak 9 patok;

» Sawah lawangrejo sebanyak 9 patok;

# PIR Bojongbata sebanyak 5 patok;

» Sawah Wanamulya sebanvak 10 patolk;

r Kebon Tebu Wanamulya sebanyak 10 patok;

# TPU Murah Bojongbata sebanvak 4 patok;

» Bawah jatisant Wanamulya sebanyak 12 patok;

# Sawah Kosambi Banjarmulya sebanyak 2 patok;

# Komplek kantor kepala desa wanarejan utara sebanyak 29 patok;

~ Paduraksa sebanyak 18 patok; J

» Makam kebondalem sebanyak 36 patok;

» Comal sebanyak 16 patok;

= Cibelok sebanyak 12 patok;

# Pegongsoran sebanyvalk 12 patol;

» Tambahan Comal sebanyak 1 patok;

» Tambahan Blok Salam beji sebanvak 2 patok;

# Widodaren sebanyak 17 patok;

» Nyalembeng sebanvak 10 patok;

* Moga sebanyak 4 patok;

» Petarukan sebanyak 21 patok;

# Muscum Pelutan scbanyak 4 patok;

» Pelutan sebanvak 8 patok:; {
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» Pegiringan sebanyvak 7 patok.

Tahap Kedua dilaksanakan pada tanggal 12, 13 dan 29 November 2024
scbanvak 32 patok dengan rincian sebagai berikut :

# Desa Limbangan Kecamatan Ulujami sebanvak 18 patok;

» Desa Asemdoyong Kecamatan Taman sebanyak 8 patok;

# Desa Cikadu Kecamatan Watukumpul sebanyak 4 patok;

+» Desa Siremeng Kecamatan Pulosari sebanyak 2 patok.

Berdasarkan pelaksanasn pemasangan patok tersebut maka masih terdapat
sisa patok yang belum terpasang sebanyak 403 ( 700-265-32). Sisa patok
ini meruapak salde awal persediaan rp-r;n.u:ll-: vang pemasangannys akan
dilaksanakan pada tahun 2025,

. Laporan Pengadaan dan Pemasangan Papan Identitas Barang Milik D;;u:rah;
Pengadaan papan identitas barang milik daerah pada tahun 2024
dilaksanakan oleh CV Dimas Beji secara bertahap. Tahap pertama
bersumber pada anggaran penetapan APBD 2024, ielah dilaksanakan
pengadaan papan pada tanggal 10 Juli 2024 sebanyak 50 unit
Pemasangan dilaksanakan pada tanggal 5 sampai dengan 14 Agustus 2024
dengan rincian Lokas: pemasangan papan identitas barang milik daecrah
sebagai herikut :

= Desa Pedagung sebanyak 15 umt;

» Pagaran scbanyak 3 unit;

» Muscum Pemalang sebanvak 2 unit;

= Crunung Tiga Belik sebanyvak 3 umnit;

» Belakang SMP 1 Pemalang sebanyak 3 unit;

# Sebelah barat rusunawa sebanvak 1 unit;

= Sebelah barat museum pemalang sebanyak 1 unit;

= Watukumpul sebanyak 4 unit;

# Utara Terminal Lama scbanvak 5 unit;

= Utara Terminal sebanyvak 5 unit;

» Timur Terminal lama sebanyak 3 unit;

# Selatan terminal lama sebanvak 2 unit;

= Sughwaras sebanvak 1 unit;

# Selatan museum sebanyak 1 unit.
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Pengadaan papan identitas barang milik daerah tahap kedua berdasarkan
perubahan APBD Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 15 November
2024 schanyak 20 unit. Pemasangan papan identitas tersebut dilaksanakan
pada tanggal 16 sampal dengan 20 November 2024 dengan rincian Lokasi
pemasangan papan identitas barang milik daerah sebagai berikut :

# Kelurahan Paduraksa sebanyak 5 unit,

# TPl Tanjungsari Kel Sugihwaras sebanyak 2 unit;

» Tambak Asemdoyong sebanvak 1 umit;

¥ Tambak Limbangan sebanyak 2 unik;

» TPl Mojo schanyak 2 unit; 1

» Pasar Buah sebanyak 1 unit;

# Pasar Beras sebanvalk 2 unit;

r Pasar Buah dan Sayur schanyak 2 unit;

# Lapangan Dewa Ruci Sugihwaras sebanyak 3 unit.

Papan identitas barang milik daerah vang pengadaannya dilaksanakan
pada tahun 2024 sebanyak 70 unit, telah dipasang semua pada Lokasi
scbapaimana tersebut di atas. Schingga tidak ada saldo persediaan papan
identitas barang milik daerah pada tahun 2024,

. Laporan Pelaksanaan Asuransi Barang Milik Daerah;

Asuransi yvang dilaksanakan oleh BPEAD adalah asuransi alat berat dan
kendaraan dinas roda empat vang masih dalam kondisi baik. Pekerjaan
asuransi dilaksanakan oleh PT Bumi Putera Muda Purwokerte dan PT
Jasaraharja Putera Wilayah F"-f:kalnﬂgﬁnf Asuransi Kendaraan dinas dan alat
berat dilaksanakan bertahap.

Tahap | dilaksanakan oleh PT Bumi Putera Muda Purwokerto pada tanggal
4 Juni 2024, untuk mengasuransikan Kendaraan Dinas Jabatan dengan
total nilai sebesar Rp.22.994.916,00, Rincian kendaraan dinas wyang
diasuransikan scbagal berikut :

= Tovota innova nopol G 1 D Tahun 2022;

» Toyota innova nopol G 1085 D tahun 2021;

» Mitsubishi Triton nopol G 8129 XD tahun 2021.

Tahap 2 dilaksanakan oleh PT Bumi Putera Muda Purwolierto pada tanggal
24 Juni 2024 untuk mengasuransikan alat berat dengan nilai kontrak
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sebesar Rp.28.490.000,00. Adapun alat berat yang diasuransikan stbanyak
4 unit yang terdiri darn ;

# Excavator Komatsu PC 160 Tahun 2014

» Excavator Komatsu PC 160 Tahun 2015

» Bulldozer Komatsu PC 160 Tahun 2015

» Excavator Komatsu PC 200 Tahun 2023

Tahap 3 dilaksanakan oleh PT Jasaraharja Putera Wilayah Pekalongan pada
tanggal 13 Juni 2024 untuk mengasuransikan 10 (sepuluh) kendaraan
dinas operasional yang digunakan oleh pejabat daerah yang masih dalam
kondisi baik. Kendaraan Dinas operasional yang diasuransikan sebagai
berikut : I

» Tovota Innova Venturer Nopol G 6 D Tahun 2019

~ Honda CRV EMI ZWD Nopal G 1007 XD Tahun 20186

» Toyota Innova Venturer Nopol G 10 D Tahun 2021

» Toyota Innova Venturer Nopol G 1084 XD Tahun 2021

» Toyota Innova Reborn Nopol G 42 D Thaun 2017

» Tovota Fortuner Nopol G 9 D Tahun 2020

» Tovota Fortuner Nopol G 12 D Tahun 2020

» Toyota New Camry Nopol G 3 D Tahun 2016

# Tovota Innova Reborn Nopol G 24 D Tahun 2016

» Toyota Innova Reborn Nopol G 35 D Tahun 2017

4, Laporan Pensertifikatan Tanah Milik Pemda.

Pada awal Maret 2021, Badan Pengejolaan Keuangan dan Aset Daerah
dalam hal ini Bidang Akuntansi dan Aset Daerah telah mencatat bahwa
jumlah keseluruhan Tanah Milik Pemda sebanyak 2.286 bidang tanah.
Setelah dilakukan pengecekkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPE) dan
Komisi Pemberantasan Korupsi | KPK | maka terdapat koreksi atas catatan
jumlah tanah milik pemda tersebut. Ditemukan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan adanya aset vang belum dicatat oleh Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah yaitu 49 bidang tanah di Kelurahan. Tanah
vang belum dicatat terscbut menambah jumlah aset tanah milik Pemda
sccara keseluruhan menjadi 2.335 bidang. Kemudian pada bulan Juli 2021
terdapal Kapitalisasi Tanah Milik Pemda sebanyak 25 Bidang dan koreksi
pencatatan kepemilikkan tanah Pemda scbanvak 135 Bidang, Tanah vang
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dicatat oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tersebut
merupakan tanah milik desa vang digunakan untuk SD dan Puskesmas.
Hal ini mengurangi jumlah tanah milik Pemda vang telah dicatat sebesar
169 Bidang [ 25 + 135 ). Sehingga total tanah milik Pemkab pada akhir
tahun 2021 yvang sebenarnya adalah 2.335 - 160 atau sebanyak 2.175
Bidang.

Jumlah sertifikat yvang telah selesai diproses dan dicatat oleh Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada awal Tahun 2021 sebanyak
807 Sertifikat. Karena adanya koreksi oleh Badan Pemeriksa Keuangan
terkait dengan pengakuan aset yang dimilikki oleh SMA yang merupakan
kewenangan Provinsi dan telah diCﬂtElt= oleh provinsi Jawa Tengah schagai
aset milik Provinsi. Karena pencatatan aset daerah yang over Lapping
terscbut maka jumlah sertifikat yang telah dicatat Badan Pengelolaan
Keuangan dan aset daerah dikurang sebanyak 53 bidang. Schingga jumlah
sertifikat vang sebenarnya adalah 734 Sertifikat, vang dihitumg dari jumlah
sertifikat yvang dicatat pada awal tahun 2021 sebanyak 807 sertifikat
dikurangi sertilikat yang dobel catat secbanyak 53 scrtifikat. Berdasarkan
riwayat pencatatan tersebut maka persentase tanah milik Pemda yang telah
bersertifikat secara keseluruhan pada Tahun 2021 adalah :

754,/2.175 x 100% = 34,67%.

Pada Tahun 2022, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
melakukan monitoring aset daerah dan’ menemukan data aset daerah yang
belum dicatat pada KIB berupa Jembatan dan Jalan, Irigasi dan Prasarana
Sarana Umum [ PSU ). Rincian aset daerah yang belum dicatat pada Tahun
2022 sebagail berikut :
l.Jumlah Jembatan dan Jalan sebanyak 154 hidang
2.Jumlah Irigasi sebanvak 99 bidang
J.Jumlah Prasarana Sarana Umum sebanyak 110 hidang, yvang terdin dan

Fasilitas Umum sebanvak 55 bidang dan Fasilitas Sosial sebanyvak 55
bidang.
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Total penambahan aset berupa tanah milik pemda yang belum dicatat
sebanyak (154+99+110) = 363 bidang, sehingga jumlah keseluruhan tanah
milik Pemda adalah { 2.175 + 363 ) = 2.538 bidang.

Jumlah sertifikat yang selesai diproses pada Tahun 2023 sebanvak 101
sertifikat, pada Tahun 2022 sebanyak 83 sertifikat, sedangkan jumlah
sertifikat vang selesai pada Tahun 2021 schanyak 754 sertifikat. Sehingga
Total sertifikat yang selesai sampail dengan akhir Tahun 2023 sebanyak
{ 754 + 83+101 ) = 938 sertifikat,

Dari penjelasan tersebut dapat dihitung persentase tanah milik Pemda vang
telah bersertifikat pada Tahun 2023 yaitu :

938 bidang X 100% = 36,96%
2.538 bidang

Pada akhir Tahun 2024, Kepala Bidang Akuntansi dan Aset Daerah
Kabupaten Pemalang menyvampaikan bahwa telah terjadi cw::ﬂappmg
{dobel catat) atas tanah milik Pemkab Pemalang vang telah bersertifikat.
Dari jumlah sertilikat tanah sebanyak 938 bidang, overlapping sebanyak 33
bidang. Sehingga jumlah sertifikat tanah milik Pemda vang sebenarnva
pada awal tahun 2024 adalah 905 bidang { 938-33 ). Sampai dengan akhir
tahun 2024, progress sertifikasi tanah milik Pemkab Pemalang yang telah
diselesaikan scbanyak & bidang Sertifikat tersebut merupakan sertifikat
tanah yang digunakan untuk prasarana sarana umum (PSU). Sehingga total
tanah milik Pemkab Pemalang vang telah bersertifikat sampai dengan akhir
2024 adalah [ 905+6 ) =911 snrr_iﬁk.?t.

Kepala bidang akuntansi dan aset daerah juga menyampaikan bahwa
terdapat koreksi penambahan dan pengurangan atas potensi tanah milik
Pemkab Pemalang. :
Koreksi penambahan berupa adanva tanah baru sebanyak | bidang dan
154 bidang tanah berupa tanah eks bengkok vang belum dicatat sebagai
potensi, Selain itu terdapat penambahan potensi lagi yaitu tanah milik
pemkab di wilayvah kelurahan widuri sebanyvak 48 bidang, tanah di desa
Pedapung | dilaporkan ecleh Dinas Lingkungan Hidup ) sebanyak 1 bidang
dan tanah yang rencana akan digunakan untuk Pelabuhan/dermaga

pengumpan (dilaporkan oleh Dinas Perhubungan) sebanvak 2 bidang.

Laparan Kinerja fnstansi Pemerintah ¢ LRGP ) BPKAD Kabupaten Pemalong
Fahun 2024



i

Sedangkan koreksi pengurangan berupa aset lainnya sebanyak 246 bidang,
pengurugan sebanyak 8 bidang, tanah milik puskesmas desa sebanyak 45
bidang dan tanah yvang ditempati SD di desa sebanyak 87 bidang. Selain
pengurangan tersebut, Kepala Bidang Akuntansi dan Aset Daerah
menvampaikan bahwa penambahan PSU sebanayak 363 pada Tahun 2022
belum dapat diakui sebagai potensi tanah milik Pemkab Pemalang karena
data PSU berupa jalan, jembatan, irigasi, fasum dan fasos sebanvak 363
bidang tersebut masih berupa ruasan tanpa nilai nominal, Perangkat
Dacrah terkait belum dapat menentukan nilai nominal atas data yang
dikirnmkan schingga belum bisa dimasukkan sebagai potensi tanah milik
Pemkab Pemalang.

[ari koreksi penambahan dan pengurangan tersebut maka data potensi
asct tanaha milik Pemda yvang schenarnya adalah |
2.538+1+154+48+1+2-363-246-8-45-87)= 1995 Bidang.

Pada Tahun 2024, sertifikat vang telah diselesaikan sebanyak © bidang
berupa sertifikat PSU. Data potensi PSU tersebut belum tercatat scbagai
tanah milik Pemkab Pemalang, sehingga 6 sertifikat PSU vang telah jadi
pada tahun 2024 menambah jumlah potensi tanah milik Pemkab Pemalang,
Sehingpa data jumlah sertifikal pada Tahun 2024 scbanyvak [ 905 + 6 | =
511 sertifikat sedangkat jumlah potensi tanah wvang dimiliki Pemkab
Pemalang sebanyvak | 1995 + & | = 2001 bidang. Berdasarkan data akhir
tahun 2024 tersebut dapat dihitung persentase sertifikasi tanah milik

Pemkab Pemalang sebagan berilout -

911 bidang X 100% = 45,53%
2.001 bidang

Capalan tersebut belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2024
yvaitu sebanyak 65%, '
Sedangkan rumusan dalam menghitung persentase total ketercapaian

Indikator kinerja sub kegiatan adalah sebagai berilaut :

Jumlah persentase realisasi kinerjn sub kepiatan X 10094
Jumiah Sub Kegiatan
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Schingga  persentase realisasi kinerja sub kegiatan di Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang pada Tahun 2024 sebagai

berilout ;

[ 100% x 49 sub kegiatan | X 100% = 100%
49 sub kegiatan

Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan tujuan dan sasaran
strategis  Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dacrah Kabupaten
Pemalang. Capaian Indikator kinerja Badan Pengelolaan Kecuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Pemalang termasuk dalam kategori sangat tinggi yaitu

dengan nilal 100%.
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BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPKAD Kabupaten Pcmaiar;g tahun
2024 merupakan pertanggunglawaban  tertulis  atas Penyvelenggaraan
pemerintahan vang baik pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Pemalang pada Tahun Anggaran 2024, Penyusunan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah ini mercpakan langkah vang balk dalam
memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIF). Sebagai upaya untuk
penvelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua
pihak.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahy Badan Pengelolaan Keuangan dan
Asel Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 ini dapat menggambarkan
Kinerja BPKAD dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa
kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis- kinerja
vang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja BPKAD
tahun 2024 dapat disimpulkan scbagai berikut !

1. BPRAD kabupaten Pemalang memiliki 8 sasaran strategis dengan 2 sasaran
sirategis tercapai [ capaian kinerja melebihi 100% | dan & sasaran strategis
tidak tercapai | capaian kinerja kurang dari 100% )

2. Basaran Strategis vang tercapai adalah ;

a. Indeks Kepuasan Masyarakat dengan persentase capaian 103,02%
b. Nilai SAKIP BPKAD dengan persentase capaian 100,23%

3. Sasaran Strategis vang tidak lercapa adalah :

a. Hasil Pengukuran Indeks F’t:n[.;tfn]aan Keuangan Daerah dengan
persentase capaian 87,66%

b. Persentase Pemanflaatan Barang Milik Daerah dengan persentase
capaian 99,98% '

c. Hasil Pengulkuran [ndeks Kesesuasian Dokumen Penganggaran dengan
persentase capaian 43,52%

d. Hasil Pengukuran Indeks Penyerapan Anggaran dengan persentasec
capaian 75%
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c. Hasil Pengukuran Indeks Kondisi Kbuangan Daerah denpan persentase

capaian 26 84%

f.Persentase Barang Milik Dacrah yang dimilikki dengan persentase

capaian 70,05%

4. Faktor penghambat keberhasilan kinerja BPKAD adalah Konsistensi
Kebijakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD ) dalam penyusunan
Dokumen KUA PPAS dan Dokumen APBD, belum sepenuhnya mandatory
spending teralokasikan sesuai ketentuan dalam pengangpgaran Pemerintah
Daerah, Database barang milik daerah belum akuntabel, belum
mencukupinya kompetensi personil pengolah data aset daerah dan belum
terintegrasinya  sistem keuwangan daerah dengan sistern barang milik
daerah.

Rekomendasi Langkah-langkah perbaikan kedepan vang perlu dilakukan
oleh BPKAD Kabupaten Pemalang adalah nt:'bagai berikut ;
|. Koordinasi antara TAPD dengan perangkat daerah pengampu Standar

Pelayanan Minimal (SPM) perlu ditingkatkan;

2. Perlunya peningkatan kerja sama dengan  pihak legislatif - terkail
penyvusunan postur APBD sesual ketentuan dalam rangka pemenuhan
mandatory spending dan pemenuhan standar pelayanan minimal;

3. Peningkatan koordinasi dengan Bappeda terkait peningkatan kualitas
perencanaan agar selaras dengan penganggaran;

4. Peningkatan peran Bappeda sclaku koordinator Tim penyusun Indeks
Pengelolaan Keuangan Daerah ( [PKD ):

2. Peningkatan Kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten
Pemalang terkait pemenuhan persyaratan sertifikasi tanah milik
Pemerintah Kabupaten Pemalang, :

Komitmen Pimpinan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Badan
Pengelolaan Keuangan dan Asct Daerah sangat penting. Keterlibatan pimpinan
dalam penyusunan rancangan dokumen perencanaan perangkat .daerah,
monitoring pelaksanaan perjanjian  kinerja, evaluasi ketidak tercapaian
indikator yang telah ditetapkan serta arah dan kebijakan pimpinan untuk
mendapatkan solusi pada setiap masalah dan kendala yang timbul menjadi
komponen Akuntabilitas Kinerja Perangkuat Daerah vang tidak dapat diabaikan
dalam meraih nilai SAKIP yang baik.
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Dengan tersusunnya Laporan Kinerja BPEAD Kabupaten Pemalang ini,
diharapkan dapa! memberikan gambaran kinerja BPKAD kepada pihak-pihak
terkait baik scbagai stakcholder maupun pihak lain yang telah mengambil
bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Pemalang.

Pemalang, 10 Februari 2025

KEPALA BPEAD KABUPATEN PEMALANG

NUR AJI MUGI HARJONG, S.Hut, M_E.
Pembina Utama Muda
NIP, 19720120 199803 1 010
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Dengan tersusunnya Laporan E{incqia BPKAD Kabupaten Pemalang ini,
diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja BPKAD kepada pihak-pihak
terkait baik sebapai stakeholder maupun pihak lain vang telah mengambil
bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Pemalang.

Pemalang, 10 Februan 2025

KERFALA BPEK KABUPATEN PEMALANG

NUR Al MUGLHARIONO, S.Hut, M.E.
o ~Pembiina Utama Muda
MIP, 19720129 199803 1 010

-
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